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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja

Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024.

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk
menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Martapura Barat
untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja disusun dalam rangka
menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan guna
mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada

tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula
dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Martapura Barat
sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai
informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Terima kasih.

Martapura Barat, 31 Juli 2023

o (ECAMAT
I"IARTAPURA BARR

NIP 1990115 199002 1 001
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1.1.

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat
merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara
substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk
mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten
Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Martapura Barat
untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi
untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan
Martapura Barat didasarkan pada Renstra Kecamatan Martapura Barat
2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah
dituangkan dalam RKPD Tahun 2024 serta mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar
Tahun 2021-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan
Martapura Barat serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya
Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”, maka
Kecamatan Martapura Barat mendukung pencapaian misi 4 yaitu
Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan
Efektif.

Adapun tahapan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024
Kecamatan Martapura Barat, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja



. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Martapura Barat

berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil

evaluasi Renja tahun berjalan

. Penyusunan Rancangan Rencana kerja Tajun 2024 Kecamatan

Martapura Barat berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang
penyusunan rancangan Renja Kecamatan Martapura Barat dan

rancangan awal

. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Martapura Barat dengan

Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka
penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran

Perumusan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Kecamatan
Martapura Barat berdasarkan Perkada RKPD awal

Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan Martapura Barat

untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Martapura

Barat Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5)

Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024
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1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan

Martapura Barat ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian

target kinerja Perubahan Renstra 2022-2026, dan RPJMD

Kecamatan Martapura Barat di tahun 2024 melalui perencanaan

kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun

2024 ini adalah :

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang

operasional,

. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan

anggaran Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar untuk
memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan
Martapura Barat dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-
2026;

Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 yang
hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang Program Penunjang
Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan Laporan

kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Martapura Barat

Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I.

BAB II.

Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud
dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.
Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun Lalu
Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD
Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja

Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD,

4



BAB III.

BAB IV.

BAB V.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Martapura Barat Berisi
telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran
Renja SKPD Kecamatan Martapura Barat

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Martapura Barat
Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi

bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program
dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan
tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya.

Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana

tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MARTAPURA BARAT TAHUN (N-1)

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra
Kecamatan Martapura Barat

Pada tahun 2022 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar
yang mengampu Urusan Kecamatan melaksanakan 6 (enam) program
yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pagu murni anggaran program penunjang urusan pemerintahan
daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 2.611.337.789,- kemudian
menjadi Rp. . 2.264.883.657,- karena adanya refocussing anggaran
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.016.213.745,-. Indikator
kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah
kabupaten/kota adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kecamatan dengan target 100 % dan capaian sebesar
93,29%. Program ini didukung dengan kegiatan antara lain:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Pagu anggaran murni Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 3.498.600,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 3.264.000,-. Indikator kinerja pada
kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah adalah Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan
Evaluasi SKPD dengan target 100 % dan capaian sebesar 93,29%.
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah didukung dengan sub kegiatan, yaitu :

- Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pagu Anggaran murni Subkegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah ini sebesar Rp. 499.800,-, dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 405.000,-. Indikator kinerja pada sub
kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
dengan target kinerja 100% dan capaian sebesar 81,03%

- Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Pagu Anggaran murni Subkegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah ini sebesar Rp. 499.800,-, dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 499.800,-. Indikator kinerja pada sub
kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,

dengan target kinerja 100% dan capaian sebesar 100%



Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Pagu Anggaran murni Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD ini sebesar Rp. 499.800,-, dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 499.800,-Indikator kinerja pada sub
kegiatan ini adalah Jumlah

Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan target kinerja
100% dan capaian sebesar 100%

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Pagu Anggaran murni Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD ini sebesar Rp. 499.800,-, dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 499.800,- Indikator kinerja pada sub
kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan target kinerja
100% dan capaian sebesar 100%

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Pagu Anggaran murni Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD ini sebesar Rp. 499.800,-, dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 499.800,-. Indikator kinerja pada sub
kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD, dengan target kinerja 100% dan capaian sebesar 100%
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pagu Anggaran murni Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ini
sebesar Rp. 499.800,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
360.000,-. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja 100% dan capaian
sebesar 72,03%

Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu Anggaran murni Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
ini sebesar Rp. 499.800,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
499.800,-. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah
Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
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Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan target kinerja
100% dan capaian sebesar 100%

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu anggaran murni kegiatan administrasi keuangan perangkat
daerah sebesar Rp 2.256.883,657,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 1.645.872.066,-. Indikator kinerja pada kegiatan ini
adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan
target 100 % dan capaian sebesar 72,93%. Kegiatan administrasi
keuangan perangkat daerah didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan,

yaitu :

Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu Anggaran Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini
sebesar Rp. 2.229.863.657,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
1.619.702.066,-Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan
target kinerja 100% dan capaian sebesar 72,64%

Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Pagu Anggaran Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ini sebesar Rp. 26.020.000,-,
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.170.000,-. Indikator kinerja
pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 100%
dan capaian sebesar 96,73%

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Pagu Anggaran Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini
sebesar Rp. 1.000.000,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
1.000.000,-. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan target
kinerja 100% dan capaian sebesar 100%

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah

Pagu anggaran murni kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah sebesar Rp 10.000.000,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 9.250.000,- Indikator kinerja pada ini adalah

Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah
8



pada Perangkat Daerah Yang Tersusundengan target 100 % dan
capaian sebesar 92,50%. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah didukung dengan 2 (dua) subkegiatan, yaitu :
Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Pagu Anggaran Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD ini sebesar Rp. 1.000.000,-, dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,-. Indikator kinerja pada
sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan target
kinerja 100% dan capaian sebesar 100%

Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Pagu Anggaran Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD ini sebesar Rp. 9.000.000,-, dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 8.250.000,-. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini

adalah Jumlah Laporan

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan target
kinerja 100% dan capaian sebesar 91,67%

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu anggaran murni kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah sebesar Rp 7.480.000,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 7.480.000,- Indikator kinerja pada ini adalah Persentase
Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi dengan target 100 % dan
capaian sebesar 100%. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah didukung dengan 2 (dua) subkegiatan, yaitu :

Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pagu Anggaran Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai ini sebesar Rp. 1.480.000,-, dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 1.480.000,-. Indikator kinerja pada
subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai, dengan target kinerja 100% dan capaian
sebesar 100%

Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

Pagu Anggaran Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan ini sebesar Rp. 6.000.000,-, dengan

realisasi keuangan sebesar Rp. 6.000.000,-. Indikator kinerja pada
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subkegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan target
kinerja 100% dan capaian sebesar 100%

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu anggaran murni kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
sebesar Rp 100.861.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
98.542.562,- Indikator kinerja pada ini adalah Persentase
Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100 % dan
capaian sebesar 97,70%. Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah didukung dengan 7 (tujuh) subkegiatan, yaitu :
Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Pagu Anggaran Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ini sebesar Rp. 1.989.900-,
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.989.900,-. Indikator kinerja
pada subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, dengan target
kinerja 100% dan capaian sebesar 100%

Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu Anggaran Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor ini sebesar Rp. 13.937.000 -, dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 13.937.000,-. Indikator kinerja pada subkegiatan ini
adalah Jumlah Paket

Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, dengan target
kinerja 100% dan capaian sebesar 100%

Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pagu Anggaran Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ini
sebesar Rp. 2.000.000 -, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
2.000.000,-. Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah
Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, dengan target
kinerja 100% dan capaian sebesar 100%

Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu Anggaran Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ini
sebesar Rp. 2.000.000 -, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
2.000.000,-. Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah
Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, dengan target kinerja
100% dan capaian sebesar 100%

Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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Pagu Anggaran Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan ini sebesar Rp. 3.999.900 -, dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 3.999.900,-. Indikator kinerja pada subkegiatan ini
adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang
Disediakan, dengan target kinerja 100% dan capaian sebesar 100%
Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Pagu Anggaran Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu ini sebesar
Rp. 3.000.000 -, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,-.
Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan target kinerja 100% dan capaian
sebesar 100%

Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu Anggaran Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD ini sebesar Rp. 73.935.000-, dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 71.615.762,-. Indikator kinerja pada
subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 100% dan
capaian sebesar 96,86%

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pagu anggaran murni kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp 10.000.00,
kemudian menjadi Rp. 70.000.000,- karena adanya refocussing
anggaran - dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.182.041,-
Indikator kinerja pada ini adalah Persentase Pengadaan BMD
Penunjang Urusan Daerah dengan target 100 % dan capaian sebesar
90,23%. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
didukung dengan 2 (dua) subkegiatan, yaitu :

Subkegiatan Pengadaan Mebel

Pagu Anggaran Subkegiatan Pengadaan Mebel ini sebesar Rp.
7.000.000 -, kemudian menjadi Rp. 12.000.000,- karena adanya
refocussing anggaran -dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
12.000.000,-. Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah
Paket Mebel yang Disediakan, dengan target kinerja 100% dan
capaian sebesar 100%

Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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Pagu Anggaran Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
ini sebesar Rp. 3.000.000 -, kemudian menjadi Rp. 58.026.000,-
karena adanya refocussing anggaran -dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 51.182.041,-. Indikator kinerja pada subkegiatan ini
adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan,
dengan target kinerja 100% dan capaian sebesar 88,18%

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Pagu anggaran murni kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sebesar Rp 199.073.732,- kemudian menjadi
Rp. 133.827.732,- karena adanya refocussing anggaran - dengan
realisasi keuangan sebesar Rp 129.863.576,- Indikator kinerja pada
ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan dengan target 100 % dan capaian
sebesar 98,86 %. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah didukung dengan 3 (tiga) subkegiatan, yaitu :

Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu Anggaran Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini
sebesar Rp. 1.200.000 -,kemudian menjadi Rp. 204.000,- karena
adanya refocussing anggaran -dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
204.000,-. Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah
Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja
100% dan capaian sebesar 100%

Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

Pagu Anggaran Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listriksebesar Rp. 13.993.732-, dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 10.401.276,-. Indikator kinerja pada
subkegiatan ini adalah Jumlah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan
target kinerja 100% dan capaian sebesar 74,32%

Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu Anggaran Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor ini sebesar Rp. 183.880.000 -, kemudian menjadi Rp
119.630.000,- karena adanya refocussing anggaran -dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 118.262.300,-. Indikator kinerja pada
subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat, dengan target kinerja 100% dan capaian sebesar 98,86%
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Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran murni kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini sebesar Rp 50.760.000,-
kemudian menjadi Rp. 65.760.000,- karena adanya refocussing
anggaran - dengan realisasi keuangan sebesar Rp 65.760.000,-
Indikator kinerja pada ini adalah Persentase Pemeliharaan BMD
Penunjang Urusan Perangkat darah dengan target 100 % dan
capaian sebesar 100 %. Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah didukung dengan 3 (tiga) subkegiatan, yaitu :
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pagu Anggaran Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan ini sebesar Rp. 34.380.000 -, kemudian menjadi Rp.
49.380.000,- karena adanya refocussing anggaran -dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 49.380.000,-. Indikator kinerja pada
subkegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya,
dengan target kinerja 100% dan capaian sebesar 100%

Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pagu Anggaran Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya ini sebesar Rp. 4.380.000 -, dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 4.380.000,-. Indikator kinerja pada subkegiatan ini
adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, dengan
target kinerja 100% dan capaian sebesar 100%

Subkegiatan  Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Pagu Anggaran Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya ini sebesar Rp. 12.000.000 -, dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 12.000.000,-. Indikator kinerja pada
subkegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target kinerja 100%

dan capaian sebesar 100%

. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Pagu murni anggaran Program penunjang urusan pemerintahan
daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 22.979.200,- dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 22.979.200,- . Indikator kinerja pada program
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Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah
Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana dengan target
100% Persen dan capaian sebesar 100%. Program ini didukung
dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

Kegiatan Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang

Terlaksana.

Pagu anggaran Kegiatan Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang
Terlaksana ini sebesar Rp. 7.979.200,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 7.979.200,-. Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan dengan target 100% dan capaian sebesar 100%. Kegiatan
ini didukung dengan 1 (satu) Subkegiatan yaitu:

Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Pagu Anggaran Subkegiatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan ini sebesar Rp. 7.979.200-, dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 7.979.200,-. Indikator kinerja pada
subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ,
dengan target kinerja 100% dan capaian sebesar 100%

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Pagu anggaran Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan ini adalah Rp.
15.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,-.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Presentase Koordinasi
Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan. Kegiatan ini di dukung dengan 1
(satu) subkegiatan yaitu:

Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. Pagu Anggaran Subkegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan ini sebesar Rp. 15.000.000-, dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 15.000.000,-. Indikator kinerja pada

subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan
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Lain yang Dilimpahkan, dengan target kinerja 100% dan capaian

sebesar 100%.

. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Pagu murni anggaran Program Pemberdyaan Masyarakat Desa Dan
Kelurahan ini sebesar Rp. 19.000.00,- kemudian menjadi Rp.
29.000.000 karena adanya refocussing anggaran dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 29.000.000,- . Indikator kinerja pada Program
ini adalah Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan target 100% dan
capaian sebesar 100%. Program ini didukung dengan 1 (satu)
kegiatan yaitu :

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
sebesar Rp. 7.000.0000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
7.000.000,- Indikator kinerja pada kegiatan adalah Persentase

Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat Desa yang Terlaksanadengan target 100% dengan capaian
sebesar 100%. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp.7.000.000 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.7.000.000,- (100%) dan realisasi fisik sebesar
100%.Target kinerja pada sub kegiatan Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Desa adalah laporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
kecamatan dengan target 7 (tujuh) jenis laporan dan realisasi kinerja
5 (Lima) jenis laporan atau capaian 100%.

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pagu murni anggaran sub kegiatan ini adalah Rp.12.000.000
kemudian menjadi Rp. 22.000.000 karena adanya refocussing
anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.000.000,-
Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat

kecamatan dengan target 100% dan capaian sebesar 100%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

15



"

Pagu murni anggaran program koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum sebesar Rp. 6.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.6.800.000,- Indikator kinerja pada program koordinasi
ketentraman dan ketertiban umum adalah Persentase Koordinasi dan
Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat di kecamatan dengan target 100% dan
capaian sebesar 100%. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan
yaitu :

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Pagu anggaran Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum sebesar Rp. 2.000.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp.2.000.000,-. Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah
ordinasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum adalah Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum di Kecamatan dengan target 100% dengan
capaian sebesar 100% Persen. Kegiatan didukung dengan 2 (dua) sub
kegiatan, yaitu :

Subkegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 2.000.000,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.2.000.000,- . Indikator Kinerja pada

subkegiatan ini

adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan realisasi sebesar 100% dan
capaian sebesar 100%.

Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 2.000.000,- dengan

realisasi keuangan sebesar Rp.2.000.000,- . Indikator Kinerja pada
subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan dan realisasi sebesar 100% dengan capaian
sebesar 100%.

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah
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Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Koordinasi Penerapan dan
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar
Rp. 2.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.800.000,-.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase Koordinasi
Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi
dengan target 100% dan dengan capaian sebesar 100%. Kegiatan
Koordinasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan,
yaitu :

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang

Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pagu Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.2.800.000 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.2.800.000,- Indikator kinerja pada
Subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dengan target 100% dan dengan capaian sebesar
100%.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Pagu murni anggaran program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum sebesar Rp. 113.306.000,- kemudian menjadi Rp.
103.306.000,- karena adanya refocussing anggaran dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 103.306.000,- . Indikator kinerja pada program
ini adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
dengan target 100% dan realisasi sebesar 83,52 Persen dengan
capaian sebesar 100%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan
yaitu :

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Pagu anggaran kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp. 113.306.000,-
kemudian menjadi Rp. 103.306.000,- karena adanya refocussing

anggaran yaitu

anggaran belanja Safari Ramadhan yang tidak dilaksanakan pada
tahun ini dikarena masih dalam situasi pandemic Covid 19, dan
realisasi keuangan sebesar Rp. 103.306.000,-. Indikator kinerja pada

kegiatan ini adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
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Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi dengan
target 100% dan dengan capaian sebesar 100%. Kegiatan ini
didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Tka serta Pemertahanan

dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 61.900.000,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 61.900.000,-. Indikator kinerja pada
subkegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan target realisasi 100% dengan
capaian sebesar 100%.

Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan
merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi
Vertikal

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 41.406.000,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 41.406.000,- . Indikator kinerja pada
sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Semua Urusan
Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak
Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal,dengan target realiasai 100%

dengan capaian sebesar 100%.

. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu murni anggaran program sebesar Rp. 6.440.000,,- kemudian
menjadi Rp. 12.440.000,- karena adanya refocussing anggaran dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 12.440.000,-. Indikator kinerja pada
program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
dengan target realisasi 100% dan dengan capaian sebesar 100%.
Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu murni anggaran program sebesar Rp. 6.440.000,,- kemudian

menjadi Rp. 12.440.000,- karena adanya refocussing anggaran dengan
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realisasi keuangan sebesar Rp. 12.440.000,-. Indikator kinerja pada
program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah

Persentase

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksanadengan target
realisasi 100% dan n dengan capaian sebesar 100%

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa juga di dukung dengan 4 (empat)
Sub kegiatan yaitu :

Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, pagu
anggaran sebesar Rp. 1.480.000 dengan realisasi Keuangan sebesar
Rp. 1.480.000 . Indikator kinerja pada sub kegiatan Fasilitasi
Administrasi Tata Pemerintahan Desa ini adalah Jumlah Dokumen
yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
dengan target realisasi 100% (13 Laporan) dan realisasi kinerja 13
(tiga belas) laporan kegiatan dengan capaian 100%.

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pagu
murni anggaran program ini sebesar Rp. 2.000.000,,- kemudian
menjadi Rp. 8.000.000,- karena adanya refocusing anggaran dengan
realisasi Keuangan sebesar Rp. 8.000.000. Indikator kinerja pada sub
kegiatan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
adalah Jumlah Pelaksanaan Pemeillhan Kepala Desa yang
terfasilitasi, target 2 (dua) jenis kegiatan dan realisasi kinerja 2 (dua)
laporan kegiatan dengan capaian 100%.

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan
Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa, pagu
anggaran sebesar Rp. 1.480.000, dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 1.480.000 . Indikator kinerja pada sub kegiatan Fasilitasi
Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa adalah
Jumlah Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa
serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang terfasilitasi, target 1
(satu) jenis kegiatan dan realisasi kinerja 1 (satu) laporan kegiatan
dengan capaian 100%.

Adapun Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi Target Kinerja
Hasil/ Keluaran yang Direncanakan secara keseluruhan Kecamatan
Martapura Barat telah Merealiasasikan Program/ Kegiatan/
subkegiatan , dengan target maksimal 100%. Tahun 2022 dan Tidak

ada Program/ Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran
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yang Direncanakan. Tahun 2022 secara keseluruhan Kecamatan
Martapura Barat telah Merealiasasikan Beberapa Faktor- faktor
penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya , atau melebihinya Target
Kinerja Program Kegiatan Pada Tahun Program/ Kegiatan/
subkegiatan , dengan target maksimal 100% dan minimal 72% .Dan
Tidak ada Program/ Kegiatan yang tidak tercapainya , tidak
terpenuhinya , atau melebihinya Target Program Kegiatan . Dan
Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra

Kecamatan Martapura Barat yaitu:

- Pada Tahun ini Indikator sasaran renstra Meningkatnya
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Tidak Tercapali,
hanya memperoleh Nilai 41,59 dari Target 73 ini sangat
mempengaruhi capaian Renstra Kecamatan Martapura Barat
Tahun 2022.

Terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,
sehingga berakibat adanya rasa tidak puas yang diterima oleh
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan
Martapura Barat yang juga  menyebabkan sasaran indikator
program indeks kepuasan masyarakat tidak berjalan dengan baik
yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan
yang diberikan oleh Kecamatan . Jika melihat capaian kinerja
sampai dengan Tahun 2022 ini dan komitmen yang kuat dan
dukungan dari pimpinan dan seluruh unsur Kecamatan Martapura
Barat target capaian program Renstra Kecamatan MarapuraBarat

Tahun 2023 dan 2024 , optimis bisa tercapai

2.1.1.Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura Barat

Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Tahun 2023

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur
program/kegiatan dan adanya penambahan sub kegiatan pada
semua SKPD termasuk Kecamatan Martapura Barat, namun
demikian untuk Indikator dari kegiatan yang sekarang menjadi
indikator pada sub kegiatan masih tetap sama. Pada tahun

anggaran 2023, Kecamatan Martapura Barat melaksanakan 6
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(enam) Program 18 (delapan belas) Kegiatan 42 (empat puluh dua)

Sub kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri

dari:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari:

2.1.1. Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

terdiri dari:

2.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

2.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah terdiri dari:

2.3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

2.3.2. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

terdiri dari:

2.4.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri

dari:

2.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

2.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

2.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

2.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2.5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan
21



2.5.6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.5.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

2.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari:

2.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

2.7. Kegiatan  Penyediaan Jasa  Penunjang  Urusan
Pemerintahan Daerah terdiri dari:
2.7.1.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.7.2.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik
2.7.3.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
2.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
2.8.1.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.8.2.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

2.8.3.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
terdiri dari:

3.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terdiri dari:
3.1.1.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3.2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan terdiri dari:

3.2.1.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah

3.3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari:

3.3.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
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2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

terdiri dari:

4.1.

4.2.

4.3.

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri

dari:

4.1.1.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa

4.1.2.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Tingkat Kecamatanterdiri dari:

4.2.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga
Kemasyarakatan

4.2.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat.

Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari:

4.3.1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan
Keluarga

4.3.2. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap

Bencana Rumah Tangga

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri

dari:

5.1.

5.2.

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:

5.1.1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5.1.2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Kegiatan  Koordinasi Penerapan dan Penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri

dari:

5.2.2. Sub Kegiatan = Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
Bidang  Penegakan  Peraturan  Perundang-
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia
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4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri

dari:

6.1.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari:

6.1.2. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
6.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan
Pemerintahan yang bukan merupakan
Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
6.1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum

Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

terdiri dari:

7.1.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri

dari:

7.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa

7.1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

7.1.4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
Kepala Desa dan Perangkat Desa

7.1.5. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

7.1.6. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan,
dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan
dan Penegasan Batas Desa

7.1.7. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di

Wilayahnya

Total pagu dana untuk melaksanakan 6 (enam) Program 18

(Delapan belas) Kegiatan dan 51 (Lima puluh satu) Sub Kegiatan

tersebut pada Kecamatan Martapura Barat adalah sebesar Rp.
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2.842.426.272,- (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta
Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua
Rupiah ).

Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan
Martapura Barat Kabupaten Banjar ini disusun berdasarkan
analisis kondisi obyektif permasalahan yang timbul. Dari
permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program

dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk

mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus
dihadapi oleh perangkat Pemerintah Kecamatan Martapura Barat
Kabupaten Banjar pada tahun berjalan atau tahun-tahun yang
akan datang.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten
Banjar melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan
dengan masing-masing indikator, guna mendukung pencapaian
misi Bupati yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju,
Mandiri dan Agamis”. Dengan Total anggaran 6 Program, 15
Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan adalah sebesar Rp. 2. 816.862.989
(Dua milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus enam
puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupaih )
dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.196.729.945 (Dua milyar
serratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh
Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiaj) atau
sebesar 77,90%.

Sedangkan untuk Tahun 2023 Kecamatan Martapura Barat
Kabupaten Banjar melaksanakan 6 Program, 18 Kegiatan dan 42
Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.290.794.271,-
(Dua milyar dua ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus Sembilan
puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan
capaian realisasi sampai dengan Triwulan II (dua) adalah sebesar
Rp. 877.477.126,- ( Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat
ratus tujuh puluh tujuh ribu serratus dua puluh enam rupiah)
atau capaian sebesar 44,38%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura Barat
Tahun 2022 untuk masing-masing progran, kegiatan dan sub
kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Hasil

Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Martapura
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£ DRencana Kerja (RENJA) Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024

Barat Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2022 dan realisasi

sampai dengan tahun 2023 triwulan ke II (dua) sebagai berikut :
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Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat tahun 2022 dan Pencapaian Renstra

Kecamatan Martapura Barat sampai Triwulan II Tahun 2023 Kabupaten Banjar

RE‘;II'ISA TARGET DAN REALISASI TARGET PE%ﬁLﬁ:ﬁ ,113 fﬁ&é:;‘ASI
TARGET KINERJA PROGRAM DAN | PROGRAM DAN
KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU | KEGIATAN2023 RENSTRA PERANGKAT
A KINERJA (2022) (N-1) DAERAH S/D TAHUN
BIDANG CAPAIA HASIL BERJALAN
URUSAN / N PROGRA | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi Tingkat
PROGRAM / M DAN | Renja | Kinerja | Realisasi Renja Tahun | Capaian
KODE KEGIATAN/ | NDIKATOR | SATUAN | PROGR | ppiyaR | 2022 | 2022 (n- 2023 (n-1) | Realisasi
SUB (RENST AN (n-2) 2) Target
KEGIATAN KEGIATA Renstra
RA
2021- | NS/D (%)
2026) TAHUN
2021 (N-
3)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+8+9) | 11=(10/4)
UNSUR
KEWILAYAHA
N
1 KECAMATAN
PROGRAM Indeks
PENUNJANG | Kepatuhan
URUSAN Kinerja Skor/
1] 1 PEMERINTAH | Intern (IKKI) Indeks 73 NA 73 41,59 56,97 74 85,32 115
AN DAERAH Kecamatan
KABUPATEN/ | Martapura
KOTA Barat
2. Perencanaan, | Persentase
1 1|0 Penganggaran | Dokumen Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
1 , dan Evaluasi | Perencanaan
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Kinerja Pengganggar
Perangkat an dan
Daerah Evaluasi
SKPD
Penyusunan Jumlah
yu Dokumen
2. Dokumen Perencanaan | Dokum
1l 1 0 Perencanaan erencanaa oxume 13 NA 100 100
Perangkat n
1 Perangkat daerah van
Daerah yang
Tersusun
Jumlah
Dokumen
Koordinasi RKA- SKPD
2. dan dan Laporan Dokume
111 10 Penyusunan Hasil n 2 2 100 100
1 Dokumen Koordinasi
RKA-SKPD Penyusunan
Dokumen
RKA-SKPD
Jumlah
Dokumen
Koordi ) Perubahan
oordinasi RKA-SKPD
dan
2. Penyusunan dan Laporan Dokume
11110 yu Hasil 2 2 100 100
Dokumen ) ) n
1 Koordinasi
Perubahan Penvusunan
RKA- SKPD yu
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD
2. Koordinasi Jumlah Dokume
11110 dan Dokumen N 2 2 100 100
1 Penyusunan DPA-SKPD
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DPA-SKPD dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
DPA-SKPD
Jumlah
Dokumen
Perubahan
Koordinasi DPA-SKPD
2. dan dan Laporan Dokume
111 10 Penyusunan Hasil n 100 100
1 Perubahan Koordinasi
DPA-SKPD Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah
Laporan
Capaian
Koordinasi Klngrja dan
dan Ikhtl.sar .
Penyusunan R.eahs.a51
Kinerja SKPD
2. Laporan dan Laporan
11 1 |0 Capaian Hasil Laporan 100 100
1 Kinerja dan . .
; Koordinasi
Ikhtisar Penyusunan
Realisasi Laboran
Kinerja SKPD pot
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
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Kinerja SKPD

Jumlah
Evaluasi Laporan
2. Kinerja Evaluasi
11110 J vatu Laporan 2 2 1 1 100 1 1 100
1 Perangkat Kinerja
Daerah Perangkat
Daerah
- . | Persentase
2. ﬁ:umal::li::am Administrasi
11 1|0 g Keuangan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
Perangkat
2 Perangkat
Daerah
Daerah
Jumlah
Orang yang
2. Penyediaan Menerima Orang/
11110 o4 . g 14 14 19 19 100 16 13 81
o Gaji dan Gaji dan Bulan
Tunjangan Tunjangan
ASN ASN
Jumlah
Pelaksanaan Dokumen
Penatausahaa | Penatausaha
2. n dan an dan Dokume
11110 .. . 4 4 4 4 100 2 2 100
Pengujian/Ver | Pengujian/Ve n
2 . . . .
ifikasi rifikasi
Keuangan Keuangan
SKPD SKPD
Koordinasi Jumlah
dan Laporan
2. Penyusunan Keuangan
11110 Laporan Akhir Tahun DOkrlllme 1 1 1 1 100 0 0 0
2 Keuangan SKPD dan
Akhir Tahun Laporan
SKPD Hasil
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Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
Persentase
Jumlah Sub
Administrasi | Kegiatan
2. Barang Milik | Administrasi
1110 Daerah pada Barang Milik | Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Perangkat daerah pada
Daerah Perangkat
Daerah Yang
Tersusun
Jumlah
Laporan
Rekonsiliasi Rekonsiliasi
2. dan dan
111 ]0 Penyusunan Penyusunan | Laporan 1 NA 1 1 100 0 0 0
3 Laporan Laporan
Barang Milik Barang Milik
Daerah pada Daerah pada
SKPD SKPD
Jumlah
9 Penatausahaa | Laporan
11110 n Barang Milik | Penatausaha Laporan 1 NA 1 1 100 0 0 0
3 Daerah pada an Barang
SKPD Milik Daerah
pada SKPD
2. Administrasi | Persentase
1 1|0 Kepegawaian | Administrasi | Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
5 Perangkat Kepegawaian
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Daerah yang
terpenuhi
Jumlah
Monitoring, Dokumen
2. Evaluasi, dan | Monitoring, Dokume
1 |0 Penilaian Evaluasi, dan n 1 NA 1 1 100 0 0 0
S Kinerja Penilaian
Pegawai Kinerja
Pegawai
Jumlah
Bimbingan Orang yang
. Mengikuti
Teknis e
2. Implementasi Bimbingan
1|0 plementast | reienis 1 NA 0 0 0 0 0 0
Peraturan .
S Implementasi
Perundang-
Undangan Peraturan
Perundang- Orang /
Undangan Kegiatan
Administrasi Persc.en.t ase |
2. Umum Administrasi
1|0 Umum Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
Perangkat
6 Perangkat
Daerah
Daerah
Jumlah
Penyediaan Paket
Komponen Komponen
2. Instalasi Instalasi
110 Listrik/Penera | Listrik/Pener Paket 5 NA 5 5 100 2 2 100
6 ngan angan
Bangunan Bangunan
Kantor Kantor yang
Disediakan
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Jumlah
Penyediaan Palket
2. Peralatan dan Peralatan
11110 dan Paket S NA 23 23 100 2 2 100
Perlengkapan
6 Perlengkapan
Kantor
Kantor yang
Disediakan
Jumlah
Penyediaan Paket
2. Peralatan Peralatan
11110 Paket S NA 7 7 100 2 2 100
6 Rumah Rumah
Tangga Tangga yang
Disediakan
Jumlah
2. Penyediaan Paket Bahan
11110 Bahan Logistik | Logistik Paket 5 NA 1 1 100 2 2 100
6 Kantor Kantor yang
Disediakan
Jumlah
Penyediaan Paket Barang
2. Baran Cetakan dan
11110 & Paket 5 NA 3 3 100 2 2 100
6 Cetakan dan Penggandaan
Penggandaan |yang
Disediakan
Jumlah
2. Fasilitasi Laporan
11110 Kunjungan Fasilitasi Laporan 50 NA 50 50 100 25 25 100
6 Tamu Kunjungan
Tamu
o Penyelenggara |Jumlah
1| 1 | o |o anRapat Laporan Laporan | 12 NA 12 12 100 6 6 100
6 Koordinasi Penyelenggar
dan aan Rapat
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Konsultasi Koordinasi
SKPD dan
Konsultasi
SKPD
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaayo Persentase
Barang Milik
Pengadaan
2. Daerah BDM
110 Penunjang . Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
Penunjang
7 Urusan
. Urusan
Pemerintah
Daerah
Daerah
o Jumlah
1| 1 | o | 5| Pensadaan Paket Mebel Unit 1 NA 1 1 100 0 0 0
7 Mebel yang
Disediakan
Jumlah Unit
2. Pengadaan Peralatan
111 ]0 Peralatan dan | dan Mesin Unit 2 NA 2 2 100 3 3 100
7 Mesin Lainnya | Lainnya yang
Disediakan
Penyediaan Persentase
2 Jasa Jasa
1 1 |o| |Penumjang | Penunjang | o ... | 100 NA 100 100 100 100 100 100
8 Urusan Urusan
Pemerintahan | Pemerintah
Daerah Daerah
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Jumlah
2. Penyediaan Laporan
11110 Jasa Surat Penyediaan Laporan 12 NA 0 0 0 0 0 0
8 Menyurat Jasa Surat
Menyurat
Jumlah
Laporan
Penyediaan Penyediaan
2. Jasa Jasa
11 1 (0 Komunikasi, Komunikasi, Laporan 12 NA 12 12 100 6 6 100
8 Sumber Daya | Sumber Daya
Air dan Listrik | Air dan
Listrik yang
Disediakan
Jumlah
Penyediaan
2. Penyediaan Jasa
111 ]0 Jasa Peralatan | Peralatan Laporan 1 NA 0 0 0 0 0 0
8 dan dan
Perlengkapan | Perlengkapan
kantor kantor
Jumlah
Laporan
9 Penyediaan
1110 . Jasa Laporan | 12 NA 10 10 100 4 4 100
3 Penyediaan Pelayanan
Jasa Umum
Pelayanan Kantor yang
Umum Kantor | Disediakan
Pemeliharaan | Persentase
2. Barang Milik | Pemeliharaa
1 1|0 Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
o Daeral'f n BMD.
Penunjang Penunjang
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Urusan Urusan
Pemerintahan | Perangkat
Daerah daerah
. Jumlah
Penyediaan
Kendaraan
Jasa .
) Dinas
Pemeliharaan, .
. Operasional
Biaya
. atau
2. Pemeliharaan, Lapanean
1| 1 | 0 | 2| Pajak, dan pang Unit 8 NA 8 8 100 4 4 100
.. yang
9 Perizinan .o
Dipelihara
Kendaraan
. dan
Dinas .
. dibayarkan
Operasional i
Pajak dan
atau Lapangan -
Perizinannya
Jumlah
2. Pemeliharaan | Peralatan
111 ]0 Peralatan dan | dan Mesin Unit 10 NA 4 4 100 0 0 0
9 Mesin Lainnya | Lainnya yang
Dipelihara
Pemeliharaan/ Jumlah
er Gedung
Rehabilitasi
2. Gedun Kantor dan
11110 & Bangunan Unit NA NA 3 3 100 0 0 0
Kantor dan .
9 Baneunan Lainnya yang
Lainiu a Dipelihara/D
y irehabilitasi
PROGRAM Persentase
PENYELENGG | Fasilitasi
0] ARAAN Kewenangan
1 02 PEMERINTAH | Pemerlu Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
AN DAN Pelayanan
PELAYANAN Kesejahteraa
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PUBLIK n Sosial dan
Kebencanaa
n
Kecamatan
Yang
Terlaksana
Koordinasi Perseqtase
Koordinasi
Penyelenggar 1
2. aan Penyelengga
% 02| 0| |Kegiatan raan Persen | 100 NA 100 100 100 100 100 100
1 h Kegiatan
1 Pemerintahan -
p— Pemerintaha
di Tingkat g
n di Tingkat
Kecamatan
Kecamatan
Jumlah
Koordinasi/ Dokumen
Sinergi Koordinasi/
Perencanaan Sinergi
dan Perencanaan
Pelaksanaan dan
0 Kegiatan Pelaksanaan Dokume
1 02| 2 pemerintahaa | Kegiatan n 13 NA 0 0 0 0 0 0
n dengan pemerintaha
Perangkat an dengan
Daerah dan Perangkat
Instansi Daerah dan
Vertikat Instansi
Terkait Vertikat
Terkait
9 Peningkatan Jumlah
1| 2 | o |of Efektifitas Laporan Laporan | 13 NA 10 10 100 0 0 0
5 Pelaksanaan Peningkatan
Pelayanan Efektifitas
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kepada Pelaksanaan
Masyarakat di | Pelayanan
Wilayah kepada
Kecamatan Masyarakat
di Wilayah
Kecamatan
Pelaksanaan Jumlah
Urusan Laporan
0 02 | 2 Pemerintahan | Pelaksanaan Laporan 13 NA 5 5 100 5 5 100
1 yang Kewenangan
Dilimpahkan Lain yang
kepada Camat | Dilimpahkan
Penvelenggar Persentase
y S Penyelengga
aan Urusan
- raan Urusan
Pemerintahan .
. Pemerintaha
yang Tidak 2
A n yang tidak
0 2. Dilaksanakan Dilaksanaka
02| 0 oleh Unit : Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
1 : n oleh Unit
2 Kerja A
Kerja
Perangkat
Perangkat
Daerah yang
. Daerah yang
Ada di ;
ada di
Kecamatan
Kecamatan
Jumlah
Perencanaan Dokumen
9 Kegiatan Perencanaan
0 02 | 0 Pelayanan Kegiatan Dokume 10 NA 10 10 100 0 0 0
1 o kepada Pelayanan n
Masyarakat di | kepada
Kecamatan Masyarakat

di Kecamatan
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Jumlah
Fasilitasi Laporan
Percepatan Fasilitasi
Pencapaian Percepatan
0 2. 0| Standar Pencapaian
02| 0 Laporan 2 NA 2 2 100 0 0 0
1 5 2| Pelayanan Standar
Minimal di Pelayanan
Wilayah Minimal di
Kecamatan Wilayah
Kecamatan
Jumlah
Peningkatan Laporan
Efektifitas Peningkatan
Pelaksanaan Efektifitas
0 2. O| Pelayanan Pelaksanaan
02| 0 Laporan 10 NA 10 10 100 0 0 0
1 5 3| kepada Pelayanan
Masyarakat di | kepada
Wilayah Masyarakat
Kecamatan di Wilayah
Kecamatan
Koordinasi Perselftase
. Koordinasi
Pemeliharaan .
0 2. Prasarana dan Pemeliharaa
02 O n Prasarana Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
1 Sarana
3 dan Sarana
Pelayanan
Pelayanan
Umum
Umum
Koordinasi/Si | Jumlah
o nergi dengan Dokumen
0 02| 0 O| Perangkat Koor(fhna&/ S | Dokume 1 NA NA NA 0 0 0 0
1 3 1| Daerah inergi dengan n
dan/atau Perangkat
Instansi Daerah
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Vertikal yang | dan/atau
Terkait dalam | Instansi
Pemeliharaan | Vertikal yang
Sarana dan Terkait
Prasarana dalam
Pelayanan Pemeliharaan
Umum Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Umum
Persentase
Pelaksanaan Pelaksanaan
Urusan Urusan
0] % Pemerintahan | Pemerintaha
02| 0 Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
1 4 yang n yang
Dilimpahkan | Dilimpahkan
kepada Camat | kepada
Camat
Pelaksanaan Jumlah
Urusan
) Dokumen
Pemerintahan
0 2, ang Terkait Non Dokume
02 |0 |3 Perizinan 1 NA NA NA 0 NA NA 0
1 dengan n
4 Usaha yang
Pelayanan .
7. Dilaksanaka
Perizinan Non n
Usaha
Pelaksanaan Jumlah
Laporan
Urusan
0 2, Pemerintahan Pelaksanaan
021 0 ) Nonperizinan | Laporan 1 NA NA NA 0 NA NA 0
1 yang terkait
4 pada Urusan
dengan .
.. Pemerintaha
Nonperizinan 0
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Pelaksanaan
Urusan Jumlah
Pemerintahan | Laporan
0 2, ang Terkait Pelaksanaan
02| 0 | o Y308 Laporan 5 NA NA NA 0 0 0 0
1 4 dengan Kewenangan
Kewenangan Lain yang
Lain yang Dilimpahkan
Dilimpahkan
Persentase
Koordinasi
PROGRAM dan
PEMBERDAY | Fasilitasi
AAN Kegiatan
1 3 MASYARAKA | Pemberdaya Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
T DESA DAN |an
KELURAHAN | Masyarakat
di
Kecamatan
Persentase
. . Koordinasi
Koordinasi
2. Kegiatan Pemberdaya
113 |0 g an Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
Pemberdayaa
1 Masyarakat
n Desa
Desa yang
Terlaksana
Peningkatan Jumlah
Partisipasi Lembaga
2| | Mesyoraar | Kemamyarsi | Lemaga
11310 yansg. Kemasya 13 NA 13 13 100 6 7 117
Musyawarah Berpartisipas
1 . rakatan
Perencanaan i dalam
Pembangunan | Forum
di Desa Musyawarah
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Perencanaan
Pembanguna
n di Desa
Sinkronisasi Jumlah
Program Kerja | Dokumen
dan Kegiatan | Sinkronisasi
Pemberdayaan | Program
Masyarakat Kerja dan
yang Kegiatan
Dilakukan Pemberdayaa
0 2. oleh n Masyarakat
03| 0 . Laporan 13 NA NA NA 0 NA NA 0
1 1 Pemerintah yang
dan Swasta di | Dilakukan
Wilayah Kerja | oleh
Kecamatan Pemerintah
dan Swasta
di Wilayah
Kerja
Kecamatan
Peningkatan Jumlah
Efektifitas Laporan
Kegiatan Peningkatan
0 2. Pemberdayaan | Efektivitas
1 03 |0 Masyarakat di | Kegiatan Laporan 1 1 3 3 100 0 0 0
1 Wilayah Pemberdayaa
Kecamatan n Masyarakat
di Wilayah
Kecamatan
Pemberdayaa | Persentase
0 2. n Lembaga Pemberdaya
03| 0 Kemasyaraka | an Lembaga Persen 100 NA 100 100 100 100 0 0
1 .
3 tan Tingkat Kemasyarak
Kecamatan atan Tingkat
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Kecamatan
Penyelenggara | Jumlah
an Lembaga Laporan
0 2. Kemasyarakat | Lembaga
1 03| 0 an Kemasyaraka NA NA NA NA 0 0 0 0
3 tan yang Lembaga
Diselenggara | Kemasya
kan rakatan
Fasilitasi Jumlah
Pengembanga | laporan
0 2. n Usaha Fasilitasi
1 03| 0 Ekonomi Pengembang | Laporan NA NA NA NA 0 0 0 0
3 Masyarakat an Usahan
Ekonomi
Masyarakat
Pemberdayaa | Persentase
n dan Pemberdaya
Kesejahteraa | an dan
0 2. n Keluarga Kesejahteraa
1 03| 0 Tingkat n Keluarga Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
6 Kecamatan Tingkat
dan Kecamatan
Kelurahan dan
Kelurahan
Peningkatan Jumlah
Ketahanan Keluarga
9 Pangan yang
Ol o3 | o | 9| Keluarga Mengikuti | o1 area 1 NA NA NA 0 0 0 0
1 6 Peningkatan
Ketahanan
Pangan
Keluarga
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-
Jumlah
Keluarga
yang
o Mengikuti
719 03 | o | I Pelatihan Pelatihan Keluarga 1 NA NA NA 0 0 0 0
1 6 1| Keluarga Keluarga
Tanggap Tanggap
Bencana Bencana
Rumah Rumah
Tangga Tangga
Persentase
Koordinasi
dan
Fasilitasi
PROGRAM f::lfelengga
0 Eg?gﬁ;gﬁsml ketentraman
7 1 04 AN DAN dan . Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
KETERTIBAN | cetertiban
UMUM umum serta
perlindunga
n
masyarakat
di
kecamatan
Koordinasi Persentase
Upaya Penyelengga
” Penyelenggar | raan
71% 04| 0 | |2a0 Ketenterama | . cen | 100 NA 100 100 100 100 100 100
1 1 Ketenterama |n dan
n dan Ketertiban
Ketertiban Umum di
Umum Kecamatan
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Jumlah
Sinergitas II:IapQran
asil
dengan . .
K lisi Sinergitas
epolisian
dengan
Negara Kepolisian
Republik
. Negara
0 7. 0 Indonesia, R blik
04 | 0 | ;| Tentara CPUDIY Laporan 2 2 2 2 100 0 0 0
1 1 . Indonesia,
1 Nasional
. Tentara
Indonesia dan .
. Nasional
Instansi Indonesia
Vertikal di .
Wilavah dan Instansi
Koo Vertikal di
Wilayah
Kecamatan
Jumlah
Laporan
Pelaksanaan
0 7. 0 Harmonisasi Harmonisasi
1 04| 0 9 Hubungan Hubungan Laporan 1 1 1 1 100 0 0 0
1 dengan Tokoh | dengan
Agama dan Tokoh Agama
Tokoh dan Tokoh
Masyarakat Masyarakat
Koordinasi Persentase
Penerapan Koordinasi
dan Penerapan
o 7. Penegakan dan
04 0 Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
1 2 Peraturan Penegakkan
Daerah dan Peraturan
Peraturan Daerah Yang
Kepala Terfasilitasi
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Daerah
Jumlah
Laporan
Koordinasi/Si | Koordinasi/S
nergi dengan inergi dengan
Perangkat Perangkat
Daerah yang Daerah yang
Tugas dan Tugas dan
Fungsinya di Fungsinya di
0 7 Bidang Bidang
04| O Laporan 3 NA 3 3 100 0 0 0
1 Penegakan Penegakan
2
Peraturan Peraturan
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
dan/atau dan/atau
Kepolisian Kepolisian
Negara Negara
Republik Republik
Indonesia Indonesia
Prenstase
Koordinasi Koordinasi
Penerapan Penerapan
dan dan
0 & Penegakan Penegakan
04| 0 Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
1 Qanun dan Qanun dan
4
Peraturan Peraturan
Kepala Kepala
Daerah Daerah yang
terfasilitasi
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Jumlah
Laporan
Hasil
Koordinasi/Si | Koordinasi/S
nergi dengan inergi dengan
Perangkat Perangkat
Daerah yang Daerah yang
Tugas dan Tugas dan
0 7. Fungsinya di Fungsinya di
1 04| 0 Bidang Bidang Laporan 3 NA 0 0 0 0 0 0
4 Penegakan Penegakan
Peraturan Peraturan
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
dan/atau dan/atau
Kepolisian Kepolisian
Negara Negara
Republik Republik
Indonesia Indonesia
PROGRAM Persentase
PENYELENGG
0 ARAAN Penyelengga
05 raan Urusan Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
1 ULk ) Pemerintaha
PEMERINTAH n Umum
AN UMUM
Persentase
Penyelenggar | Penyelengga
2. aan Urusan raan Urusan
Ol 05| o | |Pemerintahan | Pemerintaha | . .., | ;g9 NA 100 100 100 100 100 100
1 1 Umum Sesuai | n Umum
Penugasan sesuai
Kepala Penugasan
Daerah Kepala
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Daerah yang

Terfasilitasi

Jumlah
Pembinaan Orang yang
Wawasan Mengikuti
Kebangsaan Pembinaan
dan Wawasan
Ketahanan Kebangsaan
Nasional dan
dalam rangka | Ketahanan
Memantapkan | Nasional
Pengamalan dalam rangka
Pancasila, Memantapka
Pelaksanaan n
Undang- Pengamalan
Undang Dasar | Pancasila,

0 05 % Negara Pelaksanaan o 45 45 50 50 100 0
1 1 Republik Undang- rang

Indonesia Undang
Tahun 1945, Dasar Negara
Pelestarian Republik
Bhinneka Indonesia
Tunggal Tka Tahun 1945,
serta Pelestarian
Pemertahanan | Bhinneka
dan Tunggal Tka
Pemeliharaan | serta
Keutuhan Pemertahana
Negara n dan
Kesatuan Pemeliharaan
Republik Keutuhan
Indonesia Negara
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Kesatuan
Republik
Indonesia
Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan Semua
Semua Urusan | Urusan
Pemerintahan | Pemerintaha
yang Bukan n yang
2, Merupakan Bukan Dokume
05 Kewenangan Merupakan n 1 NA NA NA 0 0 0 0
Daerah dan Kewenangan
Tidak Daerah dan
Dilaksanakan | Tidak
oleh Instansi Dilaksanaka
Vertikal n oleh
Instansi
Vertikal
Pelaksanaan Jumlah
Dokumen
2, Tugas Forum Tugas Forum | Dokume
05 Koordinasi 828 . 1 NA NA NA 1 0 0 0
. . Koordinasi n
Pimpinan di o .
Kecamatan Pimpinan di
Kecamatan
PROGRAM Persentase
PEMBINAAN fasilitasi
0 DAN pembinaan
1 06 PENGAWASA |dan Persen 100 NA 100 100 100 100 100 100
N pengawasan
PEMERINTAH | pemerintaha
AN DESA n desa
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Persentase
Fasilitasi, Keg.la.\tan.
. | Fasilitasi,
Rekomendasi
Rekomendas
dan .
. . i dan
0 2. Koordinasi Koordinasi
06 O Pembinaan . Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
1 Pembinaan
1 dan
dan
Pengawasan p
. engawasan
Pemerintahan .
Pemerintaha
Desa
n Desa yang
Terlaksana
Jumlah
Dokumen
Fasilitasi yang
9 Pengelolaan Difasilitasi
0 06 | 0 Keuangan dalam rangka | Dokume 1 1 1 1 100 0 0 0
1 1 Desa dan Pengelolaan n
Pendayagunaa | Keuangan
n Aset Desa Desa dan
Pendayaguna
an Aset Desa
Jumlah
Fasilitasi Dokqmep
Fasilitasi
Pelaksanaan
0 2. Tugas Kepala dalam rangka Dokume
06| 0 g Pelaksanaan 1 1 1 1 100 0 0 0
1 Desa dan n
1 Tugas Kepala
Perangkat
Desa Desa dan
Perangkat
Desa
0 2. Fasilitasi Jumlah Dokume
1 06 0 Pelaksanaan Dokumen n 1 1 1 1 100 0 0 0
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- LKJIP Kecamatan Martapura Barat Tahun 2022

- Laporan Evaluasi Renja Triwulan II Kab. Banjar 2023

1 Pemilihan Fasilitasi
Kepala Desa dalam rangka
Pelaksanaan
Pemilihan
Kepala Desa
Jumlah
Dokumen
Fasilitasi
o dalam rangka
0 06 | 0 Fasilitasi Pelaksanaan | Dokume 100 0
1 1 Pelaksanaan Tugas dan n
Tugas dan Fungsi
Fungsi Badan | Badan
Permusyawara | Permusyawar
tan Desa atan Desa
Jumlah
Dokumen
Fasilitasi
dalam rangka
Fasilitasi Penataan,
9 Penataan, Pemanfaatan,
0 06 | 0 Pemanfaatan, |dan Dokume 100 0
1 1 dan Pendayaguna n
Pendayagunaa | an Ruang
n Ruang Desa | Desa serta
serta Penetapan
Penetapan dan | dan
Penegasan Penegasan
Batas Desa Batas Desa
Sumber:

o1




Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024
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2.2

Jika melihat realisasi capaian kinerja 6 (enam) Program, L15
(lima belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan pada
Kecamatan Martapura Barat sebagaimana terlihat pada Tabel
2.1 di atas, dimana capaian Tahun 2022 sebesar 77,98 % untuk
semua program/kegiatan/subkegiatan subkegiatan, sedangkan
capaian realisasi sampai dengan triwulan II masih di bawah
60% untuk semua program/kegiatan/sub kegiatan karena
perkiraan bahwa target capaian akhir untuk program, kegiatan
dan sub kegiatan tercapai di Triwulan IV/akhir.

2.1.2.Capaian Renstra Kecamatan Martapura Barat Tahun Lalu
(Tahun 2022)

Tahun 2022 merupakan awal dari pelaksanaan rencana
kerja tahunan di periode Renstra Kecamaan Martapura Barat
2021-2026. Berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja 2022
yang telah dilaporkan pada Laporan Kinerja Kecamatan
Martapura Barat Tahun 2022 maupun Laporan
Petanggungjawaban Kerja Tahun 2022, terlihat bahwa capaian
target program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2022 jika di
banding dengan target kinerja pada akhir periode Renstra 2021-
2026 sampai dengan tahun berjalan sebagaimana dapat dilihat
pada tabel 2.1 di atas capaiannya cukup bagus sehingga
dengan melihat kondisi ini maka optimis target akhir Renstra

bisa tercapai.

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Martapura Barat

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar
Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya

ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk
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pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten
Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di
dalamnya Kecamatan Martapura Barat Sehingga dalam hal ini
Kecamatan sebagai perangkat daerah tidak memiliki indikator SPM,
IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya
dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan
indikator sasaran Renstra Kecamatan Martapura Barat, sebagai
ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada
urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Martapura Barat
Tahun 2021-2026 Indikator Kinerja utama dan target sasarannya pada
Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar adalah sebagaimana

yang terdapat pada table 2.2. di bawah ini :
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Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Martapura Barat Kalimantan Selatan Kecamatan Martapura Barat

Kabupaten Banjar

tndi SPM/ Target Renstra Kecamatan Iga[:::iaas: Proyeksi
ndikator Standar
No | Tujuan/Sasara . IKK Catatan Analisis
n Nasiona
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
(2) G 1 #&) | (3 (6) (7) (8) 9) (10) | (11) | (12) (13)
Urusan :
Pemerintahan
A | Fungsi Penunjang
Administrasi
Pemerintahan
Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan
Indeks Kepuasan informa_si tentang tir_lgkat _kepuasan masyarakat|
1 | Masyarakat (IKM) NA | 85 86 87 NA | 85 | 8 | g7 |Yan8 diberoleh darl hasi pengukuran secara
Kabupaten uantitatif dan kualitatif atas pendapaF
masayarakat dalam memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara.
Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja
terhadap tingkat kreativitas dan inovasi
NiIE perangkat kecamatan dalam
1.1 Kecamatan /0 /3 77 81 82,85 /73 77 81 mengoordinasikan dan melaksanakan program
pemerintahan dan pembangunan,
kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.

Sumber data :
- Matriks Renstra Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

55




2.3

Berdasrkan Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja
untuk indikator kinerja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2022 yang
terdiri dari indikator sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2, bisa
memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Realisasi Tahun 2022 bisa
melampaui target yang ditetapkan dimana realisasi kinerja indikator
Nilai Evaluasi Kecamatan Pada Pemerintah Kecamatan Martapura Barat

dengan Sasaran target 2024 sebesar 77

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan
yang diselenggarakan, Kecamatan Martapura Barat memiliki lingkup
pelayanan yang luas. Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau hal
yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah
dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka
panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan
perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Martapura Barat dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih
baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan
administratif.

- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal
kepada masyarakat.

- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.

- Belum maksimalnya sarana dan prasarana berupa bangunan dan
ketersedian peralatan Komputer.

- Belum maksimalnya sarana dan prasarana berupa bangunan dan
ketersediaan signal internet yang memadai.

- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas Pemerintah
Kecamatan Martapura Barat
Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan
Martapura Barat adalah :

- Adanya perubahan RENJA SKPD yang sudah sesuai dengan
program di Kabupaten.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Martapura
Barat akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh
kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD
Kecamatan Martapura Barat itu sendiri. Namun demikian masih

terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan :
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2.4

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Martapura Barat
sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan
kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas
maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal
seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.

- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun
kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas
aparatur.

- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang
disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.

- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak

swasta/stakeholders yang masih rendah.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan
program dan kegiatan prioritas tahun 2024 adalah :

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta
sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan
public, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan
akuntabilitas pemerintahan kecamatan

- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat mnasional
berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah

- Pembinaan terhadap pegawai yang berorientasi pada pelayanan

Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kecamatan Martapura Barat

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun
2024 dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal
RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 dengan rumusan hasil identifikasi
kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target
Renstra Kecamatan Martapura Barat dan tingkat kinerja yang dicapai
oleh Kecamatan Martapura Barat, dengan memperhatikan prioritas
pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan
keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi
kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara
program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja
program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran
program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan
untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Analisa terkait
perbandingan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun

2024 dengan hasil analisis Kebutuhan Kecamatan Martapura Barat
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Q%’“J Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024

dengan memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut di atas, serta
catatan jika terdapat perbedaan baik itu perbedaan terkait rumusan
program/kegiatan dan sub kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target
capaian maupun perbedaan pagu indkatif, selengkapnya dapat dilihat
pada Tabel 2.3 di bawah ini
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Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Banjar
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR TARGET ll){ :ﬁ:fgfég PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR TARGET lgi\El\IB zTgfég CA’II:IATA
KEGIATAN KINERJA CAPAIAN INDIKATIF KEGIATAN KINERJA CAPAIAN INDIKATIF PENTING
PROGRAM llzgl(\)ﬂcj}ll\?‘?glN G Indeks
PENUNJANG Indeks URUSAN Kepatuhan dan
URUSAN Martapura Kepatuhan dan R PEMERINTA Martapura | Kinerja Intern Rp
1 PEMERINTAH | Barat Kab Kinerja Intern 76 2531 65 4000 | HAN Barat Kab | (IKKI) 76 2.527.905.00
AN DAERAH Banjar (IKKI) Kecamatan ’ ' ' Banjar Kecamatan 0
DAERAH
KABUPATEN/ Martapura Barat Martapura
KOTA KABUPATEN Barat
/KOTA
Perencanaan, Persentase FEROEIADIZEL, Persentase
Penganggara
Penganggaran, Dokumen Dokumen
. Martapura n, dan Martapura
dan Evaluasi Perencanaan 100 Rp . Perencanaan 100 Rp
1.1 . Barat Kab Evaluasi Barat Kab
Kinerja . Pengganggaran Persen 18.485.000 .. . Pengganggaran Persen 23.500.000
Banjar . Kinerja Banjar .
Perangkat dan Evaluasi Peranckat dan Evaluasi
Daerah SKPD & SKPD
Daerah
Penyusunan Martapura Jumlah Penyusunan Jumlah
Dokumen Barat Kab Dokumen Dokumen Martapura | Dokumen
Perencanaan Banjar Perencanaan > Rp Perencanaan | Barat Kab | Perencanaan > Rp
J Dokumen 2.000.000 . Dokumen | 3.000.000
Perangkat Perangkat Perangkat Banjar Perangkat
Daerah Daerah Daerah Daerah
Jumlah Jumlah
. . Dokumen RKA- . . Dokumen RKA-
Koordinasi Koordinasi
SKPD dan SKPD dan
dan Martapura . dan Martapura .
Penyusunan Barat Kab Laporan Hasil 2 Rp Penyusunan | Barat Kab Laporan Hasil 2 Rp
. Koordinasi Dokumen 2.000.000 . Koordinasi Dokumen | 3.000.000
Dokumen Banjar Penvusunan Dokumen Banjar Penvusunan
RKA-SKPD yu RKA-SKPD yu

Dokumen RKA-
SKPD

Dokumen RKA-

SKPD
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Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
Koordinasi Perubahan RKA- Koordinasi Perubahan
dan SKPD dan dan RKA-SKPD dan
Martapura . Martapura .
Penyusunan Barat Kab Laporan Hasil 2 Rp Penyusunan Barat Kab Laporan Hasil 2 Rp
Dokumen . Koordinasi Dokumen 2.000.000 Dokumen . Koordinasi Dokumen | 3.000.000
Banjar Banjar
Perubahan Penyusunan Perubahan Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD Dokumen
Perubahan RKA- Perubahan
SKPD RKA-SKPD
Jumlah Jumlah
Dokumen DPA- Dokumen DPA-
Koordinasi SKPD dan Koordinasi SKPD dan
Martapura . Martapura .
dan Barat Kab Laporan Hasil 2 Rp dan Barat Kab Laporan Hasil 2 Rp
Penyusunan Baniar Koordinasi Dokumen 2.005.000 Penyusunan Baniar Koordinasi Dokumen | 2.000.000
DPA-SKPD J Penyusunan DPA-SKPD J Penyusunan
Dokumen DPA- Dokumen DPA-
SKPD SKPD
Jumlah Jumlah
Dokumen
Dokumen
Perubahan
. . Perubahan . .
Koordinasi Koordinasi DPA-SKPD dan
DPA-SKPD dan
dan Martapura dan Martapura | Laporan
Penyusunan Barat Kab Laporan 2 Rp Penyusunan | Barat Kab | Hasil 2 Rp
yu . Hasil Koordinasi | Dokumen 2.030.000 yH : o Dokumen | 3.000.000
Perubahan Banjar Penvusunan Perubahan Banjar Koordinasi
DPA- SKPD yusu DPA- SKPD Penyusunan
Dokumen Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD Perubahan
DPA-SKPD
Koordinasi Jumlah Laporan Koordinasi Jumlah
dan Capaian Kinerja dan Laporan
Penyusunan Martapura dan Ikhtisar R Penyusunan | Martapura | Capaian Kinerja R
Laporan Barat Kab Realisasi Kinerja | 3 Laporan P Laporan Barat Kab | dan Ikhtisar 3 Laporan P
. . 3.000.000 . . . 3.000.000
Capaian Banjar SKPD dan Capaian Banjar Realisasi
Kinerja dan Laporan Hasil Kinerja dan Kinerja SKPD
Ikhtisar Koordinasi Ikhtisar dan Laporan
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Realisasi
Kinerja SKPD

Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Realisasi
Kinerja SKPD

Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan

Capaian Kinerja

dan Ikhtisar

Realisasi
Kinerja SKPD
Evaluasi Martapura | Jumlah Laporan Evaluasi Jumlah
Kinerja Barat Kab Evaluasi Kinerja Kinerja Martapura Laporan
Perangkat Banjar Perangkat 17 Rp Perangkat Barat pKab Evaluasi 17 Rp
Daerah Daerah Laporan 5.450.000 Daerah . Kinerja Laporan | 6.500.000
Banjar
Perangkat
Daerah
. . Persentase . . Persentase
Administrasi .. . Administrasi .. .
Martapura Administrasi Martapura | Administrasi Rp
Keuangan 100 Rp Keuangan 100
1. Barat Kab Keuangan Barat Kab | Keuangan 1.738.000.00
Perangkat . Persen 1.686.420.000 | Perangkat . Persen
Banjar Perangkat Banjar Perangkat 0
Daerah Daerah
Daerah Daerah
Penyediaan Jumlah Orang Penyediaan Jumlah Orang
3 Martapura . 5 Martapura . Rp
Gaji dan yang Menerima 13 Orang/ Rp Gaji dan yang Menerima | 13 Orang/
. Barat Kab . . Barat Kab s 1.700.000.00
Tunjangan Baniar Gaji dan Bulan 1.650.280.000 | Tunjangan Baniar Gaji dan Bulan 0
ASN J Tunjangan ASN ASN J Tunjangan ASN
Pelaksanaan Martapura Jumlah Pelaksanaan Jumlah
Penatausahaa | Barat Kab Dokumen Penatausaha Dokumen
n dan Banjar Penatausahaan an dan Martapura | Penatausahaan
Pengujian/Ver dan Dokimen 39 6413(1)) 000 Pengujian/Ve | Barat Kab | dan Dokimen 3}?313000 000
ifikasi Pengujian/Verifi ) ' rifikasi Banjar Pengujian/Verifi ) )
Keuangan kasi Keuangan Keuangan kasi Keuangan
SKPD SKPD SKPD SKPD
Koordinasi Martapura Jumlah Laporan Koordinasi Jumlah
dan Barat Kab Keuangan dan Laporan
. . Martapura
Penyusunan Banjar Akhir Tahun 1 Laporan Rp Penyusunan Barat Kab Keuangan 1 Laporan Rp
Laporan SKPD dan p 1.500.000 Laporan Baniar Akhir Tahun P 3.000.000
Keuangan Laporan Hasil Keuangan J SKPD dan
Akhir Tahun Koordinasi Akhir Tahun Laporan Hasil
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SKPD Penyusunan SKPD Koordinasi
Laporan Penyusunan
Keuangan Akhir Laporan
Tahun SKPD Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Koordinasi Martapura | Jumlah Laporan Koordinasi Jumlah
dan Barat Kab Keuangan dan Laporan
Penyusunan Banjar Bulanan/ Penyusunan Keuangan
Laporan Triwulanan/ Laporan Bulanan/
Keuangan Semesteran Keuangan Triwulanan/
Bulanan/ SKPD dan Bulanan/ Semesteran
Triwulanan/ Laporan R Triwulanan/ | Martapura | SKPD dan R
Semesteran Koordinasi 4 Laporan 9 OOOpOOO Semesteran Barat Kab | Laporan 4 Laporan 5 (I:))OO 000
SKPD Penyusunan ) ' SKPD Banjar Koordinasi ’ ’
Laporan Penyusunan
Keuangan Laporan
Bulanan/Triwula Keuangan
nan/Semesteran Bulanan/Triwul
SKPD anan/Semester
an SKPD
Administrasi Martapura Persentase Administrasi Persentase
Barang Milik Barat Kab Jumlah Sub Barang Milik Jumlah Sub
Daerah pada Banjar Kegiatan Daerah pada Kegiatan
Perangkat Administrasi Perangkat Martapura | Administrasi
1. Daerah Barang Milik p 100 Rp Daerah Barat Kab | Barang Milik . Rp
ersen 10.115.000 . Persen 10.500.000
daerah pada Banjar daerah pada
Perangkat Perangkat
Daerah Yang Daerah Yang
Tersusun Tersusun
Rekonsiliasi Martapura Jumlah Laporan Rekonsiliasi Jumlah
dan Barat Kab Rekonsiliasi dan dan Laporan
Penyusunan Banjar Penyusunan Penyusunan | Martapura | Rekonsiliasi
Rp Rp
Laporan Laporan Barang 4 Laporan 1.115.000 Laporan Barat Kab | dan 4 Laporan 1.500.000
Barang Milik Milik Daerah ’ ’ Barang Milik | Banjar Penyusunan ) )

Daerah pada
SKPD

pada SKPD

Daerah pada
SKPD

Laporan Barang
Milik Daerah
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pada SKPD
Penatausahaa | Martapura Jumlah Laporan Penatausaha Jumlah
n Barang Milik | Barat Kab Penatausahaan an Barang Martapura Laporan
Daerah pada Banjar Barang Milik 4 Laporan Rp Milik Daerah Barat pKab Penatausahaan 4 Lavoran Rp
SKPD Daerah pada P 9.000.000 | pada SKPD | 2% Barang Milik P 9.000.000
SKPD J Daerah pada
SKPD
Administrasi Martapura Persentase Administrasi Martapura Persentase
1 Kepegawaian Barat Kab | Administrasi 100 Rp Kepegawaian Barat pKab Administrasi 100 Rp
’ Perangkat Banjar Kepegawaian Persen 19.000.000 Perangkat . Kepegawaian Persen 17.500.000
. Banjar .
Daerah yang terpenuhi Daerah yang terpenuhi
Monitoring, Martapura Jumlah Monitoring, Jumlah
Evaluasi, dan | Barat Kab Dokumen Evaluasi, dan Martapura Dokumen
Penilaian Banjar Monitoring, 4 Rp Penilaian Barat pKab Monitoring, 4 Rp
Kinerja Evaluasi, dan Dokumen 4.000.000 Kinerja . Evaluasi, dan Dokumen | 4.500.000
. . . . Banjar .
Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian
Pegawai Kinerja Pegawai
Bimbingan Martapura Jumlah Orang Bimbingan Jumlah Orang
Teknis Barat Kab | yang Mengikuti Teknis yang Mengikuti
Implementasi | Banjar Bimbingan Implementasi Bimbingan
. Martapura .
Peraturan Teknis 9 Oran Rp Peraturan Barat Kab Teknis 2 Oran Rp
Perundang- Implementasi & 15.000.000 Perundang- . Implementasi € | 13.000.000
Banjar
Undangan Peraturan Undangan Peraturan
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
Administrasi Persentase Administrasi Perse;n“t ase
Martapura . . Martapura | Administrasi
1 Umum Barat Kab Administrasi 100 Rp Umum Barat Kab | Umum 100 Rp
’ Perangkat . Umum Perangkat Persen 105.900.000 Perangkat . Persen 75.550.000
Banjar Banjar Perangkat
Daerah Daerah Daerah
Daerah
Penyediaan Martapura Jumlah Paket Penyediaan Jumlah Paket
Martapura
Komponen Barat Kab Komponen 4 Paket Rp Komponen Barat Kab Komponen 4 Paket Rp
Instalasi Banjar Instalasi 4.000.000 Instalasi Baniar Instalasi 4.500.000
Listrik /Penera Listrik /Penerang Listrik /Pener J Listrik /Peneran
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ngan an Bangunan angan gan Bangunan
Bangunan Kantor yang Bangunan Kantor yang
Kantor Disediakan Kantor Disediakan
Penyediaan Martapura | Jumlah Paket Penyediaan Jumlah Paket
Peralatan dan | Barat Kab Peralatan dan R Peralatan Martapura | Peralatan dan R
Perlengkapan | Banjar Perlengkapan 4 Paket P dan Barat Kab | Perlengkapan 4 Paket b
7.650.000 . 7.650.000
Kantor Kantor yang Perlengkapan | Banjar Kantor yang
Disediakan Kantor Disediakan
. . Jumlah Paket
Penyediaan Jumlah Paket Penyediaan
Martapura Martapura | Peralatan
Peralatan Barat Kab Peralatan Rumah 4 Paket Rp Peralatan Barat Kab | Rumah Tangga 4 Paket Rp
Rumah . Tangga yang 4.000.000 | Rumah : &8 5.000.000
Tangga Banjar Disediakan Tangga Banjar yang
Disediakan
. Jumlah Paket Penyediaan Jumlah Paket
Penyediaan Martapura Bahan Logistik R Bahan Martapura Bahan Logistik R
Bahan Logistik | Barat Kab & 4 Paket P o Barat Kab & 4 Paket p
Kantor Banjar Kgnto.r yang 17.400.000 Logistik Banjar Kgnto.r yang 17.400.000
Disediakan Kantor Disediakan
Penyediaan Martapura | Jumlah Paket Penyediaan Jumlah Paket
Barang Barat Kab Barang Cetakan Barang Barang Cetakan
. Martapura
Cetakan dan Banjar dan 4 Paket Rp Cetakan dan Barat Kab dan 4 Paket Rp
Penggandaan Penggandaan 3.900.000 Penggandaan . Penggandaan 4.000.000
. Banjar
yang Disediakan yang
Disediakan
Jumlah
Fasilitasi Martapura Jumlah Laporan Fasilitasi Martapura | Laporan
. cen 12 Rp . cre 12 Rp
Kunjungan Barat Kab Fasilitasi Kunjungan Barat Kab | Fasilitasi
. . Laporan 3.900.000 . . Laporan | 4.000.000
Tamu Banjar Kunjungan Tamu Tamu Banjar Kunjungan
Tamu
Penyelenggara | Martapura Jumlah Laporan Penyelenggar Jumlah
an Rapat Barat Kab Penyelenggaraan aan Rapat Laporan
Koordinasi Banjar Rapat Koordinasi Koordinasi Martapura | Penyelenggaraa
. 12 Rp 12 Rp
dan dan Konsultasi Laporan 65.050.000 dan Barat Kab | n Rapat Laporan | 33.000.000
Konsultasi SKPD p ’ ' Konsultasi Banjar Koordinasi dan P ) )
SKPD SKPD Konsultasi
SKPD
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Pengadaan Martapura Persentase Pengadaan Persentase
Barang Milik Barat Kab Pengadaan Barang Milik
. s Pengadaan
Daerah Banjar Barang Milik Daerah Martapura ik
1 Penunjang Daerah 100 Rp Penunjang Barat Kab Barang Mili 100 Rp
’ . Persen 192.314.000 . Daerah Persen 192.000.000
Urusan Penunjang Urusan Banjar .
. . Penunjang
Pemerintah Urusan Daerah Pemerintah
Urusan Daerah
Daerah Daerah
Martapura Jumlah Unit Pengadaan Jumlah Unit
Pengadaan Barat Kab Kendaraan
. Kendaraan Kendaraan
Kendaraan Banjar Perorangan
Perorangan Perorangan Martapura .
Perorangan Dinas atau 2 Unit Rp Dinas atau Barat Kab Dinas atau 2 Unit Rp
Dinas atau . 65.000.000 . Kendaraan 65.000.000
Kendaraan Dinas Kendaraan Banjar .
Kendaraan . Dinas Jabatan
. Jabatan yang Dinas
Dinas Jabatan . yang
Disediakan Jabatan . e
Disediakan
Pengadaan Martapura | Jumlah Paket Rp Pengadaan Martapura | Jumlah Paket Rp
Mebel Bargt Kab M.ebel. yang 10 Unit 47 314.000 Mebel Bara}t Kab Mgbel. yang 10 Unit 47 000.000
Banjar Disediakan Banjar Disediakan
Jumlah Unit Pengadaan Jumlah Unit
Pengadaan Martapura Martapura | Peralatan dan
Peralatan dan | Barat Kab Pera.latan. dan 9 Unit Rp Peralatar} Barat Kab | Mesin Lainnya 9 Unit Rp
. . . Mesin Lainnya 80.000.000 dan Mesin . 80.000.000
Mesin Lainnya | Banjar s . Banjar yang
yang Disediakan Lainnya .o,
Disediakan
Penyediaan Martapura Persentase Jasa Penyediaan
Jasa Barat Kab Penunjang Jasa Persentase Jasa
Penunjang Banjar Urusan Penunjang Martapura | Penunjang
. 100 Rp 100 Rp
1. Urusan Pemerintah Persen 202.000.000 Urusan Barat Kab | Urusan Persen 202.000.000
Pemerintahan Daerah ’ ’ Pemerintaha | Banjar Pemerintah ’ ’
Daerah n Daerah
Daerah
Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Jumlah
Jasa Martapura Penyediaan Jasa Jasa Martapura Laporan
Komunikasi, Barat pKab Komunikasi, 12 Rp Komunikasi, Barat pKab Penyediaan 12 Rp
Sumber Daya Baniar Sumber Daya Air | Laporan 25.800.000 Sumber Daya Baniar Jasa Laporan | 25.800.000
Air dan Listrik J dan Listrik yang Air dan J Komunikasi,
Disediakan Listrik Sumber Daya
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Air dan Listrik
yang
Disediakan
Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Jumlah
Jasa Penyediaan Jasa Jasa Laporan
Pelayanan Martapura Pelayanan 12 R Pelayanan Martapura | Penyediaan 12 R
Umum Kantor | Barat Kab Umum Kantor Laporan 176.2 01(3) 000 Umum Barat Kab | Jasa Pelayanan Laporan 17p6 200.000
Banjar yang Disediakan P ' ' Kantor Banjar Umum Kantor P ’ ’
yang
Disediakan
Pemeliharaan Perser?tase Pemeliharaan Perser}tase
- Pemeliharaan o Pemeliharaan
Barang Milik - Barang Milik -
Barang Milik Barang Milik
Daerah Martapura Daerah Martapura
1 Penunjang Barat Kab DESiEls 100 Rp Penunjang Barat Kab DEEL 100 Rp
’ Urusan Baniar Penunjang Persen 301.000.000 Urusan Baniar Penunjang Persen 301.000.000
. J Urusan . J Urusan
Pemerintahan Pemerintaha
Perangkat Perangkat
Daerah n Daerah
daerah daerah
Penyediaan Jumlah Penyediaan
Jasa Kendaraan Jasa
. . Jumlah
Pemeliharaan, Perorangan Pemeliharaan
. . . Kendaraan
Biaya Dinas atau , Biaya
. . . Perorangan
Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Pemeliharaan )
dan Pajak Martapura Jabatan yang . Rp , dan Pajak Martapura | Dinas atau . Rp
Kendaraan Bara}t Kab Dipelihara dan 8 Unit 46.000.000 Kendaraan Bara}t Kab K§ndaraan 8 Unit 46.000.000
Banjar . Banjar Dinas Jabatan
Perorangan dibayarkan Perorangan ane Dipelihara
Dinas atau Pajaknya Dinas atau yang -ip
dan dibayarkan
Kendaraan Kendaraan Paiaknva
Dinas Jabatan Dinas J Y
Jabatan
Pemeliharaan Martapura Jumlah Pemeliharaan Martapura Jumlah
Peralatan dan Barat pKab Peralatan dan 9 Unit Rp Peralatan Barat pKab Peralatan dan 9 Unit Rp
Mesin Lainnya Baniar Mesin Lainnya 5.000.000 dan Mesin Baniar Mesin Lainnya 5.000.000
J yang Dipelihara Lainnya J yang Dipelihara
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Pemeliharaan/ Jumlah Gedung Pemeliharaan Jumlah Gedung
Rehabilitasi Kantor dan /Rehabilitasi Kantor dan
Martapura Martapura
Gedung Barat Kab Bangunan 1 Unit Rp Gedung Barat Kab Bangunan 1 Unit Rp
Kantor dan Baniar Lainnya yang 250.000.000 Kantor dan Baniar Lainnya yang 250.000.000
Bangunan J Dipelihara/Direh Bangunan J Dipelihara/Dire
Lainnya abilitasi Lainnya habilitasi
Persentase
Persentase e
rer Fasilitasi
Fasilitasi
Kewenangan Kewenangan
PROGRAM Pemerlu PROGRAM Pemerlu
PENYELENGG Pelavanan PENYELENG Pelayanan
ARAAN Martapura Kes ey ahteraan 100 R GARAAN Martapura | Kesejahteraan 100 R
2 | PEMERINTAH |Barat Kab | oo 7 Persen 38.750.000 | PEMERINTA | Barat Kab | Sosial dan bercer | 41.750.000
AN DAN Banjar Kebencanaan ’ ' HAN DAN Banjar Kebencanaan ’ ’
PELAYANAN Kecamatan Yan PELAYANAN Kecamatan
PUBLIK ang PUBLIK Yang
Terlaksana Nilai o
. Terlaksana Nilai
Evaluasi .
Evaluasi
Kecamatan
Kecamatan
Koordinasi PersentaseKoordi Koordinasi PersentaseKoor
Penyelenggara nasi Penyelenggar dinasi
an Kegiatan Martapura Penyelenggaraan aan Kegiatan | Martapura | Penyelenggaraa
X X 100 Rp . . 100 Rp
1. Pemerintahan | Barat Kab Kegiatan Persen 15.000.000 Pemerintaha | Barat Kab | n Kegiatan Persen 15 000.000
di Tingkat Banjar Pemerintahan di ’ ’ n di Tingkat | Banjar Pemerintahan ’ ’
Kecamatan Tingkat Kecamatan di Tingkat
Kecamatan Kecamatan
Jumlah Jumlah
Peningkatan Dokumen Peningkatan Dokumen
Efektifitas Martapura Peningkatan Efektifitas Martapura Peningkatan
Kegiatan Barat pKab Efektifitas 13 Rp Kegiatan Barat pKab Efektifitas 13 Rp
Pemerintahan Baniar Kegiatan Dokumen 15.000.000 Pemerintaha Baniar Kegiatan Dokumen | 15.000.000
di Tingkat J Pemerintahan di n di Tingkat J Pemerintahan
Kecamatan Tingkat Kecamatan di Tingkat
Kecamatan Kecamatan
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Penyelenggara e neeay
aan Urusan
an Urusan .
. Pemerintaha
Pemerintahan Perencanaan . Perencanaan
ang Tidak Kegiatan L GER e el Kegiatan
yang Martapura Dilaksanaka | Martapura
10 Dilaksanakan Barat Kab Pelayanan 100 Rp 1 oleh Unit Barat Kab Pelayanan 100 Rp
’ oleh Unit Kerja . kepada Persen 20.000.000 . . kepada Persen 23.000.000
Banjar . Kerja Banjar .
Perangkat Masyarakat di Masyarakat di
Perangkat
Daerah yang Kecamatan Kecamatan
. Daerah yang
Ada di .
Ada di
Kecamatan
Kecamatan
Jumlah
. Jumlah Laporan .
Peningkatan Peninekatan Peningkatan Laporan
Efektifitas g Efektifitas Peningkatan
Efektifitas )
Pelaksanaan Pelaksanaan Efektifitas
Martapura Pelaksanaan Martapura
Pelayanan Barat Kab Pelavanan 13 Rp Pelayanan Barat Kab Pelaksanaan 13 Rp
kepada . y Laporan 20.000.000 kepada . Pelayanan Laporan | 23.000.000
. | Banjar kepada Banjar
Masyarakat di . Masyarakat kepada
. Masyarakat di R .
Wilayah . di Wilayah Masyarakat di
Wilayah .
Kecamatan Kecamatan Wilayah
Kecamatan
Kecamatan
Persentase Pelaksanaan Persentase
Pelaksanaan
Pelaksanaan Urusan Pelaksanaan
Urusan Martapura Urusan Pemerintaha | Martapura | Urusan
Pemerintahan P . 100 Rp P . 100 Rp
.11 Barat Kab Pemerintahan n yang Barat Kab | Pemerintahan
yang Banjar yang Persen 3.750.000 Dilimpahkan | Banjar yang Persen 3.750.000
Dilimpahkan s o
T — Dilimpahkan kepada Dilimpahkan
kepada Camat Camat kepada Camat
Pelaksanaan Jumlah Laporan Pelaksanaan
Urusan Pelaksanaan Urusan Jumlah
Pemerintahan Kewenangan Pemerintaha Laporan
. Martapura . Martapura
yang Terkait Barat Kab Lain yang 13 Rp n yang Barat Kab Pelaksanaan 13 Rp
dengan . Dilimpahkan Laporan 3.750.000 Terkait . Kewenangan Laporan | 3.750.000
Banjar Banjar .
Kewenangan dengan Lain yang
Lain yang Kewenangan Dilimpahkan
Dilimpahkan Lain yang
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Dilimpahkan
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PEMBERDAYA Koordinasi dan PEMBERDAY Koordinasi dan
AN Martapura Fasilitasi 100 R AAN Martapura | Fasilitasi 100 R
3 MASYARAKAT | Barat Kab Kegiatan Persen 110.3 018 000 MASYARAKA | Barat Kab | Kegiatan Persen 1 1% 300.000
DESA DAN Banjar Pemberdayaan ' ’ T DESA DAN | Banjar Pemberdayaan ’ ’
KELURAHAN Masyarakat di KELURAHAN Masyarakat di
Kecamatan Kecamatan
Koordinasi Persentase Koordinasi Persentase
Kegiatan M Koordinasi Kegiatan M Koordinasi
12 Pemberdayaan Barat Kab Pemberdayaan 100 Rp Pemberdayaa Barat Kab Pemberdayaan 100 Rp
’ Desa . Masyarakat Desa Persen 64.700.000 n Desa . Masyarakat Persen 64.700.000
Banjar Banjar
yang Terlaksana Desa yang
Terlaksana
Peningkatan Jumlah Lembaga Peningkatan Jumlah
Partisipasi Kemasyarakatan Partisipasi Lembaga
Masyarakat yang Masyarakat Kemasyarakata
dalam Forum Berpartisipasi 13 dalam Forum n yang 13
Martapura Martapura . . .
Musyawarah Barat Kab dalam Forum Lembaga Rp Musyawarah Barat Kab Berpartisipasi Lembaga | Rp
Perencanaan Bani Musyawarah Kemasyar 24.000.000 Perencanaan . dalam Forum Kemasyar | 24.000.000
anjar Banjar
Pembangunan Perencanaan akatan Pembanguna Musyawarah akatan
di Desa Pembangunan di n di Desa Perencanaan
Desa Pembangunan
di Desa
Sinkronisasi Jumlah Sinkronisasi Jumlah
Program Kerja Dokumen Program Dokumen
dan Kegiatan Sinkronisasi Kerja dan Sinkronisasi
Pemberdayaan | Martapura Program Kerja 13 Rp Kegiatan Martapura | Program Kerja 13 Rp
Masyarakat Bara}t Kab dan Kegiatan Dokumen 93.200.000 Pemberdayaa Bara}t Kab | dan Kegiatan Dokumen | 23.200.000
yang Banjar Pemberdayaan n Masyarakat | Banjar Pemberdayaan
Dilakukan Masyarakat yang yang Masyarakat
oleh Dilakukan oleh Dilakukan yang Dilakukan
Pemerintah Pemerintah dan oleh oleh Pemerintah
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dan Swasta di Swasta di Pemerintah dan Swasta di
Wilayah Kerja Wilayah Kerja dan Swasta Wilayah Kerja
Kecamatan Kecamatan di Wilayah Kecamatan
Kerja
Kecamatan
Peningkatan Jumlah Laporan Peningkatan Jumlah
Efektifitas Peningkatan Efektifitas Laporan
Kegiatan Efektivitas Kegiatan Peningkatan
Pemberdayaan Martapura Kegiatan Pemberdayaa Martapura Efektivitas
Masyarakat di Barat pKab Pemberdayaan 13 Rp n Masyarakat Barat pKab Kegiatan 13 Rp
Wilayah . Masyarakat di Laporan 17.500.000 di Wilayah . Pemberdayaan Laporan | 17.500.000
Banjar . Banjar .
Kecamatan Wilayah Kecamatan Masyarakat di
Kecamatan 13 Wilayah
Laporan Kecamatan 13
Laporan
Pemberdayaan Persentase Pemberdayaa Persentase
Lembaga Pemberdayaan n Lembaga Pemberdayaan
Martapura Martapura
13 Kemasyarakat Barat Kab Lembaga 100 Rp Kemasyaraka Barat Kab Lembaga 100 Rp
’ an Tingkat . Kemasyarakatan Persen 25.400.000 tan Tingkat . Kemasyarakata Persen 25.400.000
Banjar . Banjar .
Kecamatan Tingkat Kecamatan n Tingkat
Kecamatan Kecamatan
Penyelenggara Jumlah Lembaga Penyelenggar Jumlah
an Lembaga Kemasyarakatan | 13 aan Lembaga Lembaga 13
Martapura Martapura
Kemasyarakat yang Lembaga Rp Kemasyaraka Kemasyarakata Lembaga | Rp
Barat Kab . Barat Kab
an . Diselenggarakan | Kemasyar 13.000.000 tan . n yang Kemasyar | 13.000.000
Banjar Banjar ]
akatan Diselenggaraka akatan
n
Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Jumlah
Pengembanga Martapura Fasilitasi Pengembang Martapura Lap.o.ran .
n Usaha Barat Kab Pengembangan 9 Laporan Rp an Usaha Barat Kab Fasilitasi 2 Laporan Rp
Ekonomi Baniar Usaha Ekonomi P 12.400.000 Ekonomi Baniar Pengembangan P 12.400.000
Masyarakat J Masyarakat Masyarakat J Usaha Ekonomi
Masyarakat
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serta
perlindungan
masyarakat di
kecamatan

umum serta
perlindungan
masyarakat di
kecamatan

4
Pemberdayaan Persentase Pemberdayaa Persentase
dan Pemberdayaan n dan Pemberdayaan
Kesejahteraan it dan Kesejahteraa Wi dan
14 Keluarga Barat Kab Kesejahteraan 100 Rp n Keluarga Barat Kab Kesejahteraan 100 Rp
’ Tingkat . Keluarga Tingkat Persen 20.200.000 Tingkat . Keluarga Persen 20.200.000
Banjar Banjar .
Kecamatan Kecamatan dan Kecamatan Tingkat
dan Kelurahan Kelurahan dan Kecamatan dan
Kelurahan Kelurahan
Peningkatan Jumlah Keluarga Peningkatan Jumlah
Ketahanan yang Mengikuti Ketahanan Keluarga yang
Pangan Martapura Peningkatan 3 Rp Pangan Martapura | Mengikuti 3 Rp
Keluarga Bare}t Kab Ketahanan Keluarga 10.100.000 Keluarga Bare}t Kab | Peningkatan Keluarga | 10.100.000
Banjar Pangan Keluarga Banjar Ketahanan
Pangan
Keluarga
Pelatihan Jumlah Keluarga Pelatihan Jumlah
Keluarga yang Keluarga Keluarga yang
Tanggap Martapura Mengikuti Tanggap Martapura Mengikuti
Bencana Barat Kab Pelatihan 3 Rp Bencana Barat Kab Pelatihan 3 Rp
Rumah . Keluarga Keluarga 10.100.000 Rumah . Keluarga Keluarga | 10.100.000
Tangga Banjar Tangga Tangga Banjar Tangga
gg ggap g8 ggap
Bencana Rumah Bencana
Tangga Rumah Tangga
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
KOORDINASI Koordinasi dan KOORDINASI Koordinasi dan
KETENTRAMA Fasilitasi KETENTRAM Fasilitasi
N DAN e Penyelenggaraan AN DAN T Penyelenggaraa
4 KETERTIBAN Barat Kab ketentraman dan 100 Rp KETERTIBAN Barat Kab | & ketentraman 100 Rp
UMUM Banjar ketertiban umum Persen 25.000.000 UMUM Banjar dan ketertiban Persen 25.000.000
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Koordinasi Persentase Koordinasi
Penerapan dan Koordinasi Penerapan Persentase
Penegakan Penerapan dan dan Koordinasi
Peraturan Martapura Penegakkan Penegakan Martapura | Penerapan dan
100 Rp 100 Rp
. 15 | Daerah dan Barat Kab | Peraturan Peraturan Barat Kab | Penegakkan
. Persen 2.500.000 . Persen 2.500.000
Peraturan Banjar Daerah Yang Daerah dan Banjar Peraturan
Kepala Daerah Terfasilitasi Peraturan Daerah Yang
Kepala Terfasilitasi
Daerah
Koordinasi/Si Jumlah Laporan Koordinasi/S Jumlah
nergi dengan Koordinasi/Siner inergi dengan Laporan
Perangkat gi dengan Perangkat Koordinasi/Sine
Daerah yang Perangkat Daerah yang rgi dengan
Tugas dan Daerah yang Tugas dan Perangkat
Fungsinya di Tugas dan Fungsinya di Daerah yang
Bidang Fungsinya di Bidang Tugas dan
Penegakan Martapura Bidang Penegakan Martapura angsmya di
Peraturan Barat Kab Penegakan 3 Laporan Rp Peraturan Barat Kab Bidang 3 Laporan Rp
Perundang- . Peraturan P 2.500.000 Perundang- . Penegakan p 2.500.000
Banjar Banjar
Undangan Perundang- Undangan Peraturan
dan/atau Undangan dan/atau Perundang-
Kepolisian dan/atau Kepolisian Undangan
Negara Kepolisian Negara dan/atau
Republik Negara Republik Republik Kepolisian
Indonesia Indonesia Indonesia Negara
Republik
Indonesia
Koordinasi Persentase Koordinasi
Upaya Penyelenggaraan Upaya Persentase
Penyelenggara Martapura Ketenteraman Penyelenggar Martapura Penyelenggaraa
16 | 20 Barat Kab dan Ketertiban 100 Rp aan Barat Kab | & Ketenteraman 100 Rp
’ Ketenteraman . Umum di Persen 22.500.000 Ketenterama . dan Ketertiban Persen 22.500.000
. Banjar Banjar .
dan Ketertiban Kecamatan n dan Umum di
Umum Ketertiban Kecamatan
Umum
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Sinergitas Jumlah Laporan Sinergitas Jumlah
dengan Hasil Sinergitas dengan Laporan Hasil
Kepolisian dengan Kepolisian Sinergitas
Negara Kepolisian Negara dengan
Republik Negara Republik Republik Kepolisian
Indonesia, Indonesia, Indonesia, Negara
Tentara Martapura | Tentara Nasional R Tentara Martapura | Republik R
Nasional Barat Kab Indonesia dan 2 Laporan P Nasional Barat Kab | Indonesia, 2 Laporan p
. . . . 20.000.000 . . 20.000.000
Indonesia dan | Banjar Instansi Vertikal Indonesia Banjar Tentara
Instansi di Wilayah dan Instansi Nasional
Vertikal di Kecamatan Vertikal di Indonesia dan
Wilayah Wilayah Instansi
Kecamatan Kecamatan Vertikal di
Wilayah
Kecamatan
Harmonisasi Jumlah Laporan Harmonisasi Jumlah
Hubungan Pelaksanaan Hubungan Laporan
dengan Tokoh Harmonisasi dengan Pelaksanaan
Agama dan Martapura Hubungan R Tokoh Agama | Martapura | Harmonisasi R
Tokoh Barat Kab dengan Tokoh 1 Laporan 9 SOOpOOO dan Tokoh Barat Kab | Hubungan 1 Laporan 9 gOO 000
Masyarakat Banjar Agama dan ) ’ Masyarakat Banjar dengan Tokoh ) )
Tokoh Agama dan
Masyarakat Tokoh
Masyarakat
Koordinasi Persentase Koordinasi
Penerapan dan Koordinasi Penerapan
Persentase
Penegakan Penerapan dan dan . .
Koordinasi
Qanun Penegakkan Penegakan
Martapura Martapura | Penerapan dan
17 Peraturan Barat Kab Peraturan 100 Rp Qanun Barat Kab | Penegakkan 100 Rp
’ Daerah dan . Daerah Yang Persen 2.500.000 Peraturan . Persen 2.500.000
Banjar e Banjar Peraturan
Peraturan Terfasilitasi Daerah dan
Daerah Yang
Kepala Daerah Peraturan e
Terfasilitasi
Kepala
Daerah
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Koordinasi/Si Jumlah Laporan Koordinasi/S Jumlah
nergi dengan Koordinasi/Siner inergi dengan Laporan
Perangkat gi dengan Perangkat Koordinasi/Sine
Daerah yang Perangkat Daerah yang rgi dengan
Tugas dan Daerah yang Tugas dan Perangkat
Fungsinya di Tugas dan Fungsinya di Daerah yang
Bidang Fungsinya di Bidang Tugas dan
Penegakan Martapura Bidang Penegakan Martapura Fl.,mgsinya di
Peraturan Barat Kab Penegakan 1 Laporan Rp Peraturan Barat Kab Bidang 1 Laporan Rp
Perundang- . Peraturan 2.500.000 Perundang- . Penegakan 2.500.000
Banjar Banjar
Undangan Perundang- Undangan Peraturan
dan/atau Undangan dan/atau Perundang-
Kepolisian dan/atau Kepolisian Undangan
Negara Kepolisian Negara dan/atau
Republik Negara Republik Republik Kepolisian
Indonesia Indonesia Indonesia Negara
Republik
Indonesia
PROGRAM Persentase PROGRAM
Persentase
PENYELENGG Martapura Penyelenggaraan PENYELENG Martapura | Penyelenggaraa
S ARAAN Barat Kab Urusan 100 Rp GARAAN Barat Kab | n Urusan 100 Rp
URUSAN T Pemerintahan Persen 144.875.000 URUSAN Bl Pemerintahan Persen 144.875.000
PEMERINTAH Umum PEMERINTA Umum
AN UMUM HAN UMUM
Penyelenggara Persentase Penyelenggar Persentase
an Urusan Penyelenggaraan aan Urusan Penyelenggaraa
Pemerintahan Urusan Pemerintaha n Urusan
Umum Sesuai | Martapura Pemerintahan n Umum Martapura | Pemerintahan
. 18 | Penugasan Barat Kab Umum sesuai y Rp Sesuai Barat Kab | Umum sesuai . Rp
. Persen 144.875.000 . Persen 144.875.000
Kepala Daerah | Banjar Penugasan Penugasan Banjar Penugasan
Kepala Daerah Kepala Kepala Daerah
yang Terfasilitasi Daerah yang
Terfasilitasi
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Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan
Ketahanan
Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-
Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal lka
serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

Martapura
Barat Kab
Banjar

Jumlah Orang
yang

Mengikuti
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

150 Orang

Rp
46.000.000

Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan
Ketahanan
Nasional
dalam
rangka
Memantapka
n
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-
Undang
Dasar Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal lka
serta
Pemertahana
n dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

Martapura
Barat Kab
Banjar

Jumlah Orang
yang
Mengikuti
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-
Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal lka
serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

150 Orang

Rp
46.000.000
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Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan
Semua Urusan Dokumen Semua Semua Jumlah
Pemerintahan Urusan Urusan Dokumen
yang Bukan Pemerintahan Pemerintaha Semua Urusan
Merupakan yang Bukan n yang Pemerintahan
Kewenangan Merupakan Bukan yang Bukan
Martapura Martapura
Daerah dan Barat Kab Kewenangan 3 Rp Merupakan Barat Kab Merupakan 3 Rp
Tidak Bani Daerah dan Dokumen 78.875.000 Kewenangan Bani Kewenangan Dokumen | 78.875.000
Dilaksanakan anjar Tidak Daerah dan anjar Daerah dan
oleh Instansi Dilaksanakan Tidak Tidak
Vertikal oleh Instansi Dilaksanaka Dilaksanakan
Vertikal n oleh oleh Instansi
Instansi Vertikal
Vertikal
Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Jumlah
Tugas Forum Dokumen Tugas Tugas Forum Dokumen Tugas
. . Martapura . . Martapura
Koordinasi Barat Kab Forum 12 Rp Koordinasi Barat Kab Forum 12 Rp
Pimpinan di . Koordinasi Dokumen 20.000.000 Pimpinan di . Koordinasi Dokumen | 20.000.000
Banjar . . Banjar . .
Kecamatan Pimpinan di Kecamatan Pimpinan di
Kecamatan Kecamatan
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PEMBINAAN fasilitasi PEMBINAAN fasilitasi
DAN Martapura pembinaan dan 100 5z DAN Martapura Deilsfinnen dksn 100 55
6 PENGAWASAN | Barat Kab pengawasan Persen 38.090.000 PENGAWASA | Barat Kab A ———— Persen 38 090.000
PEMERINTAH | Banjar pemerintahan ’ ’ N Banjar intahan ’ ’
AN DESA desa PEMERINTA o
HAN DESA
Fasilitasi, Persentase Fasilitasi, Persentase
Rekomendasi Kegiatan Rekomendasi Kegiatan
dan Fasilitasi, dan Fasilitasi,
Koordinasi Martapura Rekomendasi 100 R Koordinasi Martapura | Rekomendasi 100 R
. 19 | Pembinaan Barat Kab dan Koordinasi P Pembinaan Barat Kab | dan Koordinasi P
. . Persen 38.090.000 . . Persen 38.090.000
dan Banjar Pembinaan dan dan Banjar Pembinaan dan
Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintaha Pemerintahan
Desa Desa yang n Desa Desa yang
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Terlaksana Terlaksana
Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Jumlah
Administrasi Dokumen yang Administrasi Dokumen yang
Tata Martapura Difasilitasi dalam Tata Martapura Difasilitasi
Pemerintahan Barat pKab rangka 13 Rp Pemerintaha Barat pKab dalam rangka 13 Rp
Desa . Administrasi Dokumen 5.000.000 n Desa . Administrasi Dokumen | 5.000.000
Banjar Banjar
Tata Tata
Pemerintahan Pemerintahan
Desa Desa
Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Jumlah
Pengelolaan Dokumen yang Pengelolaan Dokumen yang
Keuangan Difasilitasi dalam Keuangan Difasilitasi
Desa dan Martapura rangka Desa dan Martapura | dalam rangka
Pendayagunaa | Barat Kab Pengelolaan 13 Rp Pendayaguna | Barat Kab | Pengelolaan 13 Rp
. Dokumen 5.000.000 . Dokumen | 5.000.000
n Aset Desa Banjar Keuangan Desa an Aset Desa | Banjar Keuangan Desa
dan dan
Pendayagunaan Pendayagunaan
Aset Desa Aset Desa
Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Jumlah
Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Dokumen
Tugas Kepala Fasilitasi dalam Tugas Kepala Fasilitasi dalam
Martapura Martapura
Desa dan Barat Kab rangka 13 Rp Desa dan Barat Kab rangka 13 Rp
Perangkat . Pelaksanaan Dokumen 5.000.000 Perangkat . Pelaksanaan Dokumen | 5.000.000
Banjar Banjar
Desa Tugas Kepala Desa Tugas Kepala
Desa dan Desa dan
Perangkat Desa Perangkat Desa
Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Jumlah
Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Dokumen
Pemilihan Martapura Fasilitasi dalam Pemilihan Martapura | Fasilitasi dalam
Kepala Desa Barat Kab rangka 13 Rp Kepala Desa | Barat Kab | rangka 13 Rp
. Dokumen 5.675.000 . Dokumen | 5.675.000
Banjar Pelaksanaan Banjar Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Pemilihan

Desa

Kepala Desa
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Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Jumlah
Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Dokumen
Tugas dan Fasilitasi dalam Tugas dan Fasilitasi dalam
Fungsi Badan | Martapura rangka Fungsi Martapura | rangka
13 Rp 13 Rp
Permusyawara | Barat Kab | Pelaksanaan Badan Barat Kab | Pelaksanaan
. Dokumen 5.145.000 . Dokumen | 5.145.000
tan Desa Banjar Tugas dan Permusyawar | Banjar Tugas dan
Fungsi Badan atan Desa Fungsi Badan
Permusyawarata Permusyawarat
n Desa an Desa
Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Jumlah
Penataan, Dokumen Penataan, Dokumen
Pemanfaatan, Fasilitasi dalam Pemanfaatan, Fasilitasi dalam
dan rangka dan rangka
Pendayagunaa Martapura Penataan, Pendayaguna Martapura Penataan,
n Ruang Desa Barat Kab Pemanfaatan, 13 Rp an Ruang Barat Kab Pemanfaatan, 13 Rp
serta . dan Dokumen 6.000.000 Desa serta . dan Dokumen | 6.000.000
Banjar Banjar
Penetapan dan Pendayagunaan Penetapan Pendayagunaan
Penegasan Ruang Desa dan Ruang Desa
Batas Desa serta Penetapan Penegasan serta Penetapan
dan Penegasan Batas Desa dan Penegasan
Batas Desa Batas Desa
Koordinasi Jumlah Laporan Koordinasi Jumlah
Pendampingan Hasil Koordinasi Pendampinga Laporan Hasil
. Martapura : . Martapura . .
Desa di Barat Kab Pendampingan 13 Rp n Desa di Barat Kab Koordinasi 13 Rp
Wilayahnya . Desa di Dokumen 6.270.000 Wilayahnya . Pendampingan Dokumen | 6.270.000
Banjar X Banjar .
Wilayahnya Desa di
Wilayahnya

Sumber Data : Rancangan awal RKPD dan Renstra
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2.5

Dari table 2.3 di atas dapat terlihat bahwa ada perbedaan antara hasil
review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada
Kecamatan Martapura Barat Perbedaan terkait dengan indikator pada
program penunjang, dan beberapa perbedaan pagu dana pada beberpa
program/kegiatan dan sub kegiatan. Penjelasan singkat terkait jika terdapat
perbedaan-perbedaan tersebut di atas bisa dilihat pada kolom catatan

penting pada Tabel 2.3 di atas.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari
masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk
Kecamatan Martapura Barat tidak ada menerima usulan program dan
kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi
penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang
mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang
Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku

kepentingan/masyarakat.
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3.1

BAB III
TUJUAN SASARAN KECAMATAN MARTAPURA BARAT

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk
merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana
program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui top
down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari
pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan
pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan
secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024
merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional
yang tercantum dalam RKP 2024. Selain itu prioritas dan sasaran
pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2024 harus berdasarkan prioritas
yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan
Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar
Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program
pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun
rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan
tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan
didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di
tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada
penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta
memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis
Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2024 yang memperhatikan
pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan,
sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-
2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 merupakan penjabaran tahun
ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang
tertuang dalam RPJMN 2024 adalah “Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya

mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni :
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Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya;

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman

pada seluruh warga;

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk tahun 2024, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah

Indonesia adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Tranformasi

Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut dijabarkan

ke dalam 7 Fokus Pembangunan yaitu :

1.

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas
dan Berkeadilan

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan

Publik

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan pada RKPD tahun 2024 adalah “Penguatan Daya Saing

Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian

Berkelanjutan”. Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan

pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

a.
b.

C.

Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan

UMKM dan Ketenagakerjaan

Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
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sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2021-2026 adalah :

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi
Pekerti Luhur

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata

Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian

Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik

a ok L b

Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat

Ketahanan Bencana
Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada

tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan
Berdaya Saing:

2. Optimalisasi sektor industri, umkm, pertanian dan pariwisata:

3. Memperkuat Infrastruktur untuk peemenuhan Pelayanan Dasar
dan Pengembangan Perekonomian Daerah:

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada
Pelayanan Publik :

5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung
Ketahanan Bencana :

6. Mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Ibu Kota Negara

dan sebagai Pendukung Food Estate

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten

Banjar Tahun 2024

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2024 berpedoman pada
sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun
2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten
Banjar pada tahun 2024 merupakan prioritas pembangunan pada
tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang
secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan
daerah, memiliki tingkat wurgensi yang tinggi untuk segera
diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan
kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema
pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2024 adalah
“Ketahanan Bencana dan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif”

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2024, selain berpedoman pada pencapaian target
kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun

pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan
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mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum
dalam RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2024. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan

Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKPD
RKPD PROVINSI
RKP NASIONAL KABUPATEN
KALIMANTAN SELATAN BANJAR
Peningkatan Penguatan Daya Saing | Ketahanan
Produktivitas untuk | Sumber Daya Manusia | Bencana dan
Tranformasi (SDM) untuk | Pemulihan
Ekonomi yang | meningkatkan Ekonomi yang
Inklusif dan | Perekonomian Inklusif
Berkelanjutan Berkelanjuta

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah
Kabupaten Banjar menetapkan S (lima) prioritas pembangunan.
Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan
pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara
menuju sasaran S (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan
program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian
sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya
ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih
adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur
Kualitas Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kerakyatan

Reformasi dan Penyederhanaan Biroksi

a kK L bd

Penguatan Karakter Agamis
Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah
Kabupaten Banjar tahun 2024 yang dikelompokkan menjadi S (lima)
prioritas yakni :
1. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Inklusif
a. Peningkatan keunggulan pertanian dan perikanan
b. Peningkatan akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif
dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital
c. Peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM

d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
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2. Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing dan Berkarakter
Agamis
a. Peningkatan Sistem Pendidikan
b. Peningkatan Sistem Kesehatan
c. Penurunan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui
Pembangunan
d. Perdesaan
e. Pengamalan nilai- nilai Pancasila dan nilai-nilai agama
f. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri
g. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Penguatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
a. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
b. Peningkatan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang
mendorong pertumbuhan ekonomi
4. Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan
Ketahanan Bencana
a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
b. Mitigasi Kebencanaan
5. Tranformasi Pelayanan Publik yang Melayani
a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
b. Prenguatan Akuntabilitas Kinerja
c. Peningkatan Kualitas Aparatur

d. Penguatan SPBE

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Martapura Barat berdasarkan
urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait
dengan pelayanan publik, maka Kecamatan Martapura Barat masuk

ke dalam prioritas 5 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Martapura Barat
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Martapura
Barat Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah
dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Perubahan Renstra Kecamatan Martapura Barat 2021
- 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan
Martapura Barat tahun 2024 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan
publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang
Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Martapura

Barat
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Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan Kecamatan Martapura

Barat
. s Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju,
Visi oo .
Mandiri dan Agamis
Misi Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah,
Baik, Bersih Dan Efektif
Tujuan Terselenggaranya Reforrflas1 Dalam Pelayanan
Publik
Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kecamatan
Indikator Sasaran Nilai Evaluasi Kecamatan
Target Tahun 2024 77 (Indeks/ Nilai / Skor )

3.3.

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Martapura
Barat yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik, Kecamatan
Martapura Barat menetapkan sasaran yaitu: Meningkatnya
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Sasaran tersebut akan
diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan
dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah Nilai Kecamatan
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik,
Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa . Untuk target pada Rancangan Kerja (Renja) 2024
adalah sebesar 77 (Indeks/ Nilai/ Skor)

Program dan Kegiatan
Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala DaeSrah khususnya misi 4 “Penyelenggaraan
Kepermintahan yang Amanah, baik, bersih dan ejektif’”, maka untuk
mewujudkan hal tersebut ditetukanlah program dan kegiatan serta sub
kegiata prioritas sebagai rencana aksi dari Kecamatan Martapura Barat
untuk mendukung salah sau prioritas daerah yaitu transformasi pelayanan
publik yang melayani, selain juga pemilhan program, kegiatan dab sub
kegiatan tentunya dipilih untuk mendukung tercapainya tujuan dan
sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam Renja

Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar ini juga mengacu pada
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program dan kegiatan serta sub kegiatan yang telah dirumuskan di RKPD
2024.

Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kecamatan Martapura Barat
Kabupaten Banjar disusun program, kegatan dan sub kegiatan sebagai
berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan

- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
» Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
» Peningkatan  Partisipasi Masyarakat dalam  Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan
» Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
» Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan
» Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

» Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah
» Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum

86



>

>

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai

Penugasan Kepala Daerah

>

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan
Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan
oleh Instansi Vertikal

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di

Kecamatan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa

>
>

Fasilitasi Administrast Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan
Aset Desa

Fasilitast Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat
Desa

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Fasilitasi  Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan
Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

>
>
>
>

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
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>

>

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

>
>

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi
Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

>

>

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

>
>
>

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

>

YV V. V V V

>

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

>

>
>

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

>

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
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» Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

» Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

» Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.3.1.Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan
Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan

terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan

mendukung pencapaian Misi 4 Yaitu :

“Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang
Amanah, Baik, Bersih dan Efektif”

3.3.2.Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Kecamatan Martapura Barat di tahun 2024 adalah sebanyak
6 program dengan 18 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Adapun
program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian
sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 sub
kegiatan.

Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan
Martapura Barat sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah
Kecamatan Martapura Barat dan melingkupi semua Desa.
Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk membiayai belanja
langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten
Banjar sebesar Rp. 2. 842.426. 272,- (Dua milyar delapan ratus
empat puluh dua juta ).

Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
Kecamatan Martapura Barat sudah sesuai dengan rancangan awal
RKPD, baik itu jenis program/ kegiatan. Adapun perbedaan
satuan target dan pagu dana di beberapa
program/kegiatan/subkegiatan, perbedaan ini terjadi karena
adanya karena adanya penyesuaian perubahan pada Standar
Satuan Harga (SSH) dan Standar Barang Unit (SBU) yang
ditetapkan pada tahun 2024 di Kecamatan Martapura Barat
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/
kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar maupun lebih

kecil daripada rancangan awal RKPD, hal ini dikarenakan adanya
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- £ Lencana Kerla (RENJA) Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024

pengurangan penyesuaian jenis belanja yang menyesuaikan
dengan kebutuhan SKPD termasuk didalamanya adanya

penambahan anggaran terkait gaji dan tunjangan ASN.
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MARTAPURA BARAT

4.1.

4.2.

4.3.

Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dengan tetap
memperhatikan Faktor — faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan Merumuskan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar,
pada Tahun 2024 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Banjar.,
Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya

yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Kaidah- kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renja ini, harus memenuhi kaidah-kaidah yang
bersifat optimalisasi perwujudan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Kaidah-kaidah itu meliputi

- Efisien-efisien efektif

- Mengacu pada pola Peraturan Perundang-undangan
- Sinergitas internal SKPD atau external di luar SKPD
- Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

- Konsistensi terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Renja

Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan kinerja tahunan
dengan menyelaraskan target target yang disusun sehingga menjadi
penyebab/ memiliki hubungan kausalitas dalam terwujudnya

outcome atau hasil hasil program/

- Melakukan pemantauan Capaian Target Jangka Menengah yang ada
dalam Renstra dengan menindaklanjuti perbaikan atas capaian target
tahunan yang berjalan dan akan melakukan perbaikan terhadap

indikator program atau kegiatan yang belum sesuai dengan sasaran.

- Memanfaatkan Dokumen Renja Tahunan dan sebagai dasar/ acuan

untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan
Martapura Baray Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2024 ini, maka disusun

beberapa Program dan Kegiatan terkait Penyelenggaraan Pemerintahan di
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Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024

Kecamatan oleh Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar. Ada 6
Program, 18 kegiatan dan 51 subkegiatan dengan Rencana Anggaran
sebesar Rp. 2. 842.426. 272,- (Dua milyar delapan ratus empat puluh dua
juta ), yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non-

Urusan dan Urusan Wajib sebagaimana tabel 4.1. dibawah ini :

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan
Kecamatan Martapura Barat untuk Tahun Anggaran 2024 bisa dilihat pada
table 4.1 berikut:
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Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Martapura Barat

Urusan Catat
/ : o an Prakiraan Maju Rencana Tahun
Bidang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Penti 2025
Urusan ng
/ Pagu Kebutuhan
Kode Progra : Target Capaian Kinerja Indikatif Sumber Targe.t Ca.pa|an Dana./Pa.gu
m/ . : Lokasi Dana Kinerja Indikatif
: Capaian Keluaran Sub Hasil (Rp.)
Kegiata . . Output (Rp.)
Program Kegiatan Kegiatan . -
n/ Sub Kegiatan Keluaran | Hasil
. Progra . Tolok
Kegiata Sub Kegia Target
m . Ukur
n Kegiatan | tan
Kecamatan Martapura Barat 2.842.426.2 2.891.015.0
72,00 00,00
UNSUR KEWILAYAHAN 2.842.426.2 2.891.015.0
72,00 00,00
0 KECAMATAN 2.842.426.2 2.891.015.0
1 72,00 00,00
0 |0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.457.361.2 2.494.450.0
1 |1 72,00 00,00
0 |0 |20 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.697.000, 22.500.000,
111 |1 00 00
0 |0 |2.0 |000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
111 |1 1
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Indeks Jumlah Persentas | - Kab. 76 6 100 2.212.000,0 | Dana Jumlah 6 3.000.000,0
Kepatuhan Dokumen e Banjar, Indeks | Dokume | Perse 0 | Transfer Dokumen | Dokum 0
Kinerja Intern | Perencanaan | Dokumen | Semua n n Umum- Perencan | en
(IKK) Perangkat Perencan | Kecamat Dana aan
Kecamatan Daerah aan an, Alokasi Perangkat
Martapura Penggan | Semua Umum Daerah
Barat ggaran Kel/Desa
dan
Evaluasi
SKPD
0 | 2.0 | 000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
111 |2
Indeks Jumlah Persentas | - Kab. 76 2 100 2.000.000,0 | Dana Jumlah 2 3.000.000,0
Kepatuhan Dokumen e Banjar, Indeks | Dokume | Perse 0 | Transfer Dokumen | Dokum 0
Kinerja Intern | RKA-SKPD Dokumen | Semua n n Umum- RKA- en
(IKK) dan Laporan | Perencan | Kecamat Dana SKPD dan
Kecamatan Hasil aan an, Alokasi Laporan
Martapura Koordinasi Penggan | Semua Umum Hasil
Barat Penyusunan | ggaran Kel/Desa Koordinas
Dokumen dan i
RKA-SKPD Evaluasi Penyusun
SKPD an
Dokumen
RKA-
SKPD
0 | 2.0 | 000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
111 |3
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Indeks Jumlah Persentas | - Kab. 76 2 100 2.000.000,0 | Dana Jumlah 2 3.000.000,0
Kepatuhan Dokumen e Banjar, Indeks | Dokume | Perse 0 | Transfer Dokumen | Dokum 0
Kinerja Intern | Perubahan Dokumen | Semua n n Umum- Perubaha | en
(IKK) RKA-SKPD Perencan | Kecamat Dana n RKA-
Kecamatan dan Laporan | aan an, Alokasi SKPD dan
Martapura Hasil Penggan | Semua Umum Laporan
Barat Koordinasi ggaran Kel/Desa Hasil
Penyusunan | dan Koordinas
Dokumen Evaluasi i
Perubahan SKPD Penyusun
RKA-SKPD an
Dokumen
Perubaha
n RKA-
SKPD
0 | 2.0 | 000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
111 |4
Indeks Jumlah Persentas | - Kab. 76 2 100 2.005.000,0 | Dana Jumlah 2 2.000.000,0
Kepatuhan Dokumen e Banjar, Indeks | Dokume | Perse 0 | Transfer Dokumen | Dokum 0
Kinerja Intern | DPA-SKPD Dokumen | Semua n n Umum- DPA- en
(IKK) dan Laporan | Perencan | Kecamat Dana SKPD dan
Kecamatan Hasil aan an, Alokasi Laporan
Martapura Koordinasi Penggan | Semua Umum Hasil
Barat Penyusunan | ggaran Kel/Desa Koordinas
Dokumen dan i
DPA-SKPD Evaluasi Penyusun
SKPD an
Dokumen
DPA-

95




SKPD
0 | 2.0 | 000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1 |1 5
Indeks Jumlah Persentas | - Kab. 76 2 100 2.030.000,0 | Dana Jumlah 2 3.000.000,0
Kepatuhan Dokumen e Banjar, Indeks | Dokume | Perse 0 | Transfer Dokumen | Dokum 0
Kinerja Intern | Perubahan Dokumen | Semua n n Umum- Perubaha | en
(IKK) DPA-SKPD Perencan | Kecamat Dana n DPA-
Kecamatan dan Laporan | aan an, Alokasi SKPD dan
Martapura Hasil Penggan | Semua Umum Laporan
Barat Koordinasi ggaran Kel/Desa Hasil
Penyusunan | dan Koordinas
Dokumen Evaluasi i
Perubahan SKPD Penyusun
DPA-SKPD an
Dokumen
Perubaha
n DPA-
SKPD
0 | 2.0 [ 000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
111 |6
Indeks Jumlah Persentas | - Kab. 76 3 100 3.000.000,0 | Dana Jumlah 3 3.000.000,0
Kepatuhan Laporan e Banjar, Indeks | Laporan | Perse 0 | Transfer Laporan Lapora 0
Kinerja Intern | Capaian Dokumen | Semua n Umum- Capaian n
(IKK) Kinerja dan Perencan | Kecamat Dana Kinerja
Kecamatan Ikhtisar aan an, Alokasi dan
Martapura Realisasi Penggan | Semua Umum Ikhtisar
Barat Kinerja SKPD | ggaran Kel/Desa Realisasi
dan Laporan | dan Kinerja
Hasil Evaluasi SKPD dan
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Koordinasi SKPD Laporan
Penyusunan Hasil
Laporan Koordinas
Capaian i
Kinerja dan Penyusun
Ikhtisar an
Realisasi Laporan
Kinerja SKPD Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
0 |0 |20 |000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1T 11 11 |7
Indeks Jumlah Persentas | - Kab. 76 17 100 5.450.000,0 | Dana Jumlah 17 5.500.000,0
Kepatuhan Laporan e Banjar, Indeks | Laporan | Perse 0 | Transfer Laporan Lapora 0
Kinerja Intern | Evaluasi Dokumen | Semua n Umum- Evaluasi n
(IKK) Kinerja Perencan | Kecamat Dana Kinerja
Kecamatan Perangkat aan an, Alokasi Perangkat
Martapura Daerah Penggan | Semua Umum Daerah
Barat ggaran Kel/Desa
dan
Evaluasi
SKPD
0 |0 |20 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.694.997.2 1.738.000.0
111 ]2 72,00 00,00
0 [0 |20 ]000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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Persentase Jumlah Persentas | - Kab. 100 13 100 1.649.857.2 | Dana Jumlah 13 1.700.000.0
Terpenuhinya | Orangyang |e Banjar, Persen | Orang/b | Perse 72,00 | Transfer Orang Orang/ 00,00
Penunjang Menerima Administr | Semua 76 ulan n Umum- yang bulan
Urusan Gaji dan asi Kecamat | Indeks Dana Menerima
Pemerintah Tunjangan Keuangan | an, Alokasi Gaji dan
Daerah ASN Perangka | Semua Umum Tunjanga
Indeks t Daerah | Kel/Desa n ASN
Kepatuhan
dan Kinerja
Intern (IKKI)
Kecamatan
Martapura
Barat
0 | 2.0 | 000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
112 |3
Persentase Jumlah Persentas | - Kab. 100 4 100 41.640.000, | Dana Jumlah 4 33.000.000,
Terpenuhinya | Dokumen e Banjar, Persen | Dokume | Perse 00 | Transfer Dokumen | Dokum 00
Penunjang Penatausaha | Administr | Semua 76 n n Umum- Penatausa | en
Urusan an dan asi Kecamat | Indeks Dana haan dan
Pemerintah Pengujian/V | Keuangan | an, Alokasi Pengujian
Daerah erifikasi Perangka | Semua Umum /Verifikasi
Indeks Keuangan t Daerah | Kel/Desa Keuangan
Kepatuhan SKPD SKPD
dan Kinerja
Intern (IKKI)
Kecamatan
Martapura
Barat
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0 | 2.0 | 000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
112 |5
Persentase Jumlah Persentas | - Kab. 100 1 100 1.500.000,0 | Dana Jumlah 1 3.000.000,0
Terpenuhinya | Laporan e Banjar, Persen | Laporan | Perse 0 | Transfer Laporan Lapora 0
Penunjang Keuangan Administr | Semua 76 n Umum- Keuangan | n
Urusan Akhir Tahun | asi Kecamat | Indeks Dana Akhir
Pemerintah SKPD dan Keuangan | an, Alokasi Tahun
Daerah Laporan Perangka | Semua Umum SKPD dan
Indeks Hasil t Daerah | Kel/Desa Laporan
Kepatuhan Koordinasi Hasil
dan Kinerja Penyusunan Koordinas
Intern (IKKI) Laporan i
Kecamatan Keuangan Penyusun
Martapura Akhir Tahun an
Barat SKPD Laporan
Keuangan
Akhir
Tahun
SKPD
0 | 2.0 | 000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
112 |7
Persentase Jumlah Persentas | - Kab. 100 4 100 2.000.000,0 | Dana Jumlah 4 2.000.000,0
Terpenuhinya | Laporan e Banjar, Persen | Laporan | Perse 0 | Transfer Laporan Lapora 0
Penunjang Keuangan Administr | Semua 76 n Umum- Keuangan | n
Urusan Bulanan/ asi Kecamat | Indeks Dana Bulanan/
Pemerintah Triwulanan/ | Keuangan | an, Alokasi Triwulana
Daerah Semesteran | Perangka | Semua Umum n/
Indeks SKPD dan t Daerah | Kel/Desa Semester
Kepatuhan Laporan an SKPD
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dan Kinerja Koordinasi dan
Intern (IKKI) Penyusunan Laporan
Kecamatan Laporan Koordinas
Martapura Keuangan i
Barat Bulanan/Triw Penyusun
ulanan/Seme an
steran SKPD Laporan
Keuangan
Bulanan/T
riwulanan
/Semester
an SKPD
0 |0 |20 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.645.000,0 10.500.000,
111 |3 0 00
0 |0 |20 |000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
111 13 |5
Indeks Jumlah Persentas | - Kab. 76 4 100 1.645.000,0 | Dana Jumlah 4 1.500.000,0
Kepatuhan Laporan e Jumlah | Banjar, Indeks | Laporan | Perse 0 | Transfer Laporan Lapora 0
dan Kinerja Rekonsiliasi | Sub Semua 100 n Umum- Rekonsilia | n
Intern (IKKI) dan Kegiatan | Kecamat | Persen 100 Dana si dan
Kecamatan Penyusunan | Administr | an, 76 Perse Alokasi Penyusun
Martapura Laporan asi Semua 100 % n Umum an
Barat Barang Milik | Barang Kel/Desa Laporan
Persentase Daerah pada | Milik Barang
Terpenuhinya | SKPD daerah Milik
Penunjang pada Daerah
Urusan Perangka pada
Pemerintah t Daerah SKPD
Daerah Yang
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Indeks
Kepatuhan
dan Kinerja
Intern (IKKI)
Kecamatan
Martapura
Barat
Persentasi
Terpenuhinya
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

Tersusun
Persentas
e Jumlah
Sub
Kegiatan
Administr
asi
Barang
Milik
daerah
pada
Perangka
t Daerah
Yang
Tersusun

000

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indeks
Kepatuhan
dan Kinerja
Intern (IKKI)
Kecamatan
Martapura
Barat
Persentase
Terpenuhinya
Penunjang
Urusan
Pemerintah

Jumlah
Laporan
Penatausaha
an Barang
Milik Daerah
pada SKPD

Persentas
e Jumlah
Sub
Kegiatan
Administr
asi
Barang
Milik
daerah
pada
Perangka
t Daerah

- Kab.
Banjar,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Kel/Desa

76
Indeks
100
Persen
76

100 %

4
Laporan

100
Perse

100
Perse

0,00

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Jumlah
Laporan
Penatausa
haan
Barang
Milik
Daerah
pada
SKPD

Lapora

9.000.000,0
0
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Daerah Yang

Indeks Tersusun

Kepatuhan Persentas

dan Kinerja e Jumlah

Intern (IKKI) Sub

Kecamatan Kegiatan

Martapura Administr

Barat asi

Persentasi Barang

Terpenuhinya Milik

Penunjang daerah

Urusan pada

Pemerintah Perangka

Daerah t Daerah

Yang
Tersusun

0 |0 |20 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.000.000, 17.500.000,
111 |5 00 00
0 |0 | 2.0 000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
11115 |5

Persentase Jumlah Persentas | - Kab. 100 4 100 4.000.000,0 | Dana Jumlah 4 4.500.000,0

Terpenuhinya | Dokumen e Banjar, Persen | Dokume | Perse 0 | Transfer Dokumen | Dokum 0

Penunjang Monitoring, | Administr | Semua 76 n n Umum- Monitorin | en

Urusan Evaluasi, dan | asi Kecamat | Indeks Dana o}

Pemerintah Penilaian Kepegaw | an, Alokasi Evaluasi,

Daerah Kinerja aian yang | Semua Umum dan

Indeks Pegawai terpenuhi | Kel/Desa Penilaian

Kepatuhan Kinerja

Kinerja Intern Pegawai
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Kecamatan
Martapura
Barat
0 [0 |20 |001|Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
111 15 |1
Persentase Jumlah Persentas | - Kab. 100 2 Orang | 100 15.000.000, | Dana Jumlah 2 13.000.000,
Terpenuhinya | Orangyang |e Banjar, Persen Perse 00 | Transfer Orang Orang 00
Penunjang Mengikuti Administr | Semua 76 n Umum- yang
Urusan Bimbingan asi Kecamat | Indeks Dana Mengikuti
Pemerintah Teknis Kepegaw | an, Alokasi Bimbinga
Daerah Implementas | aian yang | Semua Umum n Teknis
Indeks i Peraturan terpenuhi | Kel/Desa Implemen
Kepatuhan Perundang- tasi
Kinerja Intern | Undangan Peraturan
(IKKI) Perundan
Kecamatan g-
Martapura Undanga
Barat n
0 |0 |20 Administrasi Umum Perangkat Daerah 115.886.16 75.550.000,
11116 8,00 00
0 |0 | 2.0 |000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11116 |1
Indeks Jumlah Paket | Persentas | - Kab. 76 4 Paket 100 4.000.000,0 | Dana Jumlah 4 4.500.000,0
Kepatuhan Komponen e Banjar, Indeks Perse 0 | Transfer Paket Paket 0
dan Kinerja Instalasi Administr | Semua 100 n Umum- Kompone
Intern (IKKI) Listrik/Pener | asi Kecamat | Persen Dana n Instalasi
Kecamatan angan Umum an, Alokasi Listrik/Pe

103




(FH

Martapura Bangunan Perangka | Semua Umum nerangan
Barat Kantor yang |t Daerah | Kel/Desa Bangunan
Persentasi Disediakan Kantor
Terpenuhinya yang
Penunjang Disediaka
Urusan n
Pemerintah
Daerah

0 | 2.0 | 000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

116 |2
Indeks Jumlah Paket | Persentas | - Kab. 76 4 Paket 100 5.130.000,0 | Dana Jumlah 4 7.650.000,0
Kepatuhan Peralatan e Banjar, Indeks Perse 0 | Transfer Paket Paket 0
dan Kinerja dan Administr | Semua 100 n Umum- Peralatan
Intern (IKKI) | Perlengkapa | asi Kecamat | Persen Dana dan
Kecamatan n Kantor Umum an, Alokasi Perlengka
Martapura yang Perangka | Semua Umum pan
Barat Disediakan t Daerah | Kel/Desa Kantor
Persentasi yang
Terpenuhinya Disediaka
Penunjang n
Urusan
Pemerintah
Daerah

0 | 2.0 | 000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

116 |3

104




(FH

Indeks Jumlah Paket | Persentas | - Kab. 76 4 Paket 100 3.997.000,0 | Dana Jumlah 4 5.000.000,0
Kepatuhan Peralatan e Banjar, Indeks Perse 0 | Transfer Paket Paket 0
dan Kinerja Rumah Administr | Semua 100 n Umum- Peralatan
Intern (IKKI) | Tangga yang | asi Kecamat | Persen Dana Rumah
Kecamatan Disediakan Umum an, Alokasi Tangga
Martapura Perangka | Semua Umum yang
Barat t Daerah | Kel/Desa Disediaka
Persentasi n
Terpenuhinya
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
0 | 2.0 | 000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor
116 |4
Indeks Jumlah Paket | Persentas | - Kab. 76 4 Paket 100 17.400.000, | Dana Jumlah 4 17.400.000,
Kepatuhan Bahan e Banjar, Indeks Perse 00 | Transfer Paket Paket 00
dan Kinerja Logistik Administr | Semua 100 n Umum- Bahan
Intern (IKKI) Kantor yang | asi Kecamat | Persen Dana Logistik
Kecamatan Disediakan Umum an, Alokasi Kantor
Martapura Perangka | Semua Umum yang
Barat t Daerah | Kel/Desa Disediaka
Persentasi n
Terpenuhinya
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
0 [ 2.0 ]| 000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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1 5
Indeks Jumlah Paket | Persentas | - Kab. 76 4 Paket 100 6.420.000,0 | Dana Jumlah 4 4.000.000,0
Kepatuhan Barang e Banjar, Indeks Perse 0 | Transfer Paket Paket 0
dan Kinerja Cetakan dan | Administr | Semua 100 n Umum- Barang
Intern (IKKI) Penggandaa | asi Kecamat | Persen Dana Cetakan
Kecamatan n yang Umum an, Alokasi dan
Martapura Disediakan Perangka | Semua Umum Penggand
Barat t Daerah | Kel/Desa aan yang
Persentasi Disediaka
Terpenuhinya n
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
0 | 2.0 | 000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu
116 |8
Indeks Jumlah Persentas | - Kab. 76 12 100 3.900.000,0 | Dana Jumlah 12 4.000.000,0
Kepatuhan Laporan e Banjar, Indeks | Laporan | Perse 0 | Transfer Laporan Lapora 0
dan Kinerja Fasilitasi Administr | Semua 100 n Umum- Fasilitasi | n
Intern (IKKI) Kunjungan asi Kecamat | Persen Dana Kunjunga
Kecamatan Tamu Umum an, Alokasi n Tamu
Martapura Perangka | Semua Umum
Barat t Daerah | Kel/Desa
Persentasi
Terpenuhinya
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
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0 |0 |20 |000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11116 |9
Indeks Jumlah Persentas | - Kab. 76 12 100 75.039.168, | Dana Jumlah 12 33.000.000,
Kepatuhan Laporan e Banjar, Indeks | Laporan | Perse 00 | Transfer Laporan Lapora 00
dan Kinerja Penyelengga | Administr | Semua 100 n Umum- Penyelen |n
Intern (IKKI) raan Rapat asi Kecamat | Persen Dana ggaraan
Kecamatan Koordinasi Umum an, Alokasi Rapat
Martapura dan Perangka | Semua Umum Koordinas
Barat Konsultasi t Daerah | Kel/Desa i dan
Persentasi SKPD Konsultasi
Terpenuhinya SKPD
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
0 |0 |20 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 126.801.00 127.000.00
111 17 0,00 0,00
0 |0 |2.0]000 | Pengadaan Mebel
11117 |5
Persentasi Jumlah Paket | Persentas | - Kab. 100 10 Unit 100 47.116.000, | Dana Jumlah 10 Unit | 47.000.000,
Terpenuhinya | Mebelyang | e Banjar, Persen Perse 00 | Transfer Paket 00
Penunjang Disediakan Pengadaa | Semua 76 n Umum- Mebel
Urusan n Barang | Kecamat | Indeks Dana yang
Pemerintah Milik an, Alokasi Disediaka
Daerah Daerah Semua Umum n
Indeks Penunjan | Kel/Desa
Kepatuhan g Urusan
Kinerja Intern Daerah
(IKKI)
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Kecamatan
Martapura
Barat
0 [0 |20 [000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
111 17 |6
Persentasi Jumlah Unit | Persentas | - Kab. 100 9 Unit 100 79.685.000, | Dana Jumlah 9 Unit | 80.000.000,
Terpenuhinya | Peralatan e Banjar, Persen Perse 00 | Transfer Unit 00
Penunjang dan Mesin Pengadaa | Semua 76 n Umum- Peralatan
Urusan Lainnya yang | n Barang | Kecamat | Indeks Dana dan
Pemerintah Disediakan Milik an, Alokasi Mesin
Daerah Daerah Semua Umum Lainnya
Indeks Penunjan | Kel/Desa yang
Kepatuhan g Urusan Disediaka
Kinerja Intern Daerah n
(IKKI)
Kecamatan
Martapura
Barat
0 |0 |20 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 201.994.83 198.400.00
111 |8 2,00 0,00
0 |0 | 2.0 |000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11118 |2
Persentasi Jumlah Persentas | - Kab. 100 12 100 25.794.832, | Dana Jumlah 12 25.800.000,
Terpenuhinya | Laporan e Jasa Banjar, Persen | Laporan | Perse 00 | Transfer Laporan Lapora 00
Penunjang Penyediaan | Penunjan | Semua 76 n Umum- Penyediaa | n
Urusan Jasa g Urusan | Kecamat | Indeks Dana n Jasa
Pemerintah Komunikasi, | Pemerint | an, Alokasi Komunika
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Daerah Sumber ah Semua Umum si,
Indeks Daya Air dan | Daerah Kel/Desa Sumber
Kepatuhan Listrik yang Daya Air
Kinerja Intern | Disediakan dan Listrik
(IKKT) yang
Kecamatan Disediaka
Martapura n
Barat
0 |0 |20 |000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
111 18 |4
Persentasi Jumlah Persentas | - Kab. 100 12 100 176.200.00 | Dana Jumlah 12 172.600.00
Terpenuhinya | Laporan e Jasa Banjar, Persen | Laporan | Perse 0,00 | Transfer Laporan Lapora 0,00
Penunjang Penyediaan | Penunjan | Semua 76 n Umum- Penyediaa | n
Urusan Jasa g Urusan | Kecamat | Indeks Dana n Jasa
Pemerintah Pelayanan Pemerint | an, Alokasi Pelayanan
Daerah Umum ah Semua Umum Umum
Indeks Kantor yang | Daerah Kel/Desa Kantor
Kepatuhan Disediakan yang
Kinerja Intern Disediaka
(IKKI) n
Kecamatan
Martapura
Barat
0 |0 |20 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 278.340.00 305.000.00
11119 0,00 0,00
0 |0 |2.0 |000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
11119 |1 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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Indeks Jumlah Persentas | - Kab. 76 6 Unit 100 53.380.000, | Dana Jumlah 6 Unit | 50.000.000,
Kepatuhan Kendaraan e Banjar, Indeks Perse 00 | Transfer Kendaraa 00
Kinerja Intern | Perorangan | Pemelihar | Semua 100 n Umum- n
(IKKI) Dinas atau aan Kecamat | Persen Dana Perorang
Kecamatan Kendaraan Barang an, Alokasi an Dinas
Martapura Dinas Milik Semua Umum atau
Barat Jabatan yang | Daerah Kel/Desa Kendaraa
Persentasi Dipelihara Penunjan n Dinas
Terpenuhinya | dan g Urusan Jabatan
Penunjang dibayarkan Perangka yang
Urusan Pajaknya t daerah Dipelihara
Pemerintah dan
Daerah dibayarka

n

Pajaknya

0 | 2.0 | 000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
119 |6

Indeks Jumlah Persentas | - Kab. 76 9 Unit 100 8.280.000,0 | Dana Jumlah 9 Unit | 5.000.000,0
Kepatuhan Peralatan e Banjar, Indeks Perse 0 | Transfer Peralatan 0
Kinerja Intern | dan Mesin Pemelihar | Semua 100 n Umum- dan
(IKKI) Lainnya yang | aan Kecamat | Persen Dana Mesin
Kecamatan Dipelihara Barang an, Alokasi Lainnya
Martapura Milik Semua Umum yang
Barat Daerah Kel/Desa Dipelihara
Persentasi Penunjan
Terpenuhinya g Urusan
Penunjang Perangka
Urusan t daerah
Pemerintah
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Daerah
0 [0 |20 |000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11119 |9

Indeks Jumlah Persentas | - Kab. 76 1 Unit 100 216.680.00 | Dana Jumlah 1 Unit | 250.000.00

Kepatuhan Gedung e Banjar, Indeks Perse 0,00 | Transfer Gedung 0,00

Kinerja Intern | Kantor dan Pemelihar | Semua 100 n Umum- Kantor

(IKKI) Bangunan aan Kecamat | Persen Dana dan

Kecamatan Lainnya yang | Barang an, Alokasi Bangunan

Martapura Dipelihara/Di | Milik Semua Umum Lainnya

Barat rehabilitasi Daerah Kel/Desa yang

Persentasi Penunjan Dipelihara

Terpenuhinya g Urusan /Direhabil

Penunjang Perangka itasi

Urusan t daerah

Pemerintah

Daerah
0 |0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 38.750.000, 41.750.000,
1 12 00 00
0 |0 |20 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.000.000, 15.000.000,
112 |1 00 00
0 [0 |20 |000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
112 |1 |2
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Persentase Jumlah Persentas | - Kab. 100 13 100 15.000.000, | Dana Jumlah 13 15.000.000,

Fasilitasi Dokumen eKoordin | Banjar, Persen | Dokume | Perse 00 | Transfer Dokumen | Dokum 00

Kewenangan | Peningkatan | asi Semua 77 n n Umum- Peningkat | en

Pemerlu Efektifitas Penyelen | Kecamat | Nilai Dana an

Pelayanan Kegiatan ggaraan | an, Alokasi Efektifitas

Kesejahteraa | Pemerintaha | Kegiatan | Semua Umum Kegiatan

n Sosial dan | ndi Tingkat | Pemerint | Kel/Desa Pemerinta

Kebencanaan | Kecamatan ahan di han di

Kecamatan Tingkat Tingkat

Yang Kecamata Kecamata

Terlaksana n n

Nilai Evaluasi

Kecamatan
0 |0 |20 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat | 20.000.000, 23.000.000,
112 |2 Daerah yang Ada di Kecamatan 00 00
0 |0 |20 |000 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
112 |2 |3

Persentase Jumlah Perencan | - Kab. 100 13 100 20.000.000, | Dana Jumlah 13 23.000.000,

Fasilitasi Laporan aan Banjar, Persen | Laporan | Perse 00 | Transfer Laporan Lapora 00

Kewenangan | Peningkatan | Kegiatan | Semua 77 n Umum- Peningkat | n

Pemerlu Efektifitas Pelayana | Kecamat | Nilai Dana an

Pelayanan Pelaksanaan | n kepada | an, Alokasi Efektifitas

Kesejahteraa | Pelayanan Masyarak | Semua Umum Pelaksana

n Sosial dan | kepada at di Kel/Desa an

Kebencanaan | Masyarakat | Kecamata Pelayanan

Kecamatan di Wilayah n kepada

Yang Kecamatan Masyarak

Terlaksana atdi

Nilai Evaluasi Wilayah
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Kecamatan Kecamata
\ ;

0 |0 |20 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.750.000,0 3.750.000,0
112 |4 0 0
0 [0 |20 |000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang
112 |4 |3 Dilimpahkan

Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 13 100 3.750.000,0 | Dana Jumlah 13 3.750.000,0

Kecamatan Laporan e Banjar, Nilai Laporan | Perse 0 | Transfer Laporan Lapora 0

Persentase Pelaksanaan | Pelaksana | Semua 100 n Umum- Pelaksana | n

Fasilitasi Kewenangan | an Kecamat | Persen Dana an

Kewenangan | Lain yang Urusan an, Alokasi Kewenan

Pemerlu Dilimpahkan | Pemerint | Semua Umum gan Lain

Pelayanan ahan Kel/Desa yang

Kesejahteraa yang Dilimpahk

n Sosial dan Dilimpah an

Kebencanaan kan

Kecamatan kepada

Yang Camat

Terlaksana
0 |0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 87.100.000, 87.100.000,
1 13 00 00
0 |0 |20 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 41.500.000, 41.500.000,
113 |1 00 00
0 |0 |2.0 000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
113 |1 1 di Desa
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Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 13 100 24.000.000, | Dana Jumlah 13 24.000.000,
Kecamatan Lembaga e Banjar, Nilai Lembaga | Perse 00 | Transfer Lembaga | Lemba 00
Persentase Kemasyaraka | Koordina | Semua 100 Kemasyar | n Umum- Kemasyar | ga
Koordinasi tan yang si Kecamat | Persen | akatan Dana akatan Kemas
dan Fasilitasi | Berpartisipas | Pemberd | an, Alokasi yang yarakat
Kegiatan i dalam ayaan Semua Umum Berpartisi | an
Pemberdayaa | Forum Masyarak | Kel/Desa pasi
n Masyarakat | Musyawarah | at Desa dalam
di Kecamatan | Perencanaan | yang Forum
Pembanguna | Terlaksan Musyawar
n di Desa a ah
Perencan
aan
Pembang
unan di
Desa
0 | 2.0 | 000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
311 |3
Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 13 100 17.500.000, | Dana Jumlah 13 17.500.000,
Kecamatan Laporan e Banjar, Nilai Laporan | Perse 00 | Transfer Laporan Lapora 00
Persentase Peningkatan | Koordina | Semua 100 n Umum- Peningkat | n
Koordinasi Efektivitas Si Kecamat | Persen Dana an
dan Fasilitasi | Kegiatan Pemberd | an, Alokasi Efektivitas
Kegiatan Pemberdaya | ayaan Semua Umum Kegiatan
Pemberdayaa | an Masyarak | Kel/Desa Pemberda
n Masyarakat | Masyarakat | at Desa yaan
di Kecamatan | di Wilayah yang Masyarak
Kecamatan Terlaksan at di
a Wilayah
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Kecamata
\ ;
0 |0 |20 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 25.400.000, 25.400.000,
113 |3 00 00
0 |0 |20 |000 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
113 [3 |1
Persentase Jumlah Persentas | - Kab. 100 13 100 13.000.000, | Dana Jumlah 13 13.000.000,
Koordinasi Lembaga e Banjar, Persen | Lembaga | Perse 00 | Transfer Lembaga | Lemba 00
dan Fasilitasi | Kemasyaraka | Pemberd | Semua 77 Kemasyar | n Umum- Kemasyar | ga
Kegiatan tan yang ayaan Kecamat | Nilai akatan Dana akatan Kemas
Pemberdayaa | Diselenggara | Lembaga | an, Alokasi yang yarakat
n Masyarakat | kan Kemasyar | Semua Umum Diselengg | an
di Kecamatan akatan Kel/Desa arakan
Nilai Evaluasi Tingkat
Kecamatan Kecamata
n
0 |0 | 2.0 000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
113 1|3 |4
Persentase Jumlah Persentas | - Kab. 100 2 100 12.400.000, | Dana Jumlah 2 12.400.000,
Koordinasi Laporan e Banjar, Persen | Laporan | Perse 00 | Transfer Laporan Lapora 00
dan Fasilitasi | Fasilitasi Pemberd | Semua 77 n Umum- Fasilitasi | n
Kegiatan Pengembang | ayaan Kecamat | Nilai Dana Pengemb
Pemberdayaa | an Usaha Lembaga | an, Alokasi angan
n Masyarakat | Ekonomi Kemasyar | Semua Umum Usaha
di Kecamatan | Masyarakat | akatan Kel/Desa Ekonomi
Nilai Evaluasi Tingkat Masyarak
Kecamatan Kecamata at
n
0 |0 |20 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 20.200.000, 20.200.000,
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W
3 |6 00 00
0 | 2.0 | 000 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
316 |3
Nilai Evaluasi | Jumlah Pemberd | - Kab. 77 3 100 10.100.000, | Dana Jumlah 3 10.100.000,
Kecamatan Keluarga ayaan Banjar, Nilai Keluarga | Perse 00 | Transfer Keluarga | Keluar 00
Persentase yang dan Semua 100 n Umum- yang ga
Koordinasi Mengikuti Kesejahte | Kecamat | Persen 100 Dana Mengikuti
dan Fasilitasi | Peningkatan | raan an, Perse Alokasi Peningkat
Kegiatan Ketahanan Keluarga | Semua n Umum an
Pemberdayaa | Pangan Tingkat Kel/Desa Ketahana
n Masyarakat | Keluarga Kecamata n Pangan
di Kecamatan n dan Keluarga
Kelurahan
Persentas
e
Pemberd
ayaan
dan
Kesejahte
raan
Keluarga
Tingkat
Kecamata
n dan
Kelurahan
0 | 2.0 | 001 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
316 |1
Nilai Evaluasi | Jumlah Pemberd | - Kab. 77 3 100 10.100.000, | Dana Jumlah 3 10.100.000,
Kecamatan Keluarga ayaan Banjar, Nilai Keluarga | Perse 00 | Transfer Keluarga | Keluar 00
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Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase yang dan Semua 100 n Umum- yang ga
Koordinasi Mengikuti Kesejahte | Kecamat | Persen 100 Dana Mengikuti
dan Fasilitasi | Pelatihan raan an, Perse Alokasi Pelatihan
Kegiatan Keluarga Keluarga | Semua n Umum Keluarga
Pemberdayaa | Tanggap Tingkat Kel/Desa Tanggap
n Masyarakat | Bencana Kecamata Bencana
di Kecamatan | Rumah n dan Rumah
Tangga Kelurahan Tangga
Persentas
e
Pemberd
ayaan
dan
Kesejahte
raan
Keluarga
Tingkat
Kecamata
n dan
Kelurahan
0 |0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 76.250.000, 73.750.000,
1 14 00 00
0 |0 |20 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 71.250.000, 71.250.000,
1 14 |1 00 00
0 |0 | 2.0 |000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
1 14
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Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 5 100 68.750.000, | Dana Jumlah 5 68.750.000,
Kecamatan Laporan e Banjar, Nilai Laporan | Perse 00 | Transfer Laporan Lapora 00
Persentase Hasil Fasilitasi | Semua 100 n Umum- Hasil n
Koordinasi Sinergitas Penangan | Kecamat | Persen 100 Dana Sinergitas
dan Fasilitasi | dengan an an, Perse Alokasi dengan
Penyelenggar | Kepolisian Tramtibu | Semua n Umum Kepolisian
aan Negara mlinmas | Kel/Desa Negara
ketentraman | Republik Persentas Republik
dan Indonesia, e Indonesia,
ketertiban Tentara Penyelen Tentara
umum serta | Nasional ggaraan Nasional
perlindungan | Indonesia Ketentera Indonesia
masyarakat dan Instansi | man dan dan
di kecamatan | Vertikal di Ketertiba Instansi

Wilayah n Umum Vertikal di

Kecamatan di Wilayah

Kecamata Kecamata
n n
0 | 2.0 | 000 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4 |1 |2

Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 1 100 2.500.000,0 | Dana Jumlah 1 2.500.000,0
Kecamatan Laporan e Banjar, Nilai Laporan | Perse 0 | Transfer Laporan Lapora 0
Persentase Pelaksanaan | Fasilitasi | Semua 100 n Umum- Pelaksana | n
Koordinasi Harmonisasi | Penangan | Kecamat | Persen 100 Dana an
dan Fasilitasi | Hubungan an an, Perse Alokasi Harmonis
Penyelenggar | dengan Tramtibu | Semua n Umum asi
aan Tokoh mlinmas | Kel/Desa Hubunga
ketentraman | Agama dan | Persentas n dengan
dan Tokoh e Tokoh
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ketertiban Masyarakat | Penyelen Agama
umum serta ggaraan dan
perlindungan Ketentera Tokoh
masyarakat man dan Masyarak
di kecamatan Ketertiba at
n Umum
di
Kecamata
n
0 |0 |20 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.000.000,0 2.500.000,0
114 |2 0 0
0 |0 |20 |000 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang
114 12 |1 Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 3 100 5.000.000,0 | Dana Jumlah 3 2.500.000,0
Kecamatan Laporan e Banjar, Nilai Laporan | Perse 0 | Transfer Laporan Lapora 0
Persentase Koordinasi/Si | Koordina | Semua 100 n Umum- Koordinas | n
Koordinasi nergi Si Kecamat | Persen Dana i/Sinergi
dan Fasilitasi | dengan Penerapa | an, Alokasi dengan
Penyelenggar | Perangkat n dan Semua Umum Perangkat
aan Daerah yang | Penegakk | Kel/Desa Daerah
ketentraman | Tugas dan an yang
dan Fungsinya di | Peraturan Tugas
ketertiban Bidang Daerah dan
umum serta | Penegakan Yang Fungsinya
perlindungan | Peraturan Terfasilita di Bidang
masyarakat Perundang- |si Penegaka
di kecamatan | Undangan n
dan/atau Peraturan
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Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kepolisian Perundan
Negara g-
Republik Undanga
Indonesia n
dan/atau
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
010 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 144.875.00 152.875.00
1|5 0,00 0,00
0 |0 |20 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 144.875.00 152.875.00
1 15 |1 0,00 0,00
0 |0 |20 |000 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
115
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Nilai Evaluasi
Kecamatan
Persentase
Penyelenggar
aan Urusan
Pemerintaha
n Umum

Jumlah
Orang yang
Mengikuti
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan
Ketahanan
Nasional
dalam
rangka
Memantapka
n
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-
Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal lka
serta
Pemertahana
n dan

Persentas
e
Penyelen
ggaraan
Urusan
Pemerint
ahan
Umum
sesuai
Penugasa
n Kepala
Daerah
yang
Terfasilita
Si

- Kab.
Banjar,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Kel/Desa

77
Nilai
100
Persen

150
Orang

100
Perse

46.000.000,
00

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Jumlah
Orang
yang
Mengikuti
Pembinaa
n
Wawasan
Kebangsa
an dan
Ketahana
n
Nasional
dalam
rangka
Memanta
pkan
Pengamal
an
Pancasila,
Pelaksana
an
Undang-
Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945,

150
Orang

46.000.000,
00
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Pemeliharaa Pelestaria
n Keutuhan n
Negara Bhinneka
Kesatuan Tunggal
Republik lka serta
Indonesia Pemertah
anan dan
Pemelihar
aan
Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
2.0 | 000 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah
1 17 dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 3 100 78.875.000, | Dana Jumlah 3 78.875.000,
Kecamatan Dokumen e Banjar, Nilai Dokume | Perse 00 | Transfer Dokumen | Dokum 00
Persentase Semua Penyelen | Semua 100 n n Umum- Semua en
Penyelenggar | Urusan ggaraan | Kecamat | Persen Dana Urusan
aan Urusan Pemerintaha | Urusan an, Alokasi Pemerinta
Pemerintaha | nyang Pemerint | Semua Umum han yang
n Umum Bukan ahan Kel/Desa Bukan
Merupakan Umum Merupaka
Kewenangan | sesuai n
Daerah dan | Penugasa Kewenan
Tidak n Kepala gan
Dilaksanakan | Daerah Daerah
oleh Instansi | yang dan Tidak

122




Vertikal Terfasilita Dilaksana
si kan oleh
Instansi
Vertikal
0 [0 |20 |000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
115 ]|1 |8
Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 12 100 20.000.000, | Dana Jumlah 12 28.000.000,
Kecamatan Dokumen e Banjar, Nilai Dokume | Perse 00 | Transfer Dokumen | Dokum 00
Persentase Tugas Forum | Penyelen | Semua 100 n n Umum- Tugas en
Penyelenggar | Koordinasi ggaraan | Kecamat | Persen Dana Forum
aan Urusan Pimpinan di | Urusan an, Alokasi Koordinas
Pemerintaha | Kecamatan Pemerint | Semua Umum i
n Umum ahan Kel/Desa Pimpinan
Umum di
sesuai Kecamata
Penugasa n
n Kepala
Daerah
yang
Terfasilita
Si
0 |0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 38.090.000, 38.590.000,
116 00 00
0 |0 |20 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 38.090.000, 38.590.000,
116 |1 00 00
0 |0 |20 |000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
116 |1 |2
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Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 13 100 5.000.000,0 | Dana Jumlah 13 5.000.000,0
Kecamatan Dokumen e Banjar, Nilai Dokume | Perse 0 | Transfer Dokumen | Dokum 0
Persentase yang Kegiatan | Semua 100 n n Umum- yang en
fasilitasi Difasilitasi Fasilitasi, | Kecamat | Persen Dana Difasilitasi
pembinaan dalam Rekomen | an, Alokasi dalam
dan rangka dasi dan | Semua Umum rangka
pengawasan | Administrasi | Koordina | Kel/Desa Administr
pemerintaha | Tata si asi Tata
n desa Pemerintaha | Pembinaa Pemerinta
n Desa n dan han Desa
Pengawas
an
Pemerint
ahan
Desa
yang
Terlaksan
a
0 | 2.0 | 000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
6 |1 |3
Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 13 100 5.000.000,0 | Dana Jumlah 13 5.000.000,0
Kecamatan Dokumen e Banjar, Nilai Dokume | Perse 0 | Transfer Dokumen | Dokum 0
Persentase yang Kegiatan | Semua 100 n n Umum- yang en
fasilitasi Difasilitasi Fasilitasi, | Kecamat | Persen Dana Difasilitasi
pembinaan dalam Rekomen | an, Alokasi dalam
dan rangka dasidan | Semua Umum rangka
pengawasan | Pengelolaan | Koordina | Kel/Desa Pengelola
pemerintaha | Keuangan Si an
n desa Desa dan Pembinaa Keuangan

124




(FH

Pendayagun | ndan Desa dan
aan Aset Pengawas Pendayag
Desa an unaan
Pemerint Aset Desa
ahan
Desa
yang
Terlaksan
a
0 | 2.0 | 000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
6 |1 5
Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 13 100 5.000.000,0 | Dana Jumlah 13 5.500.000,0
Kecamatan Dokumen e Banjar, Nilai Dokume | Perse 0 | Transfer Dokumen | Dokum 0
Persentase Fasilitasi Kegiatan | Semua 100 n n Umum- Fasilitasi | en
fasilitasi dalam Fasilitasi, | Kecamat | Persen Dana dalam
pembinaan rangka Rekomen | an, Alokasi rangka
dan Pelaksanaan | dasidan | Semua Umum Pelaksana
pengawasan | Tugas Kepala | Koordina | Kel/Desa an Tugas
pemerintaha | Desa dan Si Kepala
n desa Perangkat Pembinaa Desa dan
Desa n dan Perangkat
Pengawas Desa
an
Pemerint
ahan
Desa
yang
Terlaksan
a
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0 | 2.0 | 000 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
6 |1 |6
Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 13 100 5.675.000,0 | Dana Jumlah 13 5.675.000,0
Kecamatan Dokumen e Banjar, Nilai Dokume | Perse 0 | Transfer Dokumen | Dokum 0
Persentase Fasilitasi Kegiatan | Semua 100 n n Umum- Fasilitasi | en
fasilitasi dalam Fasilitasi, | Kecamat | Persen Dana dalam
pembinaan rangka Rekomen | an, Alokasi rangka
dan Pelaksanaan | dasidan | Semua Umum Pelaksana
pengawasan | Pemilihan Koordina | Kel/Desa an
pemerintaha | Kepala Desa | si Pemilihan
n desa Pembinaa Kepala
n dan Desa
Pengawas
an
Pemerint
ahan
Desa
yang
Terlaksan
a
0 | 2.0 | 000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
6 |1 |7
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Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 13 100 5.145.000,0 | Dana Jumlah 13 5.145.000,0
Kecamatan Dokumen e Banjar, Nilai Dokume | Perse 0 | Transfer Dokumen | Dokum 0
Persentase Fasilitasi Kegiatan | Semua 100 n n Umum- Fasilitasi | en
fasilitasi dalam Fasilitasi, | Kecamat | Persen Dana dalam
pembinaan rangka Rekomen | an, Alokasi rangka
dan Pelaksanaan | dasidan | Semua Umum Pelaksana
pengawasan | Tugas dan Koordina | Kel/Desa an Tugas
pemerintaha | Fungsi si dan
n desa Badan Pembinaa Fungsi
Permusyawar | n dan Badan
atan Desa Pengawas Permusya

an waratan

Pemerint Desa

ahan

Desa

yang

Terlaksan

a

0 | 2.0 | 001 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan
6 |1 5 Penegasan Batas Desa

Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 13 100 6.000.000,0 | Dana Jumlah 13 6.000.000,0
Kecamatan Dokumen e Banjar, Nilai Dokume | Perse 0 | Transfer Dokumen | Dokum 0
Persentase Fasilitasi Kegiatan | Semua 100 n n Umum- Fasilitasi | en
fasilitasi dalam Fasilitasi, | Kecamat | Persen Dana dalam
pembinaan rangka Rekomen | an, Alokasi rangka
dan Penataan, dasidan | Semua Umum Penataan,
pengawasan | Pemanfaatan | Koordina | Kel/Desa Pemanfaa
pemerintaha |, dan Si tan, dan
n desa Pendayagun | Pembinaa Pendayag

127




(FH

aan Ruang n dan unaan
Desa serta Pengawas Ruang
Penetapan an Desa
dan Pemerint serta
Penegasan ahan Penetapa
Batas Desa Desa n dan
yang Penegasa
Terlaksan n Batas
a Desa
0 [2.0|001 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
6 |1 |7
Nilai Evaluasi | Jumlah Persentas | - Kab. 77 13 100 6.270.000,0 | Dana Jumlah 13 6.270.000,0
Kecamatan Laporan e Banjar, Nilai Laporan | Perse 0 | Transfer Laporan Lapora 0
Persentase Hasil Kegiatan | Semua 100 n Umum- Hasil n
fasilitasi Koordinasi Fasilitasi, | Kecamat | Persen Dana Koordinas
pembinaan Pendamping | Rekomen | an, Alokasi i
dan an Desa di dasi dan | Semua Umum Pendampi
pengawasan | Wilayahnya | Koordina | Kel/Desa ngan
pemerintaha Si Desa di
n desa Pembinaa Wilayahn
n dan ya
Pengawas
an
Pemerint
ahan
Desa
yang
Terlaksan
a
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2| Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024

TOTAL

2.842.426.2
72,00

2.891.015.0
00,00

Sumber: Renja SIPD- ri Kecamatan Martapura Barat Tahun 2023
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar
Tahun 2024 yang berisi program/ kegiatan/ subkegiatan beserta
indikator dan targetnya disusun sebagai perencanaan kinerja untuk
mengoptimalkan pencapian target kinerja Renstra Kecamatan Martapura
Barat dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2024.

Renja Kecamatan Martapura Barat ini selanjutnya dijabarkan lebih
lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk optimalitas dan
memastikan pencapaian target tahunan Renstra dan RPJMD Kabupaten
Banjar di tahun 2024.

Dalam hal in ketersediaan anggaran sangat diperlukan prioritas
untuk mendukung pencapaian target kinerja, sasaran, indicator sasaran
pada Renstra 2021- 2026 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan
rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana
dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur
standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil
pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat.
Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan
rencana akan memudahkan Kecamatan Martapura Barat untuk
membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Demikian penyusunan Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun
2024 untuk selanjutnya dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan

untuk seluruh pihak yang terlibat.

Martapura Barat , 31 Juli 2024
artapura Barat

A NI B

H. Ahma& Rabani, A. KS, M.Si
NIP. 196901151990021001
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HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KINERJA (RENJA)
KECAMATAN MARTAPURA BARAT
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA (RENJA)

KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : Juli 2023
Kabid Pemerintahan dan Kasubbid Pemerintahan
Pembangunan Manusia kecamatan
DEDI NURMADI, S.IP NURYAMI, SE, MM
NIP. 198706212007011004 NIP. 197506061995032004
Mengetahui,

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANJAR

Dra. Hj. SITT HAMIDAH, M.Si
NIP. 196312241985032006
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KEPUTUSAN CAMAT MARTAPURA BARAT
KABUPATEN BANJAR

NOMOR: 021.a TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MARTAPURA BARAT
TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang diartikan sebagai
Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode
1 (satu) tahun ;

b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini dan demi lebih efektif dan
terarahnya pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2024 perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Martapura Barat
Kabupaten Banjar.

Mengingat 1. Undang - Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang — Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 09, TLNRI
Nomor 352) sebagai Undang — Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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10.

11.

13.

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang —
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5
Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5
Tahun 2021).
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Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

MEMUTUSKAN

Membentuk tim penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat
Kabupaten Banjar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten
Banjar Tahun 2024 dimaksud dalam Diktum kesatu keputusan ini,
melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen
Rencana Kerja 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA BARAT

PADA TANGGAL : 01 JULI 2023

{5 HECANATANIE
™ \MARTAPURA BARAT

Pembina Tinkat I/ 1IV.b
NIP. 19690115 199002 1 001
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Lampiran | :

Keputusan Camat Martapura Barat
Kabupaten Banjar

No : 021.a Tahun 2023
Tanggal : 01 Juli 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MARTAPURA BARAT
KABUPATEN BANJAR

TAHUN 2024
NO JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN DALAM TIM
1 | Camat PenanggungJawab
2 | Sekretaris Kecamatan Ketua
3 | Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Aset Sekretaris
4 | Kasubbag Umum dan Kepegawain Anggota
5 | Kepala Seksi Pemerintahan Anggota
6 | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Anggota
7 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Anggota
8 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Anggota

Ditetapkan di
pada tanggal

&

h
/

Martapura Barat
01 Juli 2023

TAPURA BARAT,
N

cogsratye

iy
s EC AN
1 | MARTAPURA BARA

H. AFNIABFRABANI, AKS. M.Si
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19690115 199002 1 001
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Lampiran | : Keputusan Camat Martapura Barat

Kabupaten Banjar

No : 021.a Tahun 2023
Tanggal : 01 Juli 2023

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MARTAPURA BARAT
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2024
1. Penanggungjawab :

Bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh tim penyusun
Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024;

Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Kecamatan
Martapura Barat Tahun 2024;

Menerima laporan hasil pekerjaan tim penyusun Renja Kecamatan Martapura Barat
Tahun 2024;

Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

Ketua

Mengkoordinasikan  pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja
Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024;

Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim
dalam penyusun Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024;

Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusunan kepada
penanggungjawab tim penyusun Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024;

Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

Sekretaris

Menampung hasil telahaan, koreksi dan masukan atas tim penyusun Renja
Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024;

Melaksanakan penyempurnaan Renja Kecamatan Martapura Barat atas hasil
telaahan, koreksi dan masukan tim penyusun Renja Kecamatan Martapura Barat
Tahun 2024;

Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024
sesuai dengan dokumen RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang telah ditetapkan;

Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

Anggota

Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappedalitbang tahun lalu berdasarkan
Renstra Kecamatan Martapura Barat;

Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kecamatan Martapura Barat;

Melakukan telahaan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar tahun 2024;

Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Kecamatan
Martapura Barat Tahun 2024,
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Melakukan analisis terhadap kebutuhan perencanaan anggaran program, kegiatan

dan sub kegiatan Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024;
Merumuskan kegiatan prioritas Renja Kecamatan Martapura Barat tahun 2024;

Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di :  Martapura Barat
pada tanggal : 01 Juli 2023

SAMMAD RABANI, AKS.,M.Si
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19690115 199002 1 001
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KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KEPMENDAGRI 050-3889 TAHUN
2021)

& z NOMENKLATUR
2o 5 5 ®E URUSAN
g0z < <
58% 2 £ 5 xaBUPATEN/KO  XINERJA INDIKATOR
< e E (o] [&] ¥ TA
uAs [ ]
= (¥ M M
M =]
=} (7]
X
x X
X
PROGRAM
X 0 PENUNJANG URUSAN
Xlxl1 PEMERINTAHAN
DAERAH

KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen | Tersusunnya Dokumen Jumlah  Dokumen
X 10|20 |0
X X 1 1 1 Perencanaan Perangkat | Perencanaan Perangkat Perencanaan Dokumen
Daerah Daerah Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Laporan Jumlah Dokumen RKA_.
X1 0]20]|0 . - . SKPD dan Laporan Hasil
X Penyusunan Dokumen | Hasil Koordinasi . . Dokumen
X 1 1 2 Koordinasi Penyusunan
RKA- SKPD Penyusunan Dokumen Dokumen RKA-SKPD
RKA- SKPD
Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen
. . Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan . ;
X1 0]20]|0 dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil
X Penyusunan Dokumen - . . . Dokumen
X 1 1 3 Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen DPA-
. . DPA-SKPD dan Laporan .
X | 0] 20 | O | Koordinasi dan . . . SKPD dan Laporan Hasil
X Hasil Koordinasi . . Dokumen
X 1 1 4 | Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Dokumen Dokumen DPA-SKPD
DPA- SKPD u
Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen
. . Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan . .
X1 0]20]|0 dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil
X Penyusunan - ) . . Dokumen
X 1 1 5 Perubahan DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD DPA-SKPD
Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar
Penvusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Realisasi Kinerja SKPD
X ]10]20]| 0 yu - ~ap SKPD dan Laporan Hasil | dan Laporan Hasil
X Capaian Kinerja dan . . . . Laporan
X 1 1 6 . Lo Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan
Ikhtisar Realisasi . L . L
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja | Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
X | 0| 20 | O | Evaluasi Kinerja Terlaksa}nanyg . Evaluasi Kinerja
X Evaluasi  Kinerja Laporan
X 1 1 7 | Perangkat Daerah Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah
X | 0| 20 | O | Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan Jumlah Orang yang Orang/bul
X X 1 2 1 | Tunjangan ASN Tunjangan ASN Menerima - Gaji ~ dan an
Jang Jans Tunjangan ASN
X |1 0]20]|0 Penyfe @aan . Tersedianya Administrasi Jumlah Dokumep H asﬂ‘
X X 1 9 2 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN g Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah Dokumen
X X | 0| 20 | O | Penatausahaan dan Penatausahaan dan Penatausahaan dan Dokumen
X 1 2 3 | Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Pengujian /Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Keuangan SKPD
. . Terlaksananya Jumlah Dokumen
Koordinasi dan . - - .
X X|{10]20]O0 Pelaksanaan Akuntansi Koordinasi dan Koordinasi dan Dokumen
X 1 2 4 SKPD Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi
SKPD SKPD
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A
Tersedianya Laporan Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
X 20 | O | Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil | SKPD dan Laporan Hasil Laporan
X 2 5 | Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan pora
SKPD Laporan Keuangan Akhir | Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD Tahun SKPD
Tersedianya  Dokumen | Jumlah Dokumen
Pengelolaan dan
X 20| O Penviapan Bahan Bahan Tanggapan Bahan Tanggapan Dokumen
X 2 6 TZny ap an Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak | Pemeriksaan dan Tindak oxume
8gap Lanjut Pemeriksaan Lanjut Pemeriksaan
Tersedianya Laporan Jumlah Laporan
Keuangan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Bulanan/Triwulanan/Se .
Triwulanan/ Semesteran
Penyusunan Laporan mesteran SKPD dan
X 20 | O . SKPD dan Laporan
Keuangan Bulanan/ Laporan Koordinasi . . Laporan
X 2 7 . Koordinasi Penyusunan
Triwulanan/ Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan
Semesteran SKPD Keuangan ]
. Bulanan/Triwulanan/Se
Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD
mesteran SKPD
. Jumlah Dokumen
Penyusunan Pelaporan Tersedianya Dokumen Pelaporan dan
X 20 | O yusunar pora Pelaporan dan Analisis bo
dan Analisis Prognosis . o Analisis Dokumen
X 2 8 o Prognosis Realisasi . L
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi
Anggaran A
nggaran

Administrasi
Pendapatan Daerah
Kewenangan
Perangkat Daerah

Administrasi Barang
Milik Daerah
pada Perangkat
ETS 21,
Penyusunan Tersedianya Rencana Jumlah Rencana
X 20 | 0 | Perencanaan
X 3 1 | Kebutuhan Barang Ke;l?utuhan Barang Ke;t?utuhan Barang Dokumen
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
X 20 | 0 | Pengamanan Barang Terlaksananya Jumlah Dokumen
X 3 5 | Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Pengamanan Barang Dokumen
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi dan Hasil Penilaian Barang | Penilaian Barang Milik
X 20 | O s s Milik Daerah dan Daerah dan Hasil
Penilaian Barang Milik . . . . . o Laporan
X 3 3 Daerah SKPD Hasil Koordinasi Koordinasi Penilaian
Penilaian Barang Milik Barang Milik Daerah
Daerah SKPD SKPD
Pembinaan, Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan, dan Pembinaan, Pembinaan, Pengawasan,
X 20 | O . .
X 3 4 Pengendalian Barang Pengawasan, dan dan Pengendalian Laporan
Milik Daerah pada Pengendalian Barang Barang Milik Daerah
SKPD Milik Daerah pada SKPD pada SKPD
Rekonsiliasi dan Terlaksgpapya Jumlah. ‘Laporan
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan
X 20 | O | Penyusunan Laporan
s Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Laporan
X 3 5 | Barang Milik Daerah o e
ada SKPD Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
p pada SKPD pada SKPD
Penatausahaan Barang Terlaksananya Jumlah Laporan
X 20 | O s Penatausahaan Barang
X 3 6 Milik Daerah pada Penatausahaan Barang Milik Laporan
SKPD Milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Terlaksananva Jumlah Dokumen
X 20 | 0 | Pemanfaatan Barang y Hasil Pemanfaatan
. Pemanfaatan Barang Dokumen
X 3 7 | Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Barang
! 8 Milik Daerah SKPD

. Jumlah Dokumen
Perencanaan Tersedianya Rencana
X 20 | O . . : . Rencana Pengelolaan
Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Retribusi . ] Dokumen
X 4 1 Retribusi
Daerah Daerah
Daerah
. Tersedianya Hasil Jumlah  Dokumen
Analisa dan - . -
Analisis serta Hasil Analisis serta
X 20 | O Pengembangan Pengembangan Pengembangan
X 4 2 ﬁetrlbum Da}e{r?)}}‘, ierta Retribusi Daerah dan | Retribusi Daerah dan Dokumen
enyusunan t.ebyakan Kebijakan Retribusi Kebijakan Retribusi
Retribusi Daerah
Daerah Daerah
Penyuluhan dan Terlaksananya Jumlah Laporan
Penyuluhan dan Hasil Penyuluhan
X 20 | O | Penyebarluasan
X 4 3 | Kebijakan Retribusi Penyebarluasan dan Penyebarluasan Laporan
Kebijakan Retribusi Kebijakan Retribusi
Daerah
Daerah Daerah
Pendataan dan Tersedianya Data Jumlah Data Objek,
X 20 | O . Objek, Subjek dan Subjek dan Wajib
Pendaftaran Objek .. . ) Dokumen
X 4 4 Retribusi Daerah Wajib Retribusi
Retribusi Daerah Daerah
(Sub Kegiatan
berlaku untuk
karakter retribusi
yang membutuhkan
pendataan dan
pendaftaran)
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Terlaksananya Jumlah Laporan
Pengolahan Hasil Pengolahan,
X 20 | O | Pengolahan Data . i Pemeliharaan, dan
X > . Pemeliharaan, dan Laporan
X 4 5 | Retribusi Daerah . . | Pelaporan Data
Pelaporan Data Retribusi : .
Retribusi
Daerah
Daerah
(Sub Kegiatan
berlaku untuk
karakter retribusi
yang membutuhkan
pendataan dan
pendaftaran)
X 20 | 0 | Penetapan Wajib Tersedianya D().kurr}en Jumlah Dokumen '
X . . Ketetapan Retribusi Ketetapan Retribusi Dokumen
X 4 6 | Retribusi Daerah
Daerah Daerah
(Sub Kegiatan
berlaku untuk
karakter retribusi
yang membutuhkan
pendataan dan
pendaftaran)
X 20 | 0 | Pelaporan Pengelolaan Tersedianya Laporan Jumlah Laporan. .
X : . Pengelolaan Pengelolaan Retribusi Dokumen
X 4 7 | Retribusi Daerah f .
RetribusiDaerah Daerah
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah
. Tersedianya Unit Jumlah Unit
Peningkatan Sarana . .
X 20 | O Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana dan .
X dan Prasarana c 1 Unit
X 5 1 o1 - dan Prasarana Disiplin Prasarana
DisiplinPegawai . 1 .
Pegawai Disiplin Pegawai
X 20 | o Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian Jumlah Paket Pakaian
X X 5 9 Dinas beserta Dinas beserta Atribut | Dinas beserta Atribut Paket
Atribut Kelengkapannya | Kelengkapan Kelengkapan
Pendataan dan Terlaksananya Jumlah Dokumen
Pendataan dan
X 20 | O | Pengolahan Pendataan dan
X . . Pengolahan . . Dokumen
X 5 3 | Administrasi A . Pengolahan Administrasi
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
Jumlah  Dokumen
o Terlaksananya . . :
Koordinasi dan . . Hasil  Koordinasi
X 20| O . Koordinasi dan
X Pelaksanaan Sistem . dan Pelaksanaaan Dokumen
X 5 4 . . Pelaksanaan Sistem - .
Informasi Kepegawaian . . Sistem Informasi
Informasi Kepegawaian .
Kepegawaian
S . Terlaksananya Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi, .. . . .
X 20 0 2 . R Monitoring, Evaluasi, Monitoring, Evaluasi,
X dan Penilaian Kinerja i o 2 L Dokumen
X 5 5 - dan Penilaian Kinerja dan Penilaian Kinerja
Pegawai . .
Pegawai Pegawai
X 20 | 0 | Pemulangan Pegawai Terlaksananya . Jumlah Pegawai Pensiun
X - Pemulangan  Pegawai . Orang
X 5 6 | yang Pensiun - yang Dipulangkan
yang Pensiun
Pemulangan Pegawai Terlaksananya Jumlah Laporan Hagll
. . Pemulangan Pegawai
X 20 | O | yang Meninggal Pemulangan  Pegawai
X . yang Laporan
X 5 7 | dalam Melaksanakan yang Meninggal dalam >
Tugas Melaksanakan Tugas Meninggal dalam
Melaksanakan Tugas
X 20 | O . Terlaksananya Jumlah ASN yang
X X 5 8 Pemindahan Tugas ASN Pemindahan Tugas ASN dipindahtugaskan Orang
Pendidikan dan Terla.}{s.ananya Jumlah Pegawai
. . Pendidikan dan Berdasarkan Tugas dan
X 20 | O | Pelatihan Pegawai . . . o
X Pelatihan Pegawai Fungsi yang Mengikuti Orang
X 5 9 | Berdasarkan Tugas dan s
. Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan
Fungsi . .
Fungsi Pelatihan
Jumlah Orang yang
X 20 | 1 | Sosialisasi Peraturan Terlgk.san.anya Mengikuti Sosialisasi
X Sosialisasi Peraturan Orang
X 5 0 | Perundang-Undangan Peraturan Perundang-
Perundang- Undangan
Undangan
Bimbingan Teknis Terlaksananya Jumla}h Qrapg yang
. L. . Mengikuti Bimbingan
X 20 | 1 | Implementasi Bimbingan Teknis > .
X . Teknis Implementasi Orang
X 5 1 | Peraturan Perundang- Implementasi Peraturan
Peraturan Perundang-
Undangan Perundang-Undangan
Undangan
X X 20 Administrasi Umum
X 6 Perangkat Daerah
. Tersedianya Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen .
. Komponen Instalasi
X 20 | O | Instalasi . o
X o Instalasi Listrik/Penerangan Paket
X 6 1 | Listrik/Penerangan i
Baneunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
g Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah — Paket
X 20 | O Y Tersedianya Peralatan Peralatan dan
X dan Perlengkapan Paket
X 6 2 dan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Kantor
Kantor > )
yang Disediakan
X 20 | O | Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan Jumlah Paket Peralatan
X X 6 3 | Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Palet
8 8 yangDisediakan
X X 20 | 0 | Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan Lll,lc;u?slz}lli i){a;knit)r Ba:r?n Paket
X 6 4 | Logistik Kantor Logistik Kantor 8ISt yang
Disediakan

141




Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024

Pengadaan Barang
Milik Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

. . Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Tersedianya Barang
X ]10]20]|0 Cetakan dan
Cetakan dan Cetakan dan Paket
X 1 6 S Penggandaan Penggandaan Penggandaan
ense enee yang Disediakan
Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan Jumlah Dokumen Bahan
X | 0] 20 | O | Bacaan dan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dokumen
X 1 6 6 | Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- Perundang-Undangan
undangan undangan yang Disediakan
X | 0| 20 | O | Penyediaan Tersedianya L];gr}il;i};l\izlt(:rti al van Paket
X 1 6 7 | Bahan/Material Bahan/Material - . yang
Disediakan
X | 0| 20 | O | Fasilitasi Kunjungan Terlaksananya Fasilitasi Juml.ah Papor.a n
. Fasilitasi Kunjungan Laporan
X 1 6 8 | Tamu Kunjungan Tamu
Tamu
Penvelengearaan Terlaksananya JumlahLaporan
X1 0]20]|0 A g8 . . Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
Rapat Koordinasi . - . - Laporan
X 1 6 9 dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Koordinasi dan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
Terlaksananya Jumlah Dokumen
X | 0| 20 | 1 | Penatausahaan Arsip Penatausahaan Arsip Penatausahaan Arsip Dokumen
X 1 6 0 | Dinamis pada SKPD Dinamis Dinamis
pada SKPD pada SKPD
Jumlah  Dokumen
Terlaksananya
Dukungan Dukungan Pelaksanaan Dukungan
X | 0] 20 | 1 | Pelaksanaan Sistem . g . Pelaksanaan
. . Sistem Pemerintahan ) . Dokumen
X 1 6 1 | Pemerintahan Berbasis Berbasis Elektronik pada Sistem Pemerintahan
Elektronik pada SKPD p Berbasis Elektronik
SKPD
pada SKPD

Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan
X | 0| 20 | O | Perorangan Dinas atau | Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Unit
X 1 7 1 | Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Jabatan Jabatan Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Jl.lmlah Unit Kendaraan
X1 0]20]|0 . . . . Dinas Operasional atau .
Dinas Operasional Dinas Operasional atau Unit
X 1 7 2 atau Lapangan Lapangan Lapangan yang
pang pang Disediakan
X 10|20 |0 . Jumlah Unit Alat Besar .
X 1 7 3 Pengadaan Alat Besar Tersedianya Alat Besar yang Disediakan Unit
xlol20] 0 Pengadaan Alat Tersedianya Alat iﬁrﬁi}tlagr]g:ﬁ?%‘ ok
Angkutan Darat Tak Angkutan Darat Tak g Unit
X 1 7 4 Bermotor yang
Bermotor Bermotor - -
Disediakan
X 10|20 |0 . Jumlah Paket Mebel .
X 1 7 5 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel yang Disediakan Unit
X | 0| 20 | O | Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan Jumlah Umt Peralata_n .
. . . . dan Mesin Lainnya yang Unit
X 1 7 6 | dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya s
Disediakan
X | 0| 20 | O | Pengadaan Aset Tetap Tersedianya Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap .
. . . . . Unit
X 1 7 7 | Lainnya Lainnya Lainnya yang Disediakan
X | 0] 20 | O | Pengadaan Aset Tak Tersedianya Aset Tak Jumlah Unit Aset Tak .
. . Berwujud yang Unit
X 1 7 8 | Berwujud Berwujud L
Disediakan
Pengadaan Gedung Tersedianya ~Gedung Jumlah Unit Gedung
X 0|20 ]| 0 Kantor atau .
Kantor atau Kantor atau Bangunan Unit
X 1 7 9 . Bangunan . e
Bangunan Lainnya . Lainnya yang Disediakan
Lainnya
Pengadaan Sarana Tersedianya Sarana Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana
X |1 0] 20| 1 |dan Prasarana dan Prasarana Gedune Kantor atau Unit
X 1 7 0 | Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau g -
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya B'fmgltman Lainnya yang
Disediakan
Tersedianya Sarana Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan
dan Prasarana Prasarana Pendukung
X | 0| 20 | 1 | Prasarana Pendukung .
Pendukung Gedung Gedung Kantor atau Unit
X 1 7 1 | Gedung Kantor atau .
- Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya . . .
Lainnya yang Disediakan

X 0 | 20 | O | Penyediaan Jasa Surat Terlaksg nanya Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat Penyediaan  Jasa Laporan
X 1 8 1 | Menyurat
Menyurat Surat Menyurat
Jumlah Laporan
xlol2]o0 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa
X 1 3 9 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Laporan
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa
X 10200
X 1 3 3 Peralatan dan Peralatan dan Peralatan dan Laporan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
X1 0]20]|0 Pelay anan Umum Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Laporan
X 1 8 4 ¥y Pelayanan Umum Kantor | Pelayanan Umum Kantor p
Kantor . )
yang Disediakan
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Pemeliharaan Barang
Milik Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa .
- - Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya . . Jumlah Kendaraan
. Pemeliharaan, Biaya .
Pemeliharaan, dan . . Perorangan Dinas atau
X 20 . Pemeliharaan dan Pajak . .
X Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Unit
X 1 9 - Kendaraan Perorangan T
Perorangan Dinas atau - Jabatan yang Dipelihara
. Dinas atau Kendaraan - .
Kendaraan Dinas . dan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
Jabatan
Penyeglaan Jasa. Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya . . - -
. - Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak . .
X 20 .. Pemeliharaan, Pajak dan | Lapangan yang .
X dan Perizinan . . Unit
X 1 9 . Perizinan Kendaraan Dipelihara dan
Kendaraan Dinas . . . .
. Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan
Operasional atau .
Lapangan Perizinannya
Lapangan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
yee - lany - Jumlah Alat Besar
X 20 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya A .
X . . yang Dipelihara dan Unit
X 1 9 Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan dibavarkan Perizinannva
Perizinan Alat Besar Perizinan Alat Besar ¥ ¥y
Penye('fhaan Jasa. Tersed}anya Jasz.i Jumlah Alat Angkutan
Pemeliharaan, Biaya | Pemeliharaan, Biaya
X | 0] 20 . . Darat Tak Bermotor yang .
X Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan o Unit
X 1 9 . . Dipelihara dan
Perizinan Alat Angkutan | Perizinan Alat Angkutan Dibavarkan Perizinannva
Darat Tak Bermotor Darat Tak Bermotor Y ¥
X 20 . Terlaksananya Jumlah Mebel yang .
X X 1 9 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel Dipelihara Unit
Terlaksananya
X X 0 | 20 Pemeliharaan Peralatan | Pemeliharaan ‘I{Alzr;fh Laizl;?lztanandan Unit
X 1 9 dan Mesin Lainnya Peralatan dan . ya yang
. . Dipelihara
Mesin Lainnya
X 20 Pemeliharaan Aset Terlak‘sananya Jumlah Aset Tetap .
X . Pemeliharaan Aset Tetap . L Unit
X 1 9 Tetap Lainnya . Lainnya yang Dipelihara
Lainnya
. Terlaksananya Jumlah Aset Tak
X 20 Pemeliharaan Aset Tak . ¥y . .
X . Pemeliharaan Aset Tak Berwujud yang Unit
X 1 9 Berwujud . oo
Berwujud Dipelihara
Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilit | Pemeliharaan/Rehabilita Jumlah Gedung Kantor
X 20 . . dan Bangunan Lainnya .
X asi Gedung Kantor si Unit
X 1 ? dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan yang . e
. Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilit Terlaksananya - Jumlah Sarana dan
. Pemeliharaan/Rehabilita | Prasarana Gedung
asi Sarana dan .
X 20 si Sarana dan Prasarana | Kantor atau .
X Prasarana Gedung Unit
X 1 9 Gedung Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan .
Lainnva Bangunan Lainnya yang
Y Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilit Terlaksananya - Jumlah Sarana dan
. Pemeliharaan/Rehabilita | Prasarana Pendukung
asi Sarana dan .
X 20 si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau .
X Prasarana Pendukung . Unit
X 1 9 Pendukung Gedung Bangunan Lainnya
Gedung Kantor atau - . .
. Kantor atauBangunan yangDipelihara/Direhabi
Bangunan Lainnya . .
Lainnya litasi
Terlak Luas Tanah
X X 20 Pemeliharaan/Rehabilit Pff::;nelishaarll”zZZSRehabili ta | Y218 Dilakukan Ha
X 1 9 asi Tanah . Pemeliharaan/Rehabilita
si Tanah si

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN

UNSUR KEWILAYAHAN

PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di

Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan

yang
Tidak Dilaksanakan

. s . Terlaksananya Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi . o . . e .
Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
. Perencanaan dan Perencanaan dan
0 0 | 20 Pelaksanaan Kegiatan . .
7 . Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Laporan
1 2 1 Pemerintahan dengan ) .
Pemerintahan dengan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Kk hd Kk hd
Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait Instansi Vertikal Terkait
Jumlah  Dokumen
o | 20 Peningkatan Efektifitas Meningkatnya Efektifitas | Peningkatan
7 1 9 1 Kegiatan Pemerintahan Kegiatan Pemerintahan Efektifitas Kegiatan Dokumen
di Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

oleh Unit Kerja

143



&

’| Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024

Perangkat Daerah

yang Ada di
Kecamatan
P Tersusunnya Dokumen | Jumlah Dokumen
erencanaan - .
- Perencanaan Kegiatan Perencanaan  Kegiatan
0 20 | O | Kegiatan Pelayanan
. Pelayanan kepada Pelayanan kepada Dokumen
1 2 1 | kepada Masyarakat di . .
Masyarakat di Masyarakat di
Kecamatan
Kecamatan Kecamatan
e Terlaksananya Fasilitasi | Jumlah Laporan
Fasilitasi  Percepatan . e
. Percepatan Pencapaian Fasilitasi Percepatan
0 20 | O | Pencapaian Standar .
. - Standar  Pelayanan Pencapaian Standar Laporan
1 2 2 | Pelayanan Minimal di .. - . . .
Wilavah Kecamatan Minimal di Wilayah | Pelayanan Minimal di
¥ Kecamatan Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas | Meningkatnya Efektifitas | Peningkatan
0 20 | O | Pelaksanaan Pelayanan | Pelaksanaan Pelayanan Efektifitas Pelaksanaan Laporan
1 2 3 | kepada Masyarakat di kepada Masyarakat di Pelayanan kepada p
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Koordinasi
Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau

Terlaksananya
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau

Jumlah Dokumen
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau

0 20 10 Insta1?31 Vertikal yang Instansi Vertikal yang Instansi Vertikal yang Dokumen
1 3 1 | Terkait dalam . .
. Terkait dalam Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana . R
Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
dan Prasarana dan Prasarana
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
Pelaksanaan Terlaksananya
. ) Jumlah Prasarana
Pemeliharaan Pemeliharaan -
dan Fasilitas
Prasarana dan Prasarana dan
0 20 | O o s Pelayanan Umum yang .
Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan .. Unit
1 3 2 Dipelihara dengan

Umum yang
Melibatkan
Pihak Swasta
Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada
Camat

Umum dengan
Melibatkan
Pihak Swasta

Melibatkan Pihak
Swasta

Koordinasi Kegiatan

Pemberdayaan Desa

Pelaksanaan Urusan Terlaksananya  Urusan
0 20 | o Pemerintahan yang Pemerintahan  yang Jumlah Dokumen Non
1 4 1 Terkait dengan Terkait dengan Perizinan Usaha yang Dokumen
Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan Non | Dilaksanakan
Non Usaha Usaha
Pelaksanaan Urusan Terlaksananya  Urusan Jumlah Laporan
. . Pelaksanaan Non
0 20 | O | Pemerintahan yang Pemerintahan  yang ..
. . Perizinan Laporan
1 4 2 | Terkait Terkait dengan Non
.. .. pada Urusan
dengan Non Perizinan Perizinan .
Pemerintahan
Terlaksananya  Urusan
Pelaksanaan Urusan .
. Pemerintahan  yang Jumlah Laporan
Pemerintahan yang .
0 20 | O . Terkait dengan Pelaksanaan
Terkait dengan . . Laporan
1 4 3 . Kewenangan Lain Kewenangan Lain yang
Kewenangan Lain yang s
Dilimpahkan yang Dilimpahkan
Dilimpahkan
PROGRAM
0 PEMBERDAYAAN
1 MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Pempgkatgn Men}n}gkat.nya Jumlah Lembaga
Partisipasi Partisipasi Masyarakat
Kemasyarakatan yang
Masyarakat dalam dalam Forum C Lembaga
0 20 | O Berpartisipasi  dalam
Forum Musyawarah Musyawarah Kemasyarak
1 1 1 Forum  Musyawarah
Perencanaan Perencanaan atan
Pembangunan Pembangunan Perencanaan
. . Pembangunan di Desa
di Desa di Desa gu
. L Terlaksananya Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Program ) L . .
. . Sinkronisasi Program Sinkronisasi Program
Kerja dan Kegiatan . . . .
Kerja dan Kegiatan Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan
Pemberdayaan Pemberdayaan
0 20 | O | Masyarakat yang
. Masyarakat yang Masyarakat yang Dokumen
1 1 2 | Dilakukan oleh ) )
. Dilakukan oleh Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta . .
R . Pemerintah dan Swasta Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja A . R .
di Wilayah Kerja di Wilayah Kerja
Kecamatan
Kecamatan Kecamatan
. . Jumlah Laporan
Eznil:g(r?tan Efektifitas Meningkatnya Efektifitas | Peningkatan
0 20 | O Pergn berdavaan Kegiatan Pemberdayaan Efektivitas Laporan
1 1 3 Y Masyarakat di Wilayah Kegiatan Pemberdayaan p

Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

Kecamatan

Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
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Kegiatan
(1) g 220 Pemberdayaan
Kelurahan
Peningkatan Meningkatnya Jumlah Lembaga
Partisipasi Partisipasi Masyarakat | Kemasyarakatan yang
0 ol 2010 Masyarakat dalam dalam Forum Berpartisipasi  dalam Lembaga
1 3 9 1 Forum Musyawarah Musyawarah Forum  Musyawarah Kemasyarak
Perencanaan Perencanaan Perencanaan atan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan di
di Kelurahan di Kelurahan Kelurahan
Pembangunan Sarana Terbangunnya Sarana Jumlah Sarana dan
0 0|20 ]| 0 gu gunny Prasarana Kelurahan .
1 3 5 9 dan Prasarana dan Prasarana an Unit
Kelurahan Kelurahan yang
Terbangun
Jumlah Pokmas dan
Pemberdayaan Terlaksananya Ormas yang
0O 0|20 |0 . Pemberdayaan Pokmas /
Masyarakat di . Melaksanakan
1 3 2 3 Masyarakat di Ormas
Kelurahan Kelurahan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
0 02010 Evaluasi Kelurahan Terlaksananya Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Laporan
1 3 2 4 Kelurahan Evaluasi Kelurahan p

Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan
(Urusan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dilaksanakan oleh
Kecamatan bagi
Pemerintah

Kota yang Tidak
Memiliki Desa)

dan

Koordinasi
Sinkronisasi

Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM)

Penyelenggaraan Terselenggaranya Jumlah Lembaga Lembaga
0| 0|20 |0
1 3 3 1 Lembaga Lembaga Kemasyarakatan yang | Kemasyarak
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Diselenggarakan atan
Peningkatan Meningkatnya Jumlah Lembaga
0 0 | 20 | O | Kapasitas Kapasitas Kemasyarakatan yang Ki-ﬁll::af;k
1 3 3 2 | Lembaga Lembaga Ditingkatkan ata};‘l
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kapasitasnya
Penyediaan Sarana Tersedianya Sarana Jumlah  Sarana dan
0 0O | 20 | O | dan Prasarana dan Prasarana Prasarana Lembaga Unit
1 3 3 3 | Lembaga Lembaga Kemasyarakatan yang
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Disediakan
Fasilitasi Terlaksananya Fasilitasi Jun.ll.ah Paporan
0 0 | 20 | O | Pengembangan Fasilitasi Pengembangan
. Pengembangan Usaha Laporan
1 3 3 4 | Usaha Ekonomi Ekonomi Masvarakat Usaha
Masyarakat y Ekonomi Masyarakat
.., . | Jumlah Laporan
0 0 | 20 | O | Fasilitasi Pemanfaatan Terlaksananya Fa5111ta§1 Fasilitasi
. Pemanfaatan Teknologi Laporan
1 3 3 5 | Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan
Tepat Guna .
Teknologi Tepat Guna
? g 740 Pemberdayaan Mukim
0 0 | 70 | O | Penyelenggaraan . Jumlah Dokumen
1 3 4 1 | Mukim Terselenggaranya Mukim Penyelenggaraan Mukim Dokumen
. . . . Jumlah Mukim dan
0 70 | o Pempgkatan Kapasitas Men{ngkatnya Kapasitas Tuha Peut Mukim yang
Mukim dan Tuha Peut | Mukim dan Tuha Peut " Orang
1 4 2 . . Ditingkatkan
Mukim Mukim .
Kapasitasnya
0 0|70 | O Peresmian Mukim Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Dokumen
1 3 4 3 Peresmian Mukim Peresmian Mukim
0 0 | 70 | O | Pelantikan Imeum Terlak§ananya Jumlah Laporan
. Pelantikan Imeum Pelantikan Imeum Laporan
1 3 4 4 | Mukim . .
Mukim Mukim
Jumlah Sarana dan
0 0 | 70 | O | Penyediaan Sarana dan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Mukim Unit
1 3 4 5 | Prasarana Mukim Prasarana Mukim yang
Disediakan

Terlaksananya Jumlah Dokumen
0 ol20|o0 Pfencc?gahan Covid-19 Pencegahan Covid-19 di Pfencegahan Covid-19
di Tingkat Desa dan . di Dokumen
1 3 5 1 Tingkat -
Kelurahan Tingkat Desa dan
Desa dan Kelurahan
Kelurahan
Jumlah Dokumen
. Terlaksananya .
Penanganan Covid-19 . Penanganan Covid-19
0 0|20 ]| 0 - Penanganan Covid-19 .
di Tingkat Desa dan R di Dokumen
1 3 5 2 di Tingkat -
Kelurahan Tingkat Desa dan
Desa dan Kelurahan
Kelurahan
. Terlaksananya Jumlah Dokumen
Pembinaan . ;
. Pembinaan Penanganan Pembinaan Penanganan
0| O | 20 | O | Penanganan Covid-19 . .
1 3 5 3 | di Tinokat Covid-19 Covid Dokumen
& di Tingkat Desa dan 19 di Tingkat Desa dan
Desa dan Kelurahan
Kelurahan Kelurahan

145



| Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024

Pengadaan Pendukung
Pelaksanaan
Penanganan Covid-19 di
Tingkat Desa dan
Kelurahan

Pemberdayaan dan
Kesejahteraan
KeluargaTingkat

Kecamatan dan

Terlaksananya
Pengadaan
Pendukung Pelaksanaan
Penanganan Covid-19
di Tingkat

Desa dan Kelurahan

Jumlah  Dokumen
Pengadaan

Pendukung Pelaksanaan
Penanganan Covid-19
di Tingkat

Desa dan Kelurahan

Dokumen

Kelurahan
Pembentukan dan Terlaksananya Jumlgh Keluarga yang
Mengikuti Pembentukan
Penumbuhan Karakter Pembentukan dan
: dan Penumbuhan
Keluarga Melalui Penumbuhan Karakter
. . Karakter Keluarga
Peningkatan Kesadaran | Keluarga Melalui . .
. Melalui Peningkatan
Masyarakat akan Peningkatan Kesadaran
. Kesadaran Masyarakat
Pentingnya Masyarakat akan .
0] 20 . akan Pentingnya
Penghayatan dan Pentingnya Penghayatan Keluarga
3 6 . Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dan Pengamalan .
. Pengamalan Pancasila
dalam Semua Aspek Pancasila dalam Semua
. . dalam Semua Aspek
Kehidupan Aspek Kehidupan .
Kehidupan
Bermasyarakat, Bermasyarakat,
Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Berbangsa, dan
Berbangsa, dan
Bernegara Bernegara
Bernegara
. Terl n mlah Keluar
Peningkatan Kesadaran © .aksa anya Ju aia fie uarga yang
Peningkatan Kesadaran Mengikuti Peningkatan
Keluarga dalam
. Keluarga dalam Kesadaran Keluarga
0 | 20 Membangun Kerja . .
Membangun Kerja Sama | dalam Membangun Kerja Keluarga
3 6 Sama antar-Keluarga,
antar-Keluarga, Warga, Sama antar-Keluarga,
Warga, dan Kelompok
Masvarakat dan Kelompok Warga, dan Kelompok
y Masyarakat Masyarakat
Terlaksananya Jumlah Keluarga yang
0| 20 Peningkatan Ketahanan | Peningkatan Ketahanan | Mengikuti Peningkatan
Keluarga
3 6 Pangan Keluarga Pangan Ketahanan Pangan
Keluarga Keluarga
Terl nan mlah Keluar n
Pemberdayaan erlaksananya Ju ah heuarga yang
Pemberdayaan Mengikuti Pemberdayaan
Masyarakat dalam
: Masyarakat dalam Masyarakat dalam
0 | 20 Peningkatan h :
Peningkatan Penggunaan | Peningkatan Penggunaan Keluarga
3 6 Penggunaan dan
Pemanfaatan Sandan dan Pemanfaatan dan Pemanfaatan
. g Sandang Produksi Dalam | Sandang Produksi Dalam
Produksi Dalam Negeri . .
Negeri Negeri
Peningkatan Kesadaran Terlfaksananya Jumlgh K.elualjga yang
Peningkatan Kesadaran Mengikuti Peningkatan
Keluarga dalam
. Keluarga dalam Kesadaran Keluarga
Mewujudkan Rumah . .
0 | 20 Sehat dan Lavak Huni Mewujudkan Rumah dalam Mewujudkan Keluarea
3 6 A Sehat dan Layak Huni Rumah Sehat dan Layak g
serta Kesadaran .
serta Kesadaran Hukum Huni serta Kesadaran
Hukum tentang L.
Kepemilikan Rumah tentang Kepemilikan Hukum tentang
P Rumah Kepemilikan Rumah
. Terlaksananya Jumlgh K.elualtga yang
Peningkatan Kesadaran . Mengikuti Peningkatan
Peningkatan Kesadaran
Keluarga dalam Kesadaran Keluarga
. L1 Keluarga dalam .
Peningkatan Pendidikan ; . g dalam Peningkatan
. Peningkatan Pendidikan L
0 | 20 dan Keterampilan . Pendidikan dan
b dan Keterampilan untuk . Keluarga
3 6 untuk Mewujudkan . Keterampilan untuk
. Mewujudkan Sumber .
Sumber Daya Manusia . Mewujudkan Sumber
. Daya Manusia yang .
yang Berkualitas dan - Daya Manusia yang
) Berkualitas dan Berdaya .
Berdaya Saing . Berkualitas dan Berdaya
Saing .
Saing
Penumbuhan Terlaksananya Jumlgh Keluarga yang
Mengikuti Penumbuhan
Kesadaran Keluarga Penumbuhan Kesadaran
. Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan Keluarga dalam .
. ; . dalam Peningkatan
0 | 20 Derajat Kesehatan Peningkatan Derajat .
Derajat Kesehatan Keluarga
3 6 Keluarga dan Kesehatan Keluarga dan
. . Keluarga dan
Lingkungan dengan Lingkungan dengan .
: : Lingkungan Dengan
Menerapkan Perilaku Menerapkan Perilaku :
Hidup Bersih dan Sehat | Hidup Bersih dan Sehat Menerapkan Perilaku
p b Hidup Bersih dan Sehat
Penumbuhan Terlaksananya Jumlah Keluarga yang
Kesadaran Keluarga Penumbuhan Kesadaran | Mengikuti Penumbuhan
dalam Peningkatan Keluarga dalam Kesadaran Keluarga
0 | 20 Taraf Hidup Keluarga Peningkatan Taraf Hidup | dalam Peningkatan Taraf Keluarea
3 6 Melalui Kehidupan Keluarga Melalui Hidup Keluarga melalui g
Berkoperasi dan Kehidupan Berkoperasi Kehidupan Berkoperasi
Pengembangan dan Pengembangan dan Pengembangan
Ekonomi Lainnya Ekonomi Lainnya Ekonomi Lainnya
Terlaksananya Jumlah Keluarga yan
Penumbuhan ¥y S, ga yang
Penumbuhan Kesadaran | Mengikuti Penumbuhan
Kesadaran Keluarga
0 | 20 . Keluarga dalam Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan ] . ] Keluarga
3 6 . - Peningkatan Kualitas dalam Peningkatan
Kualitas Kelestarian . . - -
Linekunean Hidu Kelestarian Lingkungan Kualitas Kelestarian
g g p Hidup Lingkungan Hidup
Terlaksananya Jumlah Keluarga yang
0 | 20 Pelatihan Keluarga Pelatihan Keluarga Mengikuti Pelatihan Keluarea
3 6 Tanggap Bencana Alam Tanggap Keluarga Tanggap g
Bencana Alam Bencana Alam
o | 20 Pelatihan Keluarga Terlaksananya Jumlah Keluarga yang
Tanggap Bencana Keluarga  Tanggap Mengikuti Pelatihan Keluarga
3 6
Rumah Bencana Keluarga Tanggap
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. 4

Tangga

Rumah Tangga

Bencana Rumah Tangga

Penumbuhan dan
Peningkatan Kesadaran
Keluarga dalam

Terlaksananya
Penumbuhan dan
Peningkatan Kesadaran
Keluarga dalam

Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Penumbuhan
dan Peningkatan

010120 Keterlibatan Keterlibatan Kesadaran K§luarga Keluarga
1 3 6 dalam Keterlibatan
Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Kehidupan Menuju Kehidupan  Menuju ; .
. Kehidupan Menuju
Keluarga Berkualitas Keluarga -
- Keluarga Berkualitas
Berkualitas
PROGRAM
(o) (o) KOORDINASI
1 4 KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM
Koordinasi
Upaya

Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

. . Terlaksananya Sinergitas | Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dengan . . .
T . dengan Kepolisian Sinergitas dengan
Kepolisian Negara . > .
. . Negara Republik Kepolisian Negara
Republik Indonesia, . . .
0 0 | 20 - Indonesia, Tentara Republik Indonesia,
Tentara Nasional . . ] Laporan
1 4 1 . . Nasional Indonesia dan | Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi . . - . .
Vertikal di Wilayah Instansi Vertikal di Indonesia dan Instansi
Kecamatan Wilayah Vertikal di
Kecamatan Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan
Harmonisasi Terlaksananya Pelaksanaan
0 0 | 20 Hubungan dengan Harmonisasi Hubungan Harmonisasi Hubungan Laporan
1 4 1 Tokoh Agama dan dengan Tokoh Agama dengan Tokoh Agama p
Tokoh Masyarakat dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh
Masyarakat

Koordinasi Penerapan
dan Penegakan

Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala
Daerah

Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia

Koordinasi

Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Terlaksananya
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang- Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia

Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang- Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia

Laporan

. . Terlaksananya Sinergitas | Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dengan . . .
2. dengan Kepolisian Sinergitas dengan
Kepolisian Negara . > .
. . Negara Republik Kepolisian Negara
Republik Indonesia, . . .
0 0 70 . Indonesia, Tentara Republik Indonesia,
Tentara Nasional . . . Laporan
1 4 3 . . Nasional Indonesia dan | Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi . . - . .
. R Instansi Vertikal di Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah . . .
Kecamatan Wilayah Vertikal di
Kecamatan Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan
Harmonisasi Terlaksananya Pelaksanaan
0 0 | 70 Hubungan dengan Harmonisasi Hubungan Harmonisasi Laporan
1 4 3 Tokoh Agama dan dengan Tokoh Agama Hubungan dengan p
Tokoh Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat

Koordinasi
Penerapan dan
Penegakan Qanun
dan Peraturan Kepala

Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan

. e . Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi/Sinergi . 4 . - e .
Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
dengan Perangkat dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan
. A Daerah yang Tugas dan Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang . A . A
0| 70 Fungsinya di Bidang Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan Laporan
1 4 4 Penegakan Peraturan Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan
L. Perundang- Undangan Perundang- Undangan
dan/atau Kepolisian L. ..
. dan/atau Kepolisian dan/atau Kepolisian
Negara Republik . .
. Negara Republik Negara Republik
Indonesia ) .
Indonesia Indonesia
PROGRAM
ol o PENYELENGGARAAN
1ls URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
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Sesuai Penugasan
Kepala Daerah

Fasilitasi,
Rekomendasi dan

Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

Pembinaan
Wawasan Terlaksananya Jumlah Orang yang
Kebangsaan dan Pembinaan Wawasan Mengikuti Pembinaan
Ketahanan Nasional Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan
dalam rangka Ketahanan Nasional dan Ketahanan Nasional
Memantapkan dalam rangka dalam rangka
Pengamalan Pancasila, | Memantapkan Memantapkan
Pelaksanaan Undang- Pengamalan Pancasila, Pengamalan Pancasila,
” 0 0 | 20 | O | Undang Dasar Negara Pelaksanaan Undang- Pelaksanaan Undang- Oran
1 5 1 1 | Republik Indonesia Undang Dasar Negara Undang Dasar Negara g
Tahun 1945, Republik Indonesia Republik Indonesia
Pelestarian Bhinneka Tahun 1945, Pelestarian Tahun 1945, Pelestarian
Tunggal ITka serta Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal TIka
Pemertahanan dan serta Pemertahanan dan serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Pemeliharaan Keutuhan Pemeliharaan Keutuhan
Keutuhan Negara Negara Kesatuan Negara Kesatuan
Kesatuan Republik Republik Indonesia Republik Indonesia
Indonesia
Jumlah Orang yang
Fasilitasi, Koordinasi Terlaksananya Fasilitasi, | Mengikuti Fasilitasi,
dan Pembinaan Koordinasi dan Koordinasi dan
7 0 | 20 | O | (Bimtek, Sosialisasi, Pembinaan (Bimtek, Pembinaan (Bimtek, Oran
1 5 1 2 | Konsultasi) Wawasan Sosialisasi, Konsultasi) Sosialisasi, Konsultasi) &
Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan Wawasan
Ketahanan Nasional dan Ketahanan Nasional Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Terlaksananya Jumlah Orang yang
7 0 | 20 | O | Pembinaan Persatuan Pembinaan  Persatuan Mengikuti Pembinaan Oran
1 5 1 3 | dan Kesatuan Bangsa dan Persatuan dan Kesatuan g
Kesatuan Bangsa Bangsa
. Terlaksananya Jumla}h Qrang yang
Pembinaan Kerukunan . Mengikuti Pembinaan
Pembinaan Kerukunan
Antar Suku dan Intra Kerukunan Antar Suku
Antar Suku dan Intra
Suku, Umat Beragama, dan Intra Suku , Umat
Suku, Umat Beragama,
0 20 | O | Ras, dan Golongan Beragama, Ras, dan
7 . Ras, dan Golongan . Orang
1 5 1 4 | Lainnya Guna Lai Golongan Lainnya Guna
" . ainnya Guna <
Mewujudkan Stabilitas . s Mewujudkan
Mewujudkan Stabilitas o
Keamanan Lokal, Stabilitas Keamanan
. . Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional Regional. dan Nasional Lokal,
g ’ Regional, dan Nasional
Penanganan  Konflik Terlaksananya . Jumlgh Laporap .
. . Penanganan Konflik Konflik yang Ditangani
0 O | 20 | O | Sosial Sesuai ) . .
7 Sosial sesuai Ketentuan Sesuai Ketentuan Laporan
1 5 1 5 | Ketentuan Peraturan
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
Perundang-Undangan
Undangan Undangan
Berkembangnya Jumlah Lembaga
0 ol 2010 Pengembangan Lembaga Masyarakat Masyarakat yang Lembaga
7 1 5 1 6 Kehidupan Demokrasi dalam Kehidupan Dikembangkan dalam Masyaraka
berdasarkan Pancasila Demokrasi berdasarkan Kehidupan Demokrasi t
Pancasila berdasarkan Pancasila
Pelaksanaan Semua Jumlah Dokumen
. Terlaksananya Semua
Urusan Pemerintahan . Semua Urusan
Urusan Pemerintahan .
yang Bukan Merupakan Pemerintahan yang
0 0|20 ]| 0 yang Bukan Merupakan
7 Kewenangan Daerah Bukan Merupakan Dokumen
1 5 1 7 - Kewenangan Daerah
dan Tidak . . Kewenangan Daerah
- dan Tidak Dilaksanakan . .
Dilaksanakan oleh oleh Instansi Vertikal dan Tidak Dilaksanakan
Instansi Vertikal oleh Instansi Vertikal
Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen
. . Terlaksananya Tugas
0 | 20 | O | Forum Koordinasi . . Tugas Forum
7 L Forum Koordinasi . . Dokumen
1 5 1 8 | Pimpinan Pimpinan di Kecamatan Koordinasi
di Kecamatan p Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM
7 (o T o) PEMBINAAN DAN
1| 6 PENGAWASANPEMERI
NTAHAN DESA

..., . | Jumlah Dokumen yang
e Terlaksananya Fasilitasi e et
Fasilitasi Penyusunan Difasilitasi dalam rangka
0|20 ]| 0 Penyusunan Peraturan
7 Peraturan Desa dan Penyusunan Peraturan Dokumen
1 6 1 1 Desa dan Peraturan
Peraturan Kepala Desa Desa dan Peraturan
Kepala Desa
Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Terlaksananya Jlflmlfdh ngumen yang
0 0|20 ]| 0 . P s . | Difasilitasi dalam rangka
7 Tata Pemerintahan Fasilitasi ~ Administrasi . . Dokumen
1 6 1 2 . Administrasi Tata
Desa Tata Pemerintahan Desa .
Pemerintahan Desa
ey Terlaksananya Fasilitasi nglgh ngumen yang
Fasilitasi Pengelolaan Difasilitasi dalam rangka
Pengelolaan Keuangan
O | 20 | O | Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan
7 Desa dan Dokumen
1 6 1 3 | Pendayagunaan Aset Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa Pendayagunaan
Desa
Aset Desa
Fasilitasi Penerapan Terlaksananya Jumlah Laporan
7 0 | 20 | O | dan Penegakan Fasilitasi Penerapan Fasilitasi dalam Laporan
1 6 1 4 | Peraturan Perundang- dan Penegakan rangka p
Undangan Peraturan Perundang- Penerapan dan
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Undangan Penegakan Peraturan
Perundang- Undangan
Jumlah Dokumen
e Terlaksananya Fasilitasi dalam
Fasilitasi Pelaksanaan g
0 20 Fasilitasi Pelaksanaan rangka
Tugas Kepala Desa Dokumen
1 1 dan Perangkat Desa Tugas Kepala Desa dan Pelaksanaan Tugas
erang s Perangkat Desa Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Jumlah Dokumen
0 20 Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya Fa'S}llta51 Fasilitasi dalam
1 1 Pemilihan Kepala Desa Pelaksanaan Pemilihan rangka Dokumen
p Kepala Desa Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi dalam
0 20 Tugas dan Fungsi Pelaksanaan Tugas dan rangka Dokumen
1 1 Badan Fungsi Badan Pelaksanaan  Tugas
Permusyawaratan Desa | Permusyawaratan Desa dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
. Tersedianya Jumlah Dokumen
Rekomendasi . .
Rekomendasi Rekomendasi
0 20 Pengangkatan dan
. Pengangkatan dan Pengangkatan dan Dokumen
1 1 Pemberhentian . .
Perangkat Desa Pemberhentian Pemberhentian
g Perangkat Desa Perangkat Desa
Fasilitasi Terlgksapanya Jumlah Dokumen
. . Fasilitasi - .
Sinkronisasi . . . Sinkronisasi
Sinkronisasi
0 20 Perencanaan Perencanaan
Perencanaan Dokumen
1 1 Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan denean dengan Pembangunan
Desa g Desa
Pembangunan Desa
Fasilitasi  Penetapan Ditetapkannya Lokasi Jun.ll.ah Dokum.en
0 20 . Fasilitasi Lokasi
Lokasi Pembangunan | Pembangunan Kawasan Dokumen
1 1 Pembangunan
Kawasan Perdesaan Perdesaan
Kawasan Perdesaan
Terlaksananva Jumlah Dokumen
Fasilitasi assanany Fasilitasi dalam
Fasilitasi
0 20 Penyelenggaraan rangka Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Dokumen
1 1 Ketenteraman dan Ketenteraman dan
- Ketenteraman dan -
Ketertiban Umum - Ketertiban
Ketertiban Umum
Umum
Terlaksananya Jurr.ll.ah . Dokumen
e ey Fasilitasi dalam
Fasilitasi Pelaksanaan | Fasilitasi Pelaksanaan
- . rangka Pelaksanaan
0 20 Tugas, Fungsi, dan Tugas, Fungsi, dan .
] ) Tugas, Fungsi, dan Dokumen
1 1 Kewajiban Lembaga Kewajiban )
Kewajiban
Kemasyarakatan Lembaga
Lembaga
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
Fasilitasi Terlaksananya Jumlah Dokumen
Penvusunan Fasilitasi Fasilitasi dalam
0 20 yu Penyusunan rangka
Perencanaan Dokumen
1 1 Perencanaan Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif Pembangunan Pembangunan
Partisipatif Partisipatif
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Kerja Sama Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi dalam rangka
0 20 Antar Desa dan Kerja Kerja Sama Antar Desa Kerja Sama Antar Desa Dokumen
1 1 Sama Desa dengan dan Kerja Sama Desa dan Kerja Sama Desa
Pihak Ketiga dengan Pihak Ketiga dengan
Pihak Ketiga
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Penataan, Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi dalam rangka
Pemanfaatan, dan Penataan, Pemanfaatan, Penataan, Pemanfaatan,
0 20 Pendayagunaan Ruang dan Pendayagunaan dan Pendayagunaan Dokumen
1 1 Desa serta Penetapan Ruang Desa serta Ruang Desa serta
dan Penegasan Batas Penetapan dan Penetapan dan
Desa Penegasan Batas Desa Penegasan
Batas Desa
Jumlah Dokumen
e Terlaksananya iy s
Fasilitasi Penyusunan e Fasilitasi dalam
Fasilitasi Penyusunan
Program dan rangka
0 20 Program
Pelaksanaan Program dan Dokumen
1 1 dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Pelaksanaan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa
. . Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi . - . .
0 20 . . Koordinasi Koordinasi
Pendampingan Desa di . . . Laporan
1 1 Wilavahnva Pendampingan Desa di Pendampingan
y y Wilayahnya Desa di Wilayahnya
Koordinasi Terlak§ ananya Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi - .
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan
0 20 Pelaksanaan
Pembangunan Pembangunan Kawasan Laporan

Kawasan Perdesaan di
Wilayah Kecamatan

Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan

Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
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